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PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI TINJAU 
DARI HUKill4 BISNIS 

Karolina Sitepu *),Tan Kamello**), Tauf:k Siregar-**) 

ABSTRAK 

Perbar:kan syariah mul:ii di kenal di Indonesia pada awal tah1.m 1990-ai!, paJa 
masa ini Indonesia dilanda krisis moneter secara besar-besaran, tidak hanya Indonesia 
seluruh dunia juga ikut merasakarmya. Dampak dari krisis ini ter!ihat dcngan banyaknya 
bank-bank konvensional yang gulung tikar. Lain halnya dengan perbankan syariah, yang 
pada waktu hanya ada Bank Muamalat. Bank Muamalat ini dapat terus berjalim, tanpa 
terganggu dengan krisis yang terjadi. Hal ini menjadi perhatian dan membuat bar.yak 
pihak mulai melirik keberadaan dari perbankan syariah ini. 

Seiring dengan mulai berkembangnya Perbankan Syariah Pemerintah juga 
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang 
didalamnya mulai membahas tentang Perbankan Syariah sehingga kemunculan pcrbar.kan 
syariah sudah Jeblh leluasa terlebih-lebih kemudian dengan ciii:erb!tkannya juga Undang
Undang Nomor. 7.1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadikan payung 
hukum bagi Perbankan Syariah di Indonesia. Dalam peneliiian ini yang menji;di rumusau 
masaiah adalah bagaimana perkembangan perbankan di Indonesia, perkembangan 
perbankan sy3riah serta perkemhangan perh!!nkar. syariah dalam hukum hisnis. 

Perielitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dimana dalam 
pengkaj ian dar. analisis yang dilc.kukan berdasarkan pada aspek peraturan perundang
undangan yang terkait didalamnya. Penelitian juga dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri 
sebagai salah satu bank syariah yang berkembang pesat di Medan. 

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa sebenarnya perbankan di 
Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan Hindia Belanda karena pada masa ini 
Belanda telah melakukan penjualan ke luar negeri khususnya rempah-rempah yang 
mereka rampas dari Indonesia, untuk mendukung usaha eksport rempah-rempah ini 
Belanda mend irikau bank di Indonesia. Kemudian pa<la lahun 1998, Indonesia dan 
sebagian negara di dunia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan goncangnya 
perbankan di Indonesia terutama perbankan konvensional, narnun lain halnya dengan 
pcrbanko.r. 3yo.rio.h yang wo.ktu itu musih di domino.si Bunk Muumulat Indonesia, bank 
syariah ini tidak merasakan dampak kris!s moneter tersebut, hal inilah yang kemudian 
banyak rnena1ik para pihak unt!lk mendirikan bank syariah, kemudian didukung lagi 
dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang 
tdah memberikan sedikit keleluasa11 kepada perbankan syariah untuk melakukan 
usahanya. 

Kata kunci : Perbankan Perbankan Syariah Hukum Bisnis 

*) Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area 
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Universitas Medan Area. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 8/3/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Karolina Sitepu – Perkembangan Perbankan Syariah di Tinjau dari Hukum Bisnis….



DEVELOPJ.1ENT OF SHARIA BANKING IN REVIEW 
FROM BUSINESS LAW 

ABSTRACT 

Sharia banking began to be known in Indonesia in the early 1990s, during 
this time lndonesia was hit by C! massive monetary crisis, not only Indonesia all 
over the world also feel it. The impact of this crisis is seen with the number of 
cor:ventional banks that are out of business. Another case with sharia banking, 
which at the time there was only Bank Muamalat. Bank Afuamalat can continue to 
run, without being disturbed by the crisis that occurred. This is a concern and 
make many parties began to look at the existence of this sharia banking. 

Along with the start of the development of Sha;·ia Banking Government 
also issued Law Number 10 Year 1998 on Banking which in it began to discuss 
about Sharia Banking so that the emergence of sharia banking has been more 
liberal, especially later with the issuance of Law Number. ]j Year 2008 on Sharia 
Banking which makes the legal umbrella for Sharia Banking in Indonesia. In this 
research, the problem formulation is how the development of banking in 
Indonesia, the development of sharia banking and the development of sharia 
banking in business law. 

The research used is the normative juridical method where in the 
assessment and analysis conducted based on the aspect of the relevant legislation 
in it. The research was also conducted at Bank Syariah Mandiri as one of the 
fastest growing sharia banks in lvfedan. 

From this research, it can be conciuded that actually banking in Indonesia i;,~'1 
has existed since Dutch colonial period because at this time the Dutch have been ·1 

doing overseas sales especially spices they seized from Indonesia, to su_pport the 
export business of this spice Dutch bank established in Indonesia. Then in 1998, 
Indonesia and some countries in the world experienced a monetary crisis that 
caused the shake of banking in Indonesia, especially conventional banking, but it 
is different with sharia banks which at that time was still dominated by Bank 
Muamalat Indonesia, this sharia bank did not feel the impact of the monetary 
crisis, ft is then that many aitract the parties to establish a sharia bank, then 
supported again with the issuance of Law Number. I 0 year 1998 about banking 
that has given little to sharia banking to do busines::i. 

Keywords: Banking Islamic Banking Business Law 
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A. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Di era tahun 1990-an Indonesia mengalami krisis moneter, banyak bank-bank 

yang di likuidasi. Bank-bank yang dilikuidasi khususnya bank-ba:1k konvensional, 

tapi berbeda dengan bank syariah. Bank syariah ini mampu tetap bertaha..'1 dengan 

situasi krisis moneter pada saat itu, sementara pada masa itu bank syariah yang 

ada hanya bank Muamalat. Hal ini menarik banyak pihak terutama pada investor

investor yang memiliki ba..'1k-bank konvt:nsional. 

Sebenamya bank syariah sendiri mulai berdiri di Indonesia pada awal tahun 

1990. Namun diskusi tentang bank syariah sebagai bisnis ekonomi Islam sudah 

mulai dilak.ukan pada awal tahun 1980. Sedangkan prak:arsa untuk mendirikan 

bank syariah di Indonesia dilakukan oieh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 

taJ1un 1990. 

Lahimya Bank Syariah pertama di Indonesia yang merupakan basil kerja tim 

perbankan Majelis Uiama Indonesia (MUI) adalah dengan dibentuknya PT. Bank 

Muamalat Indonesia (RMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 

Nopember 1991. Saat ini, Bank Muamalat Indonesia (BMI) sudah memiliki 

puluha..'l cabang terbesar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, 

Bandung, Makassar dan kota-kota lainnya. 1 

Disamping Bank Muamalat Indcnesia (BMI) saaat ini juga telah lahir bank 

syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM), kemudian 

1Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, l 991 halaman 215 

I . 
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berikutnya berdiri bank sebagai cabang dari bank konvensioml yang sudah ada, 

seperti Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan lain -

iain. 

Secara Gobal, awal mula kegiatan bank syariah yang pertama kali dilakukan 

oleh negara Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940-an. Di Kairo ncgara Mesir 

pada tahun 1963 ditandai dengan berdirinya Islamic Rural Bank di desa Mit 

Ghamr. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil. 

Di negara-negara Arab lainnya adalah Uni Emirat Arab dengan berdiri...nya 

Dubai Islamic Bank pada tahun 1975. Kernudian di Kuwait pada tahun 1977 

berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Sedangka.1 di Mesir 

pada tahun 1978 berdiri bank syariah yang diberi nama Faisal Isiamic Bank. 

Langkah ini kemudian <liikuti olch Islamic Internasional Bank for Investment and 

Developtment Bank. Pakistm1 mempakan negara pelopor utama dalam 

melaksanakan sistem perhankan syariah secara nasional. Pemelintah Pa.l<lstan 

mengkonversi seluruh sistem perbankan syariah di negaranya pada tahun 1985 

menjadi sistem perbankan syariah. Sehelumnya pada tahun 1979 beberapa 

institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai 

tahun itu juga pcmerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tan.pa bunga, 

terutama kepada petani dan ne!ayan. 

Lembaga perkembangan Islam mengalami perkembangan yang amat pesat dengan 

lahimya Islamic Development Bank (IDB) pada ta.1iun 1975 yang bemtjuan untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial bagi 

negara-negara anggota dan masyarakat muslim pada umumnya. 
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Pesamya perkembangan lernbaga perbankan Islam ini karena Bank Islam 

memiliki keistimewaan-keistimewaan yang utama adalah yang melekat pada 

konsep dengan berorientasi pada kcbersamaan. Orientasi kebersamaan inilah yang 

menjadikan Bank Islam mampu tampil sebagai altematif pengganti system bunga 

yang selama ini hukumnya (halal atl:iu haram) masih diraguka:i oleh masyara..1<:at 

muslim. Namun sebagai demikian, Jembaga yang di kategorikan masih tergolong 

baru dibandingkarr dengan bank-bank konvensionai~ Bank Islam menghadapi 

pennasalahan-permasalahan, baik yang mlekat pada aktifitas maupun 

pelaksanaannya. 2 

Pada dasamya , aktivitas Rank fslam t.ida.k jauh berbeda dengan aktivitas 

bank-bank yang telah ada, perbedaannya selain terletak pada orientasi konsep juga 

terlctak pada konsep dasar opersionalnya yang berlandaskan pada ketentuan-

ketentuan dalam Islam. 

Sejarah Bank Islam di Indonesia muncul di pertengahan tahun 1970. 

Menurut KH. Mas Mansur sebagai ketua pengurus Muhammadiyah teiah 

menguraikan pendapalnya tentang penggunaan jasa Bank Konvensional sebagai 

ha! yang terpaksa dilakukan, dik:arenakan umat Islam beh.im mempunyai bank 

sendiri yang bebas dari riba. 

Dalam sejarah bank Islam di Indonesia sering terjadi perubah<!!l-perubahan 

yang mengatur tentang Undang-Undang Perbankan Syariah. Pada akhimya di 

tahun 1998 muncul Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang memberikan 

peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. 

2 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan lembaga-Lembaga Terkait. Jakarta, PT. 
Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 38 

I 
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Pemberl:.:kuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ini <liik.uti dengan sejumlah 

ketentuan pelaksanaan dalarn bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank 

Indonesia yang memberikan iandasan hukum yang kuat dan kesempatan yang luas 

bagi pengembungnn Bonk Synriuh di Indonc:1ia. 

Bank Islam yang beroperas\ di Indonesia sampai sekarang di kategorikan 

ada dua jenis, yaitu : Bank Urnum berprinsip Syari'ah dar. Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) Syari'ah. Beroperasinya ba.lk Islam di Indonesia harus disesuaikan 

dengan situasi clan hukum. Selain itu juga harus mcmenuhi persayaratan pendirian 

clan operasionalisasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

Opcrasicnalisasi Bank yang berprin.sip Syariah salah satunya Bank Syariah 

Mandiri (BSM) tidak mengalami kendala-kendala bcrarti, meski tenaga 

profesional pengelolaannya masili merupa."l(an masalah tersendiri. Hal ini terbukti 

sarnpai tahun 1995 menurut penilaian dari bank Indonesia, BSM tennasuk 

klasifikasi "Bank yang Sehat". 

Agar kesehatan BSM ini tetap terjaga di waktu-waktu yang akan datang, 

maka pernbinaan dan pengawasan rnasih perlu ditingkatkan. Pembinaan dan 

pengawasan umum terhadap bank Islam ini diperlakukan sarna dengan bank-bank 

I 
konvensicmal yaitu dilakukan oleh Bank Indonesia. Narnun, pengawasan khusus 

I 
pada bank Islam ini terdapat Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas untuk 

I 
men1aga agar aktivitas BSM tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan 

Syari'ah. 

Suksesnya perjalanan BSM tersebut temyata diikuti oleh perjalanan BPR 

Islam di Indonesia yang hingga kini tercatat Iebih dari 50 buah. 
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Di dalam sistem ekonomi modem, bank Islam di Indonesia sebagai lembaga 

keuangan islam membutuhkan lembaga pendukung yang beroperasi secara Islami. 

Dalam hubungan ini tela11 lahir Badan Arbitrase Mu'amalah Indonesia yang 

bertugas untuk menyelesaikan sengketa mu'amalah yang dihadapi oleh oraang

orang Islam. Sclain itu juga telah lahir Asuransi Takaful yang aktivitasnya 

berd'.'.lsaarkan pada prinsip-prinsip Jsl:nn. 

Sclain itu juga, MUI juga telah memandang ini sangat urgen, dimana pada 

prinsipnya didalam setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama 

tidak bertentangan dengan syari' ah. 

Dalam reksadana konvensional berisi akad muamalah yang dibolehkan 

dalam is lam, yaitu jual beli dan bagi hasil (mudharabah/musyarakah). Dan disana 

terdapat maslahat, seperti memajukan perekonomian, saling memberi keu.'ltungan 

diantara para pelakunya, meminimalkan resiko alam pasar modal dan sebagainya. 

Usaha semacam reksadana dapat diterima sepanjang hal !tu tidak bertentangan 

dengan prinsip Syari'ah. 

Pe1kembangan selanjutnya adalah pada tahun 1983 berdiri Faisal Islamic 

Bank of Kibris di Siprus. Sedangkan di Malaysia bank syariah lahir pada tahun 

1983 dengan berdirinya Dank Islam Malaysia Berhad (BMB) dan pada tahun 

1999 lahir pula Bank Bumi Putra Muamalat. 

Di Iran sistem perbankan syariah mulai berlaku secara nasional pada tahun 

1983 sejak dikeluamya undang-undang perbankan Islam. Berikutnya di Turki 

negara yang berideologi sekuler bank syariah lallir pada tahun 1984, yaitu dengan 

I • 

'· 
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hadir:n.ya Dasar Al-Maai Al-Islami serta Faisal Finance Instituation mubi 

beroperasi pada tahun 1985. 

Pada sidang Menteri KtAmngan 01'gan1sa<.t: Kt~11fo1 eilsi Tslmu (OKT) di 

Jeddah tahun 1975 telah diset11j11i rancangan pendirian Rank Pembangunan Islam 

atau yang dikenal dengan Isiamic Development lJank dan semua anggota 

Organisasi konferensi Islam (OKI) menjadi anggota Islamic Developtment Bunk 

(IDB). Pcndirian Islamic Development Bank (IDB) ini merupakai-i jalan panjang 

yang sudah di rintis sejak sidang Menteri Luar Negeri Organisasi Konferensi 

Islam (OKI) di Karachi Pakistan pada tahun 1970. Saat ini bank Islam sudah 

tersebar di berbagai negara-negara Islam dan non Islam, baik di benua Amerika, 

Australia, Eropa dan Asia. Bahkan banyak perusahaan keuangan dunia seperti 

A.~Z, Chase Chemical Bank dan Citibank telah membuka cabang bank yang 

berdasarkan syariah. 

Melihat perkemhangan bank Islam yang begitu pesat maka sistem perbank:an 

Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi altematif terbaik 

untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sistem keuangan Islam yang 

berpedoman pada prinsip bagi hasil sebagai ganti dari prinsip bunga, 

menempatkan perbankan tidak hanya sebagai lembaga perbankan, tetapi lebih 

st:bagai lembaga investasi. Hal ini karena hubungan ant.am bank Islam dengan 

nasabah lebih condong pada hubungan pcmodal dan pengusaha, daripada 

hubungan kreditur dengan debitur, sehingga sistem keuangan Islam yang ideal 

akan ditandai dengan adanya hubungan yang sinergis antara sektor keuangan 

dengan sektor ekonomi masyarakat. 
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Melemahnya produ..1<.tivit&; sektor ekonomi masyarakat akan secara langsung 

mempergunakan sektor keuangan, karena bagi hasil yang akan diterima oleh 

pcrbankan akan menurun. Ol~h karena itu, apabila sistem bagi hasil ini berjalan 

secara efisien dan efektif, maka pertumbuhan ekonomi akan berkembang lebih 

baik. Tentu hal ini akan t~1wujud apabi!a sistem ekonomi tclah didukung olei1 

budaya masyamkat yang kondusif dan sistem legal ser1a administrosi yung sesuui 

dengan syariat Ishun. 

Untuk mewujudkan sistem perbankan ya..11g sehat, kuat dan efisien dalarn 

mer..capai kestabilan dan kesinambungan sistem keuangan dan mendorong 

pembangunan nasional, Ba!lk Indonesia menyusun Arsitektur Perbankan 

Indonesia (API). Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syaria11 menyatakm bahwa "Perbankci.n 

Syariah ad~lah segala sesuatu yang menyangkut temang bank ::;yariah dan unit 

usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

Berdasarkan uraian di atas maka di buatlah penelitian karya ilmiah berupa 

tesis dengan mengangkat judul tesis adalah "Perkembangan Perbankan Syariah 

di Tinjau dari Hukum Binsis~'. 

I 

B. Perumusan Masalah 
j 

Sehubungan dengan latar belakang yang dipaparkan di a~, maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: I .. 
I. Bagaimanakah Perkembangan Perbankan di Indonesia? 
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2. Bagaimanakah Perkembanga.11 Perbankan Syariah? 

3. Apak-..ah Perbankan Syariah memiliki karakter Hukum Bisnis? 

C. Tujuan Penelitian 

l. Unruk mengeiahui perkembangan perbankan di Indonesia 

2. Untuk mengetahui perkembangan perbankan Syariah 

3. Untuk mengeta.hui karakter Hukum Bisnis didalam Perbankan Syariah 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bcrsifat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mt:mbe1ikan kontribusi pemikiran 

terhadap akademisi, khususnya bagi pengemban disiplin ilmu hukum 

bidang perbankan dan hukum bisnis. 

2. Bersifat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis 

khususnya Pengusaha perbankan, untuk dapat mempertimbangkan potensi 

dari perbankan syariah itu sendiri. 

E. Kerangka Teori dan K0!1sep 

1. Kerangka Teori 

Kerangka Teori ini merupakan landasan teori atau dukungan teori dalam 

membangun dan memperkuat kebenaran dari pcrmasalahan yang dianalisis. 

Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir 
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pendapat, teori sebagai pegangan baik di setujui atau tidak disetujui ;1ang 

dijadikan sebagai masukan ekstemal bagi penulisan tesis ini. 

M. Solly Lubis mcngatakan kerangka teori adalah kcrangka pcrnikiran 

atau butir-butir, pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasal2han 

yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. 3 

Ilal ini scnada dcngan yang dikatakan Sa~jipto Raharjo bahwa: 

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Ia 
memberikan sarana kepada kita ntuk bisa merangkum serta memahami ma5alah 
yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula yang tampak tersebar 
dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara 
bermakna. Teori, dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara 
mengorganisasikan dan rne11gsistematisasikan masalah yang di bicarakan. Tcori 
bisa juga mengandung subjektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fonomena 
yang cukup kompleks seperti hukum iili. Oleh karena itulah muncul berbagai 
aliran dalam ilmu hukum, s~suai dengan sudut pandangan yang dipakai d~ngan 
orang-orang yang tergabung dalam aliran-aliran tersebut. 4 

Pengakuan secarn yuridis normatif tercatat dalam peraturan pemndang-

undangan di Indonesia, diantaranya, Undang-Umlang No. 7 tahun 1992 tentang 

Perbankan, Undang-Undang No. 10 tentang Perubahan atas Undang-UndMg No. 

7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 tahu.'1 2004 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahw1 1999 tentang Bank Indonesia, 

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 

Tahun 1989 tentang peradilan agama. 

Selain itu, pengakuan secara yuridis empms dapat dilihat dari 

perkembangan perbankan syariah yang tumbuh dengan pesut di seluruh lbukota 

provinsi dan kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa ba11k konvensional dan 

3M. Solly Lubis, Filsafat flnw dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, halaman 
80 . 

4Satjipto Raharjo, !lmu Hukum, Citra Aditya bakti, 1996, halaman 253 

' ' 

I .. 
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lembaga keuangan lainnya membuka u.11.it usah2 syariah (bank syariah, asl.lfansi 

syariah, pegadaian syariah, dan semacanmya). Pengakuan secara yuridis 

dimaksud, mernberi peluang tumbuh dan he1·kembang secara luas kegiatan usaha 

perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank konvensional 

untuk membuka kantor cabang yang khusus melak11k.an kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah. 

Samuel L. Hayes, dari Harvard University, penulis Islamic Law and 

Finar.ce:Religi~n, Risk and return5 memberi komentar yang sangat positif dan 

objektif atas keunggulan prinsip-prinsip bank syariah. Sanmel mencatat empat hal 

pokok yang dija.dikan landasan dalam membangun sistem ekonomi syariah yaitu, 

kontrak (akad) harus adil dan nyata, tidak ada unsur spekulasi, tidak adanya unsur 

bunga , pemakluman. 

Konsep syariah ini mengajarkan bagaimana berusaha menopang suatu 

usaha secara bersama-sama baik dalam pembagian keuntungan ma.upun dalam 

me11angani masalah kerugian. Konsep syariah juga tercermin pad.a transparansi 

dalam membuat kontrak, penghargaan terhadap waktu, amanah. Bila ketiga syarat 

tersebut dipenuhi, model transaksi yang terjadi bisa mencapai apa yang disebut 

kontra.k yang meng.1i.asilkan kualitas terbaik. 

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dala..m 

kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan altematif jasa 

perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-

5 Muhammad, Bank Syariah Problem & Prospek Perkembangan di Indonesia, Graha 
Ilmu, h. 75. UNIVERSITAS MEDAN AREA
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sama, sistem pcrbankan symiah dan perlPnkan konvensional secara smerg1s 

mendnkung mobilisasi dana masyarakat sccara lebih luas untuk meningkatkan 

kemampuan pernbiayaan bagi sektor-se~1:or pci"ekonomian nasional. 

Karakteristik sistem perbankan syariab yang beroperasi !Jcrdasarkan 

prinsip bagi hasil memberikan altematif sistem perbanka11 yang saling 

menguntungkan bagi masyarakat da.11 bank, serta mcnonjolkan aspek kcadilan 

claiam bertransaksi, investasi yang beretika, mengcdepankan nilai-nilai 

kebersa.rna3.l1 dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan 

spekulatif dalam bertrnnsa.ksi keuangan. Dengan menyed1a.1<:an beragarn produk 

serta layarum jasa perbankan yang beragmi1 dengal! skema keuangan yang lebih 

bervariatit~ perbankan syariah menjadi altematif sistem perbankan yang kredibel 

dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. 

Dalam konteks pengelolaaJ1 perekonomian makro, meluasnya penggunaan 

berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan 

hubunga.n antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan 

harmonisasi di antara kcdua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan 

produk dnn in~trnmcn ~ynrinh di~nmping aknn mcndukung kcgiatnn kcmmgan dan 

bisnis masyarakat juga akan mengurangi trn.nsaksi-transaksi yang bcrsifat 

spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keselurnhan, 

yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

pencapaian kestabilan harga jangka menengah-partjang. 

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 I .. 
tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan 
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industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang 

memadai dar. akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan 

progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rat<1-rata pertumbuhan 

aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran 

industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nac;;ional akan 

semakin signifikan. Kebijakan Pengemba!1gan Perbankan Syariah di Indonesia 

Untuk memberikan pedoman bagi stakehoiders perbankan syariah. dan meletakk:an 

posisi sert.a cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan 

syariah di Indonesia, sela.1j utnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah 

menerbitkan "Cetak Biru Pengembangan Ferbaakan Syariah di Indonesia". Dalam 

penyusunannya, berbagai aspek telah dipertirnbangkan secara komprehensif, 

antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta pernngkat

perai1gkat terkait, trend perkembangan industri pcrbankan syariah di dunia 

intemasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai 

mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih 

makro seperti Arsitektur Perbankan Indo11esia (API) da..'l Arsitektur Sistem 

Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan 

lembaga-lembaga keuangan syariah iI1ternasional, seperti IFSB (Islamic Financial 

Services Board). 

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memherikan 

kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi 

perekonomian nasional. Oleh karena itu, rnaka arah pengembangan perbankan 

syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti 
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Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektllf Sistem Keuangan Indonesia 

(ASKI), serta l(encana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan dernikian 

upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang 

mendukung pencapaian rencana strategis daiam skala yang leLih bes<1r pada 

tingkat nasional . 

2. Kerangk2 Konsep 

Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa 

konkrit. 6 Konsepsi a.dalah pengembangan image untuk: menerjemahkan suatu ide 

atau gagasan, yang bisanya berbeniuk kata. Konsepsi lalu diterjemahkan scbagai 

usai.1ia membawa sesuatu dari hal abstrak menjadi suatu hal yang konkrit, yang 

disebut denga..TJ. definisi operasional. 

Berdasarko.n uraian teori di atas, disusunlah beberapa defenisi operasional 

yang digunakan , yailu : 

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatzn usaha, serta cara dao proses dalam 

meiaksanakan kegiatan usahanya. 

2. Bank adalah badan usaha yang menghirnpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

6 Depa1temen Pendidikan dan Kebudayaan, Karnus Besar Bahasa Indonesia, Balai 
Pustaka Jakarta, 1990, hal. 456. 

' .. 
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kredit dan/atau bentuk-bentuk lc.irmya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat hanyak. 

3. Bank U mum adalah bank yang melaksanakan kega!atan usaha secara 

konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 

kegiatarmya membcrikan jasa daiam lalu lintas pembayaran. 

4. Perbankau Syariah adalah segala sesuatu yang 1.mmyangkut tentang Bank 

Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup keiembagaan, kegiatan usaha, 

serta cam dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

5. Bank Syariah adalah B'1nk yang menjalankan kegiatan usa.'ianya 

berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum 

Syariah dan Ba.'lk: Pembiayaai1 Syariah. 

6. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan 

berdasark<'ln fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 

7. Unit Usaha Syariah adalah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit 

kerja dari kantor pusat Bank Umurn Konvcnsional yang berfungsi sebagai 

kantor induk dari kantor atau unit yang mela.lcsanakan kegiatan usaha 

berdasarkan Prinsip Syaria.'1, atau unit kerja di kantor cabang <lari suatu 

Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor 

cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. 

8. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank 

Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang 

I • 
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tida!-.: bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bcntuk Giro, Tabungan, 

atau ccntuk lainnya yang dipersamakail dengan itu. 

9. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad Wadi'ah atau Investasi 

dana berdasarkan Akad A1udharabah atau Akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat 

di lakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi 

tidak dapat diiarik dengan eek, bilyet giro, dan/aiau alat iainnya yan.g 

dipersamakan denga..ll. itu. 

10. Akad Wadi'ah adala..11 Akad penitipCln barang atau uang an1.ara pihak yang 

mcrnpunyai barang atau uang dan pihak y<mg diberi kepercayaan dengan 

I 

~ 
tujua.11 ualuk rnenjaga k.eselamalan, kt:amanan, st:rla keuluhan barang alau 

uang. 

11. Abd Mudharahah dalam pembiayaan adalah A.kad kerja sama suatu usaha 

antara pihak pertama (malik, shahibul ma!, atau Bank Syariah) yang 

menyediakari seluruh modal dan pihak kedua ( 'amil, mudharib, atau 

Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi 

keuntungan usaha sesu<1i dengan kesepakatan yang dituangkan dalam 

Ak~d, sedangkan kerugian ditanggung sepebuhnya oich Bcmk Syariah 

kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau 

menyalahi perjanjian. 

12. Akad Mudharabah dalam menghimpun dana adalah Akad kerjasama 

antara antara pihak pcrtama (malik, shahibul ma!, atau Nasabah) scbagai / .. 
pemilik dana clan pihak kedua ( 'amil, mudharib, atau Bank Syariah) yang 
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bertindak sebagai pengelola dana dengan rnemb:igi keuntungan usaha 

scsuai dengan kesepakatan yang dituangkan daiarn Akad. 

13. Akad Musyarakah adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi 

dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, 

sedar..gkan kerugian ditanggw1g sesuai dengan porsi dairn masing-masing. 

14. Akad Murabahah adalah Akad jual beli suatu banmg dengan menegaskan 

harga. belinya kepada pernbeli dan pembeli membayamya dengan harga 

yang lebih sebagai keuntungan yang dj sepakati. 

15. Akad Salam adalah Akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan 

pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu 

yang disepa.kati. 

16. Akad Istishna adalah Akad jual beli barang dalam bentuk pemesanan 

pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang 

disepakati antara pemesan at.au pembeli (mustashni ') dan penjual at.au 

pembuat (shani ') 

17. Akad Qardh adalah Akad pH!Jaman dana kepada Nasabah dengan 

ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya 

pada wak-ru yang telah disepak:ati. 

18. A...kad Ijarah adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindah_lcan 

hak guna atau rnanfaat dari suatu barang at.au jasa berdasarkan transaksi 

sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 
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19. Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah Akad penyediaan dana dalarn 

rangka memindahkan hu.k guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa 

berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepernilikan barang. 

20. Akad Hawalah adalah Akad pengalihan utang dari pihak yang berutang 

kepada pihak lain yang wajib menanggung atau in.cmhayar. 

21. Akad Kafalah adalah Akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak 

kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan (kajil) bertanggung jawab atas 

pembayaran kembaii utang yang menjadi hak penerimajaminan (maliful). 

22. Akad Wakalah adalah Akad pemberian klllsa kepada penerima kuasa 

untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi knasa. 

F. Metode Pen~litian 

1. Jenis Penelitian 

Jcnis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. 

Penelitian bahan pustaka a tau data sekunder belaka. 

Sifat penelitian adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis. 

Deskriptif maksudnya, menggambarkan atau menelaah perkembangan perbankan 

syariah ditinjan dari hukum bisnis. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Bank Sayriah Mandiri Medan karena Bank Syariah 

Mandiri Medan ini salah satu Bank Syariah yang berkembang pesat di Indonesia 

umumnya dan di Medan khususnya. 
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3. Teknik Pengumpulan D!tta 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penclitian kepustakaan dan 

pengambilan data dari lapangan sehingga antara yang seharusnya (das sollen) dan 

kenyataan (das sein) saling memiliki keterkaitan. 

Pengambilan data primer dilakukan dengan \Vawancara kepada nara 

sumber atau infonnan sedangkaa pengumpulan data sekunder dilakukan dengan 

penelitian kepustakaan. 

Adapun data sekur..der mencakup : 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri 

dari KUHPer, Peraturan Pcmcrintah clan lain sebl!gainya. 

2. Behan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti buku teks, hasil-hasil penelitian 

dan sebagainya. 

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-baha.'1 yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap balian hukum primer dan sekunder, 

contohnya kamus, dan sebagainya. 

4. Alat Pengumpulan Dat2 

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Dokumen atau bahan pustaka, yang terdiri dari bahan hukum pnmer 

seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbanka11 
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syariah, demikian pula data berupa pendapat ahli, data sekunder dan juga 

bahan huk:um tertier berupa kamus dan intenet. 

b. Pedoman Wawancara. Wawancara dilakukan terhadap informan, baik 

yang individu dan badan hukum. 

5. Analisis Data 

Salah satu ciri dari penelitian hukum normatif adalah mengalisis data 

secara kualitatif. Pada tahap awal dilakukan pengwnpulan data primer dan 

sekunder, kemudian data dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang 

ditetapkan. Data-data tersebut selanjutnya dikelompokkan untuk mendapat 

gambaran yang utuh, menyeluruh dan tepat masalah-masalah yang akan di jawab. 

Data-data tersebut dianaiisis dengan melakukan interpreta<ii at.m.1 ditafsiekan dan 

selanjutnya hasil penafsian dideskripsika..'1, kemudian disimpulkan secara deduktif 

induktif. 

!. 
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BAB II 

PERKEMBANGAN PERBANKAN !NDONESIA 

A. Perkembangan Perbankan Konvensional 

i. Perkembangan Perbankan Tahon 1945 -1967 

Berbicara mengenai perkembangan perbankan mulai tahun 1945, t1dak akan 

bisa terlepas dari masa sebelum tahun 1945, yaitu masa pemerintahan Hindia 

Belanda dan masa Jepang, karem1. pada pemerintahan I-!india Belanda juga telah 

terdapat beberapa bank yang dikelola pemerintah Hin<lia Be!anda. Pada masa 

Pemerintahan Hindia Belanda ini, tcpatnya tanggal 10 Oktober 1827 berdirilah De 

Javasche Bank dan berkeduduk.an di Jakai.-ta. De Javasche Bank bukan merupakan 

bank pemerintah, namun demikian para direksinya tetap diangkat oleh Pemerintah 

Hindia Belanda, sehingga suara pemerintah tetap diperhitungkan dalam setiap 

pengambilan keputusan dan kebijakan yang diarnbil oleh De Javasche Bank (JB) 

dar. menetapkan JB sebagai lembaga semi peme!-iittah. Setelah didirikan De 

Javasche Bank memperoleh bak istimewa (octrooi) untuk mengeluarkan uang 

kertas, Pada tahun 1891 JB mendapatkan hak untuk memperdagangkan valuta 

asing dan menjalankan usaha sebagai bank umum. Melihat da..'1 usaha JB ini, 

dapat dik&takan bahwa JB merupakan suatu bank Sentral, namuri tugas dari suatu 

bank Sentral tidak sepemihnya dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari pengawasan 

dan pembinaan terhadap perbankan dan perkreditan tidak dilakukan oleh JB ini. 

Pada masa ini JB hanya merupakan alat Pemerintah Hindia Belanda untuk 

mengeluarkan uang kertas bank, memperlancar pemindahan uang dan mencari 

20 
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h~untungan yang sebesa:-besamya, sehingga JB bcrkembang menjadi comn1 acia! 

hank, khususnya sebagai ~)ank devisa. Pada masa Pemerintahan Hindia lklar.Ja, 

baayak modal swasta yang mengalir ke Indonesia terutama yang bergerak di 

bidang pertanian seperti rempah-rempah, kopi dan lain sebagainya yang 

diperdagangkan ke luar dari Indonesia, dan hasil pertanian Indonesia bcicyak 

diminati oleh bangsa asing pada waktu itu. Pada masa inilah bennunculan bank.

bank pertanian dan bank-bank urnum. Ban.le-bank ini berpusat di Belanda, di 

Indonesia hanya kantor cabangnya saja kecuaii Escompto Bank. 

Berikut ini adalah bank-bank yang beroperasi di Indonesia. 

1. Nederlandsch-lndische Escompto-My, didirikan tahun 1857 berkedudukan di 

Jakarta. 

2. Nederlandsche-lndische Handelsbank didirikan pada tahun i 863 

berkedudukan di 1\msterdam. 

3. Internationale Credit en Handelsvereeniging "Rotterdam" yang disebut juga 

Intemasional, didirikan pada tahun 1863, berkedudukan di Rotterdam. 

4. Handelsvereeniging "Amsterdam " (HV A), didirikan pada tahun 1878 dan 

befkedudukan di Amsterdam. 

5. Koloniale Bank, didirikan pada tahun 1881 dan berkedudukan di A.T.sterdam 

6. Nederlandsche Handel-My (NHM) atau di kenal pula dengan sebutan Factory, 

didirikan pada tahun 1824 dan berkedudukan di Amsterdam. 

7. Nederlandsche-lndische Landbouw-My (NILM), didirikan pada tahun 1884. 

8. Cultuurmaalschappy der Vortenlanden, didirikan pada tahun 1888 7 

7 Sejarah Perbankan di Indonesia, h. 30 UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Sclain bank-bai1k yang disebut di atas masih ada lagi bank yang 

memberikan kredit jangka panjang, yaitu ; 

1. Nederlandsche-Indische Hypotheekhank, didirikan di Jakarta tahun 1891. 

2. Poerwakertosche Huip Spaar en Landbouwcredietbank pada tahun 1897 yang 

didirikan oleh De Wolff van Westerode. Bank ini selai11 memberikan simpan 

pinjam juga melayani para petani yang membutuhkan Segala sesuatu untuk 

bidang pertanian. Melihat besarnya manfaat dari bank perkreditan ini, 

kemudian bermunculan bank perkreditan yang lain diantara.11ya di Garut tahun 

1898, Manado tahun 1899 dan di Sumatra Barat tahun 1899. 

3. Javasche Hypotheekbank, didirikan di Surabaya pada tahun 1923 

4. Creditbank voor Nederlandsche-Jrulische Gemeenten en Ressurten didirikan 

di Jak:art.a pada tahun 19258
• 

Meskipun Pemerintah Hindia Belanda dikenal dengan penjajahannya di 

rndonesia, namun masih mcmperhatikan kepentingan bangsa Indonesia akan suatu 

lembaga perkreditan. Hal ini dapat dilihat dengan didirik:annya Bank Tabungan 

Pos (Postspaarbank) berdasarkan Stb. No. 296 tahun 1897, Centrale Ka:; pada 

tahun 1912. Tugas dari Centrale Kas (CK) adalah memberikan bantuan, 

pengawasan dan bimbingan, serta berfungsi sebagai induk dari volksbank

volksbank yang ada artinya bahwa volksbank dapat meminjam suntikan modal ke 

CK apabila CK kekurangan dana, Iiamun sebaliknya apabila VB kelebihan dana, 

maka VB juga harus menyetor dana yang yang berlebih itu ke CK. Namun karena 

adanya krisis pada tahun 1929 menyebabkan banyak: Volksbank yang bangkrut. 

8 Ibid h. 32 

/ 
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Dengan bangkrutnya Volksbank Pemerintah Hindia Belanda membubarkan 

Centrale Kas dan mendirikan Algemeene Volkscredietbank (AVB). A VB inilah 

yang menyatukan kembali sisa-sisa Volksbank yang masih ada. Voiksbank

Volksbank yang ada di desa-desa menjadi cabang dari AVB ini. Modal AVB 

berasal dari modal A VB sendiri ditambah sisa uang yang ada pada Centrule Kas 

yang tel ah dibubarkan terse but. Tugas dari A VB ini sendiri adalah kc msentrasi 

keuanga.'l, pemberian nasehat, bantuan dan pengawasan dalam rangka 

menyelenggarakan kesej ahteraan rakyat. 

Selain bank-bank milik Pemerintah Hindia Belanda ada juga bank-bank 

milik Inggris, antara lain ; 

1. Chartered Bank of India, Australia and China, berkedudukan di London sejak 

tahun 1863 membuku cabangnya di Indonesia. 

2. Hongkong and Shanghai Banking corporation, yang berkedudukan di 

Hongkong mulai tahun 1880 dar1 membuka kantomya di Indonesia. 9 

Adajuga bank-bank milik Jepang; 

1. Bank of Taiwan, berkedudukan di Taihoku, juga membuka cabangnya di 

Indonesia. 

2. The Yokohama Specie Bank, berkcdudukan di Yokohama, dan s~jak 1918 

membuka cabang di Indonesia. 
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3. Mitsui Bank, bcrkedudukan di Tokyo dan mempunyai cabang di Indonesia 

Selain bank-bank asing yang telah diu.raikan di atas, lndGi)esia juga 

mendirikan bank yang bertujuan untuk membantu usaha rakyat kecil, bank 

terscbut antara lain ; 

1. Bank Priyayi (Hulp-en Spaarbank dcr lnlandsche Bestuurs Abmte;wren) pada 

tahun 1896. Bank Priyayi didirikan olch R. Bei Patih Aria \Virjaatmadja. 

2. Bank Nasional lndonesia yang didirikan di Surabaya tahun 1929. 

3. Bank Nasional (semula disebut Abuan Saudagar) di Bukittinggi pada tahun 

1930. 

Setelah masa pemerintahan Hindia Belanda berakhir, kemudian Indonesia 

kedatangan penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang ini perbankan di 

Indonesia tidak banyak berkembang. Hampir semua bank yang ada di lndonesia 

menutup usahanya. Ada sebuah bank yang sebelumnya milik pemerintah Beianda 

yang bertahan dan tetap meneruskan usahanya, sampai masuknya Jepang ke 

Indonesia. Bank tersebut bemama Aigemeene Volkscredietbank, namun oleh 

pemerintahan Jepang di nama bank tersebut diganti menjadi Syomin Ginko, 

berdasarkan Osamu Seirei No. 8 tanggal 3 Oktob~r tahun 2602. 

Fungsi dari Syomin Ginko sendiri masih tetap seperti Algemeene 

Volkscredietbank yaitu membcrikan bantuan keuangan dan mengawasi bank-bank 

desa dan lumbung desa. Selain itu Syomin Ginko juga harus menghimpun 

sirnpanan da.ri bank desa dan lumbung desa dan di transfer Yokohama Specie 

Bank. Pada tanggal 22 Februari 1946, Pemerintah mengubah Syomin Ginko 

menjadi Bank Rakyat Indonesia. 
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Setelah Jepang kalah dan kembo.li ke o ~garanya masuk NICA ke Indonesia 

dan pada masz. pcndudukan NICA AV B kembali didirikan, padahal BR.I adalah 

juga AVB setciah berg011ti nama Syomin Ginko pada masa Jepang. Sehingga ada 

dualisme A VB yaitu BRI yang berasal ciari A VB dan A VB sendiri yang didirikan 

lagi pada rnasa masuknya NICA ke lnJonesia. Namun dualisme ini segera 

berakhir dengm1 dikeluarkannya UlJ . No. 12/1951 tentang penghapusan 

Algemenee Volkscredietbank (AVB), sehingga yang berlaku hanya Bru.lk Rakyat 

Indonesia. Sdanjutnya keberadaan BRI diperkuat dengan UU. No. 25/1951 y<'mg 

berisi tugas dan lapangan dari Bank Rakyat Indonesia tersebut. 

Di awal kemerdekaan dimana Indonesia merupakan sebuah negarn yang baru 

berdiri masih sangat memerlukan perbaikan ctan pembenahan disa..'la-sini baik itu 

masalah ekonomi, politik, pertanian, sosiai budaya dan lain sebaga!nya. Dan yailg 

dirasa sangat penting untuk dibenahi p2da masa ini adalah pengaturan atau 

penataan di bi dang ekonomi yang bena1· ben(l_1 dikelola oleh bangsa Indonesia 

sendiri tanpa campur tangan asing karena ludonesia telah menjadi suatu nego.ra 

yang berdaulat dengan telah dicetuskanya Proklamasi tahun 1945. 

Penataan di bidang ekonomi ini tidak bisa terlepas dari pendirian suatu 

ba.'1k. Untuk memcnuhi maksud ini, pemerintah mempersiapkan pendiria!l sebuah 

bank, yang diputuskan dalam sidang Dewan rvfonteri tanggal 19 September 1945. 

Pada tanggal 5 Juli 1946, dikeluarkan Perpu No. 2/1946 yang mengatur 

pendirian Bank Negara Indouesia. Dan peresmian Bank Negara Indonesia ini 

dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1946, tepat pada hari perayaan ulang tahun 

kernerdekaan lndoensia yang pertama. Dan dalam Perpu No. 2/1946 tersebut 
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menegaska11 bahwa tujuan pendirian ENI adalah sebagai bar;k sentral, yang 

diharapkan dapat mewujudkan keadaan keuangan dan perekonomian masyarakat 

Indonesia yang oaik. Tugas BNI pada masa ini meliputi: 

1. Membiayai piutang pemerintah 

2. Mena.rik nang pendudukan Jepang dan menggantikannya dengan URI 

(Uang Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh negara) 

3. Memberikan kredit untuk sektor industri dan perdagangan dalam wilayah 

Republik 

Namun keberadaan Bank Negara Indonesia ini tidak dapat sepenuhnya 

berfungsi dan berkembang sebagaimana yang diharapkan. Pada waktu agresi 

Beland.a ke II tahu.._n 1948 yang mengakibatkan berpindahnya kedudukan Ibuk:ota 

negara dari Jakarta ke Y ogyakarta clan hal ini juga diikuti oleh BNI pindah ke 

Y ogyakarta. T eta.pi karena masih adanya serangan-serangan dari serdadu Belanda, 

sehingga BNI terpaksa menutup cabang-cabangnya satu persatu. 

Pada perundingan Konferensi Meja Bundar diputuskan bahwa JB merupakan 

satu-satunya Bank Sentral di Indonesia. Dengan demikian jelaslah bahwa Bank 

Negara Indonesia bukan merupakan Bank Sentral, sehingga sewaktu BNI di buka 

kembali pada tahun 1949, bukan berfw1gsi sebagai bank sentral. 

Pada KMB tersebut di bicarakan juga bahwa Indonesia bermaksud menguasai 

De Javasche Bank, karena JB merupakan Bank Sentral jadi harus sepenuhnya 

menjadi rnilil<. Pemerintah Indonesia, karena berkenaan dengan keuangan yang 

menyangkut kepentingan bangasa Indonesia sehingga tidak seharusnya dikuasai 

oleh asing dalam ha! ini Pemerintah Hindia Belanda. Namun Pemerintah Belanda 
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keberatan dcngan maksud Pemeriwli~m Ir:_doncsia tersebut dengan berbegai alasan 

walaupun pada akhimya dicapai kcscpakatan bahwa JB mem.::ng hams dikuasai 

oleh Pemerimah Indonesia. 

Setelah KMB, pemerintah Indonesia berangsur-angsur membeli saham Jadi 

bursa Amsterdam. Pada 1.ahun 195 i, pemerintah Iudonesia bermaksud 

menasionalisasi JB, namun hai ini juga mendapat penolakan dari Pemerintah 

Hindia Belauda. Menanggapi penolakan dari Pemerintah Hindia Belanda, 

Indonesia mengeluarkan UU. Nasionalisasi No. 24/1951, tanggal 6 Desember 

1951. Saham JB yang pada saat itu dimiliki oleh pihak swastl, diganti oleh 

pemerintah Indonesia, dan sejak saat itu JB bekerja sebagai bank sirkulasi milik 

Pemerintah Indonesia. Unttik lcbih memantapkan kepemilikan Dt: Javasche Bank 

menjadi milik Pemerinta..11 Indonesia, dua tahun kemudian keluarlah UU. No. 

11/1953 yang mengganti nama De Javasche Bank menjadi Bank Indonesi~. 

Dengan berlakunya UU. No. 11/1953 ini segala hak, kekuasaan, utarrg dan 

kewajiban JB beralih ke Bank Indonesia. Dan sejak berlakunya UU. No. 1111953 

ini maka Pemerintah Indonesia tidak lagi menggunakan istilah JB melair~an Bank 

Indonesia. 

Dal am l Jndang-l Jndang Pokok Rank indones1a No. i 1 tahun 1951 ditetapk<ln 

bahwa Bank Indonesa dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi da."1 Dewan 

Penasehat. Dewan Moneter bertugas rnenetapkan kebijaksanaan moneter umum 

dari bank, membf,;:-i petunjuk-petunjuk kepada direksi tentang kebijaksanaan bank 

dalam urusan-urusannya yang lain, danjuga menetapkan tarifbunga dari bank. 
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Anggota Dewan Moneter ini sendiri terdiri atas beberapa menteri dan 

Gub~mur Bank Indonesia. Yang mengetuai dewan moneter ini adaiah Menteri 

Keuangan. Pada tahun 1955 dikeluarkan PP. No. 111955 dikatakan bahwa Bank 

Indonesia atas nama Dewan Moneter melakukan pengawasan terhadap badan

badan kredit yang ada atau yang akan didirikan di Indonesia. Dengan adanya 

aturan ini, setiap pendirian bank umum atau bank tabungan harus mendapatkan 

izin dari Menteri Keuangan. Dan dalam pendi..-ian bank ini harus mempunyai 

kecukupan modal yang disetor sebesar masing-masing mnimal Rp. 2. 500. 000, 

00-Rp. 500. 000, 00. Sedangkan bank yang telah berdiri sebelum peraturan ini 

diharuskan memenuhi persyaratan penuodalan selambat-lambatnya dalam waktu 

2 tahun. PP ini kemudian diik-uti pula oleh KeputtISan Dewan Moneter No. 

25/1957, yang melarang lembaga bank untuk melakukan usaha dagang umu.'ll, 

mcndirikan perusahaan, ilmt dalarn manajemen perusahaan, mendirikan atau ikut 

dalam manajemen usaha pergudangan, pengangkutan atau asuransi. Satu tahun 

kemudian dikeluarkan lagi Keputusan Dewan Moneter No. 38/1958 tentang 

pendirian cabang bagi usaha bank. 

Untuk meningkatkan taraf hidup para petani dan nelayan, pada tahun 1958 ini 

Pemerintah Indonesia mendirikan Bank Tani dan Nelayan (BTN), yang ditetapkan 

dengan UU. No. 77/1958. 

Setelah Dewan Konstituante gagal dalam menyusun Undang:.Undang Dasar 

baru, maka 5 Juli 1959 Presiden Sockarno, mengeluarkan Dekrit Presiden yang 

mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai Undang-
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Undan g dasar negara, dai1 mem bcri kewenangan besar kepada Presiden sebagai 

kepala negara sekaligus pimpinan pemerintah. 

P3.da tanggai 17 Agustus 1959, Presiden Soekamo mengucapkan pidato 

Penemuan Kembali Revolusi Kita yang dikenal sebagai Manifesto Politik 

Repub!ik i:ndonesia (Manipol). Dalam pidatonya tersebut intinya, Presiden 

Soekamo mencanangkan sebuah Demokrasi Terpimpin. 

Pada intinya manipol terdiri atas lima hal pokok yaitu ; 

1. UUD 1945 

2. Sosialisme Indonesia 

3. Demokrasi Terpimpin 

4. Ekonorni Terpimpin 

5. Kepribadian Indonesia 

Kelima hal pokok di atas disingkat dengan USDEK. Sehi"'lgga sejak saat itu 

seluruh komponen ba."lgsa Indonesia harus berdasarkan pada perekonomian 

Manipol~USDEK. Selain Manipol-USDEK, kegiatan ekonomi pada perio<le 

Demokrasi Terpimpin ini juga dilandasi oleh strategi dasar ekonomi yang 

diamanatkan oleh Presiden Soeka..rno dengan istilah Demokrasi Ekonomi 

(DEKON). Dengan ekonomi terpimpin yang telah disebutkan di atas, menuntut 

seluruh unsur perekonomian Indonesia termasuk dunia perbankan untuk menjadi 

alat revolusi. Tuntutan itu secara nyata ditandai dengan munculnya doktrin "bank 

berdjoang" dan bank tunggal. Dalam ekonomi terpimpin, kegiatan perekonomian 

ditekankan pada konsep gotong royong dan kekeluargaan. 
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?:IJa tahun 1959 timbul hesuiitan likuiditas varn.!. di~lami oleh bank-bani' 
~ ~· 

sehingga untuk memenuhi kewajiban-kewajiban membayarnya terpaksa memima 

kredit likuiditas dari Bank Indenesia clan dengan perkembangan perbankan yang 

begitu pesat sehingga banyaklah bermunculan bank-bank swasta nasional dan hal 

ini mcoimbulkan gejala-gejala persaingan yang tidak sehat yang mulai tan1pak 

diantara sesama bank. Melihat gejala-gejala persaingar.. yang tidak: sehat ini, 

Menteri Keuangan mengeluarkan pengumuman No. 28 tanggal 19 September 

1959. w 

Dalam pengumuman tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah untuk sementara 

waktu tidak mempcrtimbangkan permohonan pendirian bank un1un1 dan bank 

tabungan swasta nasional barn yang diajukan setelah tanggal 19 September 1959 

Pada tanggal 26 Oktober tahun J 960 pemerintah mendirikan Bank Koperasi, 

Tani dan Nelayan dengan Perpu Ne. 4111960, kemudian pemerintah melebur BRI 

dan BTN ke dalam BKTN. Kemudian pada tahun yang sama juga pemerintah 

melebur Nederlansch Handel Mactschappfj NV (NHM) kedalam BKTI-4, sehingga 

jelaslah dalan1 BKTN terdapat dua bank pemerintah dan satu bank Belanda yang 

telah di nasionalisasi yang bemaung dalam BKTN. 

Pada tahun 1960 ini juga Escomptobank yang te]ah di nasionalisasi dilebur ke 

dalam B:mk Dagang Negara (BDN), kemudian pemeri.'ltah juga mendirikan Ballk 

Pembang:.man Indonesia (Bapindo ), yang juga menjadi naungan Bank Industri 

Negara (BfN), karena BIN ini dilebur ke Bapindo. Kemudian pada tahun 1963, 

10 Sejarah Bank Indonesia : Perbankan Periode 1959-1966, Unit Khusus Museum Bank 
lndonesia:Sejarah Bank lndoensia, h. 7 UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Bank 'L:tbungan Pcs yang didirikan tahun 1897 diubah mcnjadi Bank Tabungan 

Negara (BTN). 

Setciah tahun 1960 proses nasionalisasi bank-bank Belanda selesai 

dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa bank asing yang masih beroperasi 

sepeni The Chartered Bank, Hongkong Shanghai Runldng Corporation, dan Bank 

of China, bank-bank ini bergerak di bi dang ekspor-impor dan masa-masa ini telah 

berkurang peranrumya terlebih-iebih karena telah dinasionalisasinya bank-ba.11k 

Belanda. 

Pada tahun 1962 terjadi perubahan struktural pada bidang keuangan, yang 

ditandci_i dengan diangkatnya Guberrmr Bank Indonesia menjadi Menteri Urusan 

Bank Sentral (non-dtpartemental) scbagai bagian dari Bidang Keuangan dalam 

Kabinet Ke1jl!. Menteri tidak mempw1yai departemen sendiri sehinggu iembaga 

yang digunakan tetap Bank Indonesia. Perubahan. ini membawa konsekuznsi yang 

lebih jauh, karena Lembaga Dewan Moneter di non-aktifkan dan segala 

wewe11;mp,nya pincfah ke k~hin~t. Sefanjutnya paci<i tahun 1963 Presiden kembali 

menga.1gkat satu mentcri dalarn bida11g keuangan, yaitu Menteri Urusan 

Penertiban Bank dan Modal Swasta (MT JPRMS). Dengan demikian kewenangan 

pembina;in dan pengawasan bank yang scmula menjadi tugas Menteri Urnsan 

Bank Sentral (MUBS) yang notabene adalah Gubemur Bank InJonesia menjadi 

wewenang dari Menteri yang baru di angkat itu. 

Pada tahun 1962 ini juga Pemerintah mendirikan Bank Pembang-Jn::m Swa'\ta 

(BPS). BPS ini dapat mendirikan cabang-cabang di seluruh Indonesia, tetapi pada 

masa ini hanya berpusat di Jakarta saja. Selain Bank Pembangunan Swasta 
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pemerintah juga mendirikan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Menurut 

kedudukan kelembagaannya BPD ini dalam ruang lingkup Depdagri, namun 

untuk aspek teknis perbankan dan teknis perusahaannya., bank-bank ini mendapat 

pengawasan dan bimbingan dari BI dan Bapindo. 

Pada tahun 1963, ketika Indouesia tengah menjalankan politik kon.._frontasi 

terhadap Malaysia, Oversea Chinese Banking Corporation (OCBC) dicabut izin 

usahanya, dan karena suasana yang terus memanas, hal ini menyebabkan 

Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) mengajukan permohonan 

untuk menghcntikan usahanya pada awal tahun 1964, demikian juga dengan BatlK 

of China. Karena Malaysia adalah salah satu Negara Commonwealth (negara 

persemakmurai1 Inggris), pemerintah Indo1iesia memutuskan untuk menguasai 

semua perusahaa.'1 Inggris di Indonesia yang antara iain The Chartered Bank. 

Seluruh aset The Chartered Bank di Jakarta disernhkan kepada Bank Umum 

Negara (BUNEG), sedangkan aset bank di Surabaya dan Medan discrahkan 

kepada Bank Negara Jndonesia(BNI). 

Dengan adanya perubahan tersebut, ma1<:a sejak 1964 tidak ada bank asing 

yang beroperasi di Indonesia., yang ada hanyalah bank pemerir1tah terdiri dari : 

1. Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral 

2. Bank Negara Indonesia (BNI) . 

3. Bank Umum Negara (BUNEG) 

4. Bank Koperasi, Tani dan Nelayan (BKTN) 

5. Bank Dagang Negara (BDN) sebagai bank umum 

6. Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) sebagai bank pembanbTUnan 
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7. Bili-i_k Tabungan Negara (BTN) schagai b~nk tabungan 

Di dalam sistcm Ekonomi Terpirnpir,, semua unsur ba.'lgsa di'.untut berperan 

sebagai alat rcvolusi guna mencapai tujuan revolusi. Perbankan sangat ernt 

kaitannya dengan moneter dengan kata lain perkembangan ckonomi negara 

Indonesia pada masa ekonomi terpimpin ini dipengaruhi oleh perb.mka11 yang ada 

di Indonesia. Dengan demikian perbankan merupakan salah satu bagian yang 

sangat berperan sebagai alat revolusi. Untuk itu pemerintah menggerakkan bank

bank pemerintah sebagsi alat revolusi secara terpimpin. Hal ini ditandai dengan 

munculnya istilah bank berdjoang dan bank tunggal. Untuk mevvujudkan bank 

pemerintah sebagai alat revolusi, diperiukan kesatuan jiwa, pikiran dan tindakan 

pada kalangan bank-bank pemerintah. Sebagai langkah awal dari hal tersebui:, 

dibentuk Badaa Pe1timbangan Menteri Urn:>an Bank Sentral yang lt::Hli1i dwi parn 

pembantu MUBS dan para direktur bank-bank pemeritah. Melalui bada.11 tersebut 

p2.ra pemimpin bank pemerintah secara bersama-sama diikutsertakan dalam 

perumusan kebijakan perbanka.11. Untuk menyelaraskan tatanan ideal perbankan 

dengan tujuan dan cita-cita revolusi yang telilil. digariskan dalam Manipol dan 

Dekon, makil pad? tahun 1964 diiaksanakan Musyawarah Bank Berdjoang 

Sabang-Merauke, yang dihadiri oleh seluruh pemirnpin cabang bm1k pemerintah 

seluruh Indonesia, serta perusahaan sejenis dan bank-bank nasional swasta. 

Pada musyawarah ini merumuskan suatu kesimpulan yang terangkum dalam 

Doktrin Bank Berdjoang, dan dihasilkan 5 doktrin yang disebut Panca Sakti Bank 

Berdjoang, yaitu : 

I. Bank sebagai alat revolusi wajih melaksanakan Deklarasi Ekonomi 

f • 

" I 
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2. Mengadakan kesatuaa jiwa di kalangan perbankan 

3. Menyelenggarakan politik kepegawaian dan pendidikan derr.okratis yang 

bermutu tinggi dan yang ber-t.vlanipol-USDEK 

4. Bank menumbuhkan suasana kekeluargaan di dalam perusahaan bank 

seperti yang dimakud dalam pasal 33 UUD 1945 

5. Mengadakar: integrasi antara perjuangan pt::rbankan dengar: peIJuanga.11 

masyarakat 

Kelima doktrin tersebui, di integrasikan ke<lalam Program Perdjoangan Bank 

Berdjoa.11g, yaitu; 

1. Bank Berdjoang berorientasi kepada Pembangunan Nasional Semesta 

bukan hanya berdasarkan pertimbangan Witung-rugi dengan motif 

memperokh keuntungan sebesar-besamya. 

2. Bank Bercijoang menuju kepada pemberian kredit berdasarkan atas 

rencana produksi yang diajuka.Tl. 

3. Bank Berdjoang bersikap dinamis-aktif terjun ke tengah-tengah kehidupan 

ekonomi bangsa, terutama jika terjadi kemacetan-kemacetan. 11 

Pada 11 April 1965, Presiden Soekamo dilladapan Sidang Umum MPRS 

menyatakan bahwa struktur perbankan Indonesia secara bertahap akan diarahkan 

kepada sistem bank tunggaL Diharapkan dengan sistem bank tunggal ini kcbijakan 

pemerintah di bidang moneter dapat dijalankan. dengan efektif, efisien dan 

terpimpin, sehingga prograi.11 t:konomi terpimpin dapat dijalankan dengan baik. 

11 Unit Khusus Musium Bank Indonesia; Sejarah Bank Indonesia; Perbankan Periode 
1959-1966, h. 13 UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Pembentukan Bank Tunggal merupakan momentum terbcsar dalam dunia 

perba...tlkan yang tcrjadi pada masa Demokrasi Terpimpin. Bank Tunggal 

merupakan suatu sistem bank yang terorganisir dalan1 satu kekuatan dengan 

tujuan mewujudkan rencana pembangunan semesta berencana yang dicanangkan 

oleh pemerintah. 

Sebelum merealisasi Bank Tunggal, pemerintah tela.li terlebih dahulu memulai 

proses pembentukan Bank Tunggal secara bertahap yaitu dengan pembentukan 

kt:menterian Urusan Bank Sentral dan Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta 

guua mengendalikan perbankan, baik pemerintah maupun bank swasta. Tindak 

lanjut dari musyawarah tersebut adalah proses integrasi antara Bank Indonesia 

dengan Bank Pemerintah dalam Bank Tunggal. 

Proses pembentukan bank tunggal tersebut didahului dengan pengintegra~iau 

empat bank milik negara yaitu, BNI, BKlN, Blil'.'EG dan BlN ke dalam Bank 

Indonesia. Setelah itu empat bank pemerintah yang telah diintegrasikan ke dalam 

Bank Indonesia bersama Bank Indonesia dilebur ke dalam Bank Tunggal yang 

diberi nama Bank Ne;gara Indonesia. Sejak saat berdirinya Bank Tunggal, di 

Indonesia hanya mempunyai tiga bank pemerintah, yaitu Bank Negara Indonesia 

(Bank Tunggal), Bank Oagang Negara, dan Bank Pembanguna...n Indonesia. 

BNI unit I sebagai Bank Sentral 

BNI unit II (BK TN) 

BNI unit III (BNI) 

BNI unit IV (BUNEG) 

BNI unit V (BTN) 

• 
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Bank di atas disebut Bank Tunggal + BDN+Bapindo 

Seperti yang diketahui dalam pembcntukan Bank Tunggal, Ba..11k Dagang 

Negara dan Bapindo tidak diikutsertakan. Hal ini disebabkan karena aG.anya 

penolakan dari Direktur Bank Dagang Negara, yang pada waktu ini juga 

merangkap sebagai Menteri Urusan Pcnertiban Bank Dan Modai Swasta. Alasan 

penolakan tersebut dikaienakan antara lain bahwa dcilarn konsep Bank Tunggal 

adalah penyatuan antara Bank Sentral dengan Bank Umum, dan karena penyatuan 

ini dikhawatirkan membingl!Ilgkan para relasi atau nasabah yang ada di luar 

negeri, karena mereka tidak mengerti tentang Rank Tunggal. Sewaktu alasan ini 

diutarakan ke Presiden Soekarno sebagai penggagas Bank TWlggal, beliau juga 

menerima alasan yang diutarakan oleh Direktur Bank Dagang Negara tersebut. 

Seda..11gkan mengenai Bapindo, kenapa tidak bergabung menjadi Bank 

Tunggal a lasann.ya karena Bapindo merupakan Bank Pembangunan bukan bank 

umum sehingga tidak bisa diintegrasikan dengan bank pemerintai.~ lainnya 

didalam bank tunggal. 

Setelah secara resmi terbentuk, pemerintah segera menetapkan tujuan dari 

Bank Tunggal, yaitu; 

1. Sebagai alat revclusi sehingga harus aktif dalam segaia thigkat perjunngan 

revolusi guna membangun masyarakat sosialisme Indonesia berdasarka..11 

Pancasila. 

2. Sebagai alat revolusi melakuka..Tl usaha-usaha Bank Berdjoang, untuk 

menyelenggarakan dan mendorong kegiatan-kegiatan dibidang ekonomi 

I 
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dan keuangan sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh Pemimpin 

Besar Revolusi dan pemerintah. 

3. Sebagai Alat Revolusi secara aktif, dinamis dan kreatifbersama-sama New 

Emerging Force (NEFO) menggalang kerjasama di bidang ekonomi 

moneter menuju terwujudnya dunia barn yang bebas dari penghisapan atas 

manusia oleh manusia. 

4. Sebagai Alat Revolusi membangkitkan dan memupuk daya cipta dan 

swadaya buruh/pekerja sebagai sokoguru Revolusi untu_lc melaksanakan 

amanat berdika.ri menuju terwujudnya Trisakti Tavip. 

5. Sebagai Alat Revolusi, mengantarkan jasa-jasa bank dengan segala cara 

dan daya sampai ke pelosok-pelosok untuk mengintcgrasikan diri dengan 

masyarakat dan aktif menggali potensi rakyat. 

Selain tujuan dari Bank Tunggal di atas terdapat juga tiga asas organisasi 

Bank Tunggal yaitu ; 

l . Sentralisasi 

Dengan asas sentralisasi MUBS mendapatkan kekuasaan untuk 

menentukan kebijakan dalam memimpin bank tunggal dengan prinsip 

koma.1do. 

2. Spesialisasi 

Adalah pengarahan kegiatan pRda objek-objek ekonomi. 

3. Dekonsentrasi 

Adalah pelimpahan wewenang manajemen ke daerah-daerah dalam rangka 

melaksanakan kegiatan sehari-hari. 

,1 
• 
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Pada masa periode bank tunggal ini bank-bank yang ada dituntut untt;k 

mcmbiayai proyek-proyek penting pemerintah antara lain; pembangunan 

M.:H1:.itnen Nasional. Mesj~d Ist_iqiai dan lain-lain. Proyck-proyek ini menimbulkan 

defis.it yang sangat besar sehingga menimbu1kan inflasi yang berkelanjutan 

sampai t(lhun 1966. 

Pada tanggal 30 September di tahtm yang sama dengan di canangkannya 

Bank Tunggal munculah peristiwa Gerakan 30 September. Peristiwa ini 

mengakibatkan terjadinya perubahan politik. Melalui sura.t perintah 11 Maret PK! 

dibubarkan dan berakibat jatuhny& Presiden Seokamo. Dengan dernikian 

berdampak kepada nmtnhnya Sistem Terpimpin yang diikuti dengan produk

produk terpimpin lainnya dan salah satunya adalah Bank Tunggal. Peristiwa 30 

September ini mengakibatkan te1jadinya perubahan-perubahan di segala bidang, 

baik bidang polirik maupun dalam bidang ekonomi. 

Setelah peristiwa gerakan 30 September dibubarkan terjadilah perubahan 

dari ma"a orde lama (masa Presiden Soekamo) ke masa orde baru (pengemban 

amanat Supersemar). Pemerintahan orde baru diawali dengan penggantian 

Kabinet Dwikora dengan Kabinet Ampera. Tugas utama dari kabnet ampera 

adalah melaksanakan program stabilisasi dan rehabilitasi yang terfokus kepada 

pengendalian iru-'1asi , memenuhi kebutuhan pangan, memp1xbaiki prasarana 

ekonomi, meningkatkan ekspor dan juga kebutuhan sandang. Untuk mendukung 

perkembangan perekon0rr.ian pasca bubamya PKI, perbankan mempunyai 

peranan yang sangat penting. Oleh karena itu penataan kembali perbankan 

merupakan prioritas bagi awal pelaksanaan orde baru. 

/ 
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Untuk rnengatasi keadaan inflasi, dan rnernperbaiki keadaan moneter dan 

perbankao pada saat ini, pernerintah telah mernpersiapkan Rancangan Undang

Undang tentang pokok-pokok perbankan, dan diam.bi! kebijaksanaai1 bahwa bank

bank pemerintah yang dulu tergabung dalam bank tunggal k.ernbali rnenjahmkan 

kegialll_r.11ya seperti sebelum bergabung menjadi Bank Tunggal dan rnenjalankai1 

usahanya sesuai dengan Undang-Undang iama yang menetapkan pendirian 

rnasing-masing bank. Dengan dernikian praktis Bank Tunggal berakhir 

keberadaannya. 

2, Perkembang:m Perbankan Tahun 1967 - 1992 

Pada tahun 1967, rnenjelang kelahiran UU Perbankan 1967, dilak:ukan 

pernbentukan Badan Musyawarah Perbankan (BMP) yang mernbantu pemerintah 

dalarn merumuskan ketentuan tentang tata cara pendirian bank, konsep peraturan 

kliring baru dan pendekatan guna penyelesaian permasalahan perbankan . 

Pada akhir tahun 1967 RUU tentang Pokok-Pokok Perbankan telah dapat 

diselesaikan. RUU tersebut kemudian disahk:an oleh Presiden rnenjadi Undaug

Undang, yaitu UU. No. 14 tahun 1967 tentang Pnknk-Pnkok Perbankan . 

Selanjutnya clengan Sarat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 

OliM/fV/111968 tertanggal 10 Januari 1968 lJndang-Undang tersebut dinyatakan 

berlaku mulai tanggal 1 Januari 1968. 

Pada era UU. Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967, belum dikenal tentang 

Perbankan Syariah. Dalam UU. No. 14 Tahun 1967 ini berisi tentang bank sentral, 

bank umum, bank tabungan, bank pembangunan serta tata cara pendiriannya. Pada 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 8/3/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Karolina Sitepu – Perkembangan Perbankan Syariah di Tinjau dari Hukum Bisnis….



40 

UU. No. 14 Tahun 1967 ini juga rnembahas tentang Bank Umum Swasta dan 

Bank Umum Koperasi yang pendiriannya harus mendapat izin dari Menteri 

Keuangan, setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. 

UU. Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 juga mengatur tentang 

pendirian bank asing di Indonesia, dengan ketentuan mendapat izin dari Menteri 

Keuangan, setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia. Dalan1 pasal 20 

UU. No. 14 Tahun 1967 ditegaskan bahwa Bank Asing yang didirikan dalai-n 

bentuk cabang dari bank y~g sudah ada di luar negeri atau suatu bank campuran 

antara bank asing dan bank nasional di Indonesia yang berbadan hukwn Indonesia 

dan berbentuk pcrserian terbatas. 

Pada pasai 23 (ayat 7) dinyatakan Bank Umwn memberi jaminan bank 

(bank garantie) dengan tanggungan yang cukup. Pada pasal 24 (ayat 1) dinyatakan 

bahwa Bank Umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapaptm juga, 

dan dalai-n penjelasan pasal 24 (ayat 1) dikatakan yang dimaksnd jaminan dalam 

(ayat 1) pasal 24 adaJah jaminan dalam arti luas, yaitu jaminan yang bersifat 

materiil maupu..1 yang bersifat imraateriul. Dalam hubungan ini perlu kiranya 

dikenmkakan, bahwa bank-uank <la.lam 1m:nilai Sllatu permintaan kredit biasanya 

berpedoman kepada faktor-faktor anturn lain wata.1<., kemampuan, modal~ jaminan 

I 
I dan kondisi-kondisi ekonomi. . 

Pada tahun 1968 Rancangan Undang-Undang tentang bank-bank 

pemerintah lainnya terns dibahas dan diproses, sehingga pada bulan Desember 

1968 RUU itu dapat diselesaikan dan disahkan oleh Presiden menjadi Undang-

Undang yaitu : 
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1. Un&ng-Ur1dang No. 13 tahun 1968 t~ntang Bank Sentral 

2. Undang-Undang NO. 17 tahun 1968 i.entang Bank Negara Indonesia 1946 

3. Undang-Undang No. 18 tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara 

4. Undang-Undang No. 19 tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya 

5. Undang-Undang No. 20 tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara 

6. Undang-Undang No. 22 tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor 

Indonesia. 

Berdasarkan kajian dan pengamatan Bank Indonesia ~tas perkembangan 

perbankan hingga pertengahan tahun 1969, diperlukan kebijakan nntuk dapat 

menyehatkan iebih lanjut sistem perbankan khususnya bank-bank swasta. Oleh 

karena itu. Novemher 1969 B~n.k Indonesia mengga,riskan kehij<lkan penyehatan 

perbru:i..kan yang diawali dengan pemberian kelonggaran kepada semua bank 

dalan1 memenuhi kewajiban memelihara giro wajib pada Bank indonesia dan cash 

ratio sehingga bank-bank dapat mengatur likuiditasP..ya secara lebih fleksibel. 

Kepada bank swasta nasiona!, Bank Indonesia memberika., bantuan konsultasi 

untuk mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing bank, 

disertai dengan penyediaru1 prasarana untuk mengefisienkan pemutaran dana bank 

serta pemberian kredit likuiditas guna memperluas usaha bagi bank yang 

kegiatannya telah mernenuhi asas perbankan yang sehat. Fasilita:; tersebut 

diberikan dengan mengarahkan ag~r bank swasta nasional berusaha untuk dapat 

menggunak:an tenaga dan modal secara lebih efisien dengan mengadak:an merger 

antar bank. 
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Pada ciwal Orde Barn, secara umum kondisi perbankan swasta nasional 

masih sangat memprihatinkan. Ha! ini disebaukan antara lain karena jumlah bank 

swasta hingga pc." rt.engahan tahun 1971 sudah terlalu banyak dan sebagian besar 

terdiri atas bank-bank kecil yailg sangat lemah dalam permodalan dan manajemen. 

Bank Indcnesia dengan dukungan pemerintah pad:::. masa 1971-1972 

melaksanakan kcbijakan Progra..Jl Penertiban Dank Swasta Nasional dengan 

tujuan untuk mengurangi jumlah bank swasta nasionat dan memperkuat bank 

yang ingin tetap melanjutkan kegiatannya. Penertibarr ini terfokus pada dua ha! 

penting yaitu pengheatian pemberia..'1 jzin barn dan penyederhanaan jwn!ah bank 

melalui merger. Langkah ini ternyata berhasil mengurangi jumlah bank dari 129 

bank pada akhir tahun 1971 menjadi 77 bank pada tahun 1980, 

Bank Indonesia juga memperluas jenis pemberian Kredit Likuiditas Bank 

Indonesia kepada bank umum swasta nasional. Peruntukan KLBI yang semula 

terbatas untuk mengatasi rush yang tejadi sebagai akibat skorsing terhadap 

beberapa bank dari kliring pada tahun1967, dipeluas menjadi tigajenis, yaitu; 

1. Kredit Likuiditas Darurat Umum, diberikan kepada bank-bank yang 

mengalami kesulitan likuiditas sebagai akibat dari perubahan yang 

mendadak di Iuar kekuasaan ba11.k-bank yang bersangkutan, misalnya 

karena suatu tindakan dalam bidang moneter. 

2. Kredit Likuiditas Darurat Khusus, diberikan kepada suatu bank yang 

mengalami kesulitan karena suatu kejadian yang tidak diduga sebelumnya. 

3. Kredit Likuiditas Gadai Ulang, yang diberikan kepada suatu bank untuk 

memperluas usaha perkreditan bank swasta nasional untuk semua sektor 
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kecuali impor bagi bank-bank yang memenuhi asas-asas perbankan yang 

sehat. 

Pada tahun i 975 Bank Indonesia menyusun suatu cara untuk menilai 

perkembangan suatu bank ditinjau dari berbagai segi, serta sekaligus menilai 

tingkat kesehatan suatu bank. Dengan penetapan kriteria penentuan tingkat 

kesehatan suatu bank, diharapkan agar pimpinan bank yang bersangkutan dapat 

mengetahui tingkat kesehatan bank yang dipimpinnya untuk selanjutnya 

mengadakan perbaikan pada aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Pokok-pokok tata 

cP..ra penilaian tingkat kesehatan bank didasarkan pada dua unsur, yaitu keadaan 

keuanga.n bank clan tata kerja bank. 

Setelah diberlakukan..'lya ketentuan tentarrg tata cara penilaian kesehatan 

bank, juinlah maksimum KLBI kepada bank-bank swasta nasional dibatasi 

menurut tingkat keschatan dan faktor pemilikan masing-masing bank. Untuk 

memperkuat modal bank-bank pemerintah ·yang sudah tidak mencukupi karena 

makin meningkatnya voiume usaha serta berbagai resiko yang timbul, Bank 

Indonesia menyediakan kredit likuiditas yang dibekukan dan dibukukan dalam 

rekening cadangan modal bank-bank yang bersangkutan. Kepada bank-bank 

pemerintah juga diberikan bantuan teknis dengan bimbingan konsultan perbankan 

asing dari Kanada untuk menyusun buku pedoman di bidang operasional, 

perkreditan, bisnis intemasional, personalia, administrasi, pengawasan intern dan. 

manajemen. Kepada Bank Pembangunan Daerah, Bank Indonesi<! memberikan 

kredit likuiditas yang sama dengan yang diberikan kepada bank swasta nasional 

dan disamping itu memberikan pula bantuan teknis untuk penyusunan buku 
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pedoman disertai pendidikan karyawan. Ur..tuk perluasan perkreditan bank 

sekunder yang meliputi bank desa, bank pasar, dan bank jenis lainnya, Bank 

Indonesia memberikan fasilitas kredit likuiditas kepada kelompok bar.k tecsebut 

yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia. Bank Sekunder ini sejak tahun 

1982 secara resmi disebut Bank_ Perkreditan Rakyat. 

Kredit likuidiias yang telah diberikan sejak tahun 1969, pada tahun 1973 

ditingkatkan sejalan dengan keuntungan penghasilan dari minyak yang terjadi 

antara ta.liun 1974 sampai dengan 1978. Sejak tahun tersebut, Bank Indonesia 

menempuh kebijakan pemberia._11 subsidi kredit secara selektif guna mempercepat 

pertumbuhan kredit perhankan dala.'ll rangka mendorong pembangunan dan 

pemerataan meiaiui pengc:mbangan usaha kecil. 

Menurunnya harga minyak dan gas pada tahun 1980-an merupakan 

goncangan yang serius bagi perekonomian Indonesia pada waktu itu yai1.g masih 

bergai1tung pada subsidi dari pcmerintah termasnk juga perbankan. 

Dengan kata lain, dengan menurunnya harga minyak dan gas 

mengakibatkan berk:urangnya pendapatan negarn dari pemasukan ekspor minyak 

dan gas dan ini berda:npak langsung kepada kea<laan perekonomian di Indonesia. 

Semakin bemtnya beban keuangan pemerintah un.tuk melanjutkan 

kel:mgsungan pembangunan, me11gakibatkan pemerintah melibaikan peran swasta 

juga dalam membantu pembiayaan pembangunan. Peranan swasta yang dimaksud 

dalam hal ini adalah bank-bank swasta. Untuk itu sektor perbankan terutama 

swasta terus di pacu agar mengoptimalkan fungsinya. Suku bunga perbangkan 

yang tadinya ditetapkan oleh pemerintah kemudian dibiarkan terbentuk melalui 
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m-:::kan.isme pasar. Ekspansi kredit perbankan yang tadinya dibatasi oleh 

Pemerintah kemudian di bebaskan. Giro wajib minimum bank-bank pada Bank 

Ir.donesia yang tadinya ditetapkan 15% kemudian diturunkan menjadi 2%. 12 

Pada tahun 1983, tahap awal deregulasi perbankan dimulai dikenal dengan 

Pakj un 1983 (l Juni i 983 ), bank bebas menetapkan suku bunga kredit, tabui1gan 

dan deposito, serta menghcntikan pemberian K.redit Likuiditas Bank Indonesia 

(KLBI) kepada semua hank kecuali untuk jenis kredit tertentu yang berkaiian 

dcngan pengembangan koperasi dan ekspor. Tahap awa! dereguiasi tersebut 

berhasil menumbuhkan iklim persaingan antar bank. Banyak bank terutama bank 

swasta, mu iai bangkit untuk mengambil inisiatif dalanJ menentukan ara11 

perkembangan usahanya. 

Pada tahun 1988, pemerintah bersruna Bank Indonesia masih dalam 

deregulasi mengeluarkan Paket Kebijakafl Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88). 

Pemberian izin usaha bank baru yang telah dihentikan sejak tahun 1971 dibuka 

kemba!i dengan pakto 88. Demikian pula dengan izin pembukaan kantor atau 

pendirian BPR menjadi lebih dipermudah denga...-1 persyaratan modal ringan. Hai 

ini m~rupakan suatu kemudahan yang belum pernah ada sebehunnya. 

Bersamaan dengan kebijakan Pak.to 88, BI secara intensif menmiai 

pengembanga..1 bank-bank sekunder sepertJ bank pasar, bank desa, dan badan 

kredit desa. Kemudian bank karya desa diubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR). Tujuan pengembangan BPR tersebut adalah untuk memperluas jangkauan 

12 Unit Khusus Museum Bank Indonesia: Sejarah Bank Indonesia: Perbankan Periode 
1983-l 987, h. 4 UNIVERSITAS MEDAN AREA
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bantuan pembiayaan untuk rncndorong peningkatan ekonomi, terutama di daerah 

pedcsaan, disamping untuk modemisasi sistem keuangan pedcsaan. 

Upaya Pak.to 88 ini oerhasil menumbuhkan perbankan, bahkan sempat 

mengalami perkembangan yang mengkhawatirkan. Pinjaman luar negeri yang 

mercga!ir melalui sektor perbankan dan lembaga keuangaP.. non-bank cenderung 

terus n1eningkat untuk membia:,·ai sektor ekonomi yang bersifat konsumtif. 

Memasuki tahun 1990-an, BI mengeluarkan Faket Kebijakan Februari 

1991 (tanggal 28 Februari 1991) tentang penycmpurnaan pengawasan dan 

pembinaan bank, yang memulai penerapan rambu-rambu kehati-hatian yang 

mengacu pada star1dar perbankan intemasional yang antara laian meliputi 

ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum, pembentukar. 

penyisihan aktiva produktif. Pakfeb i 991 ini juga diharapkan bisa meningkatkar. 

praktek kehati-hatian bagi perliankan daiam pengelolaannya. 

Sebagai bagian dari kebijakan deregulasi yang tefo.h dijelaskan di atas, dan 

untuk memberikan landasan hukum yang kuat atas prinsip-prinsip deregulasi yang 

terkandung dalam paket-paket kebijakan yang telah dikelua.rkan s~jak tahun 1983, 

pemerintah menerbitkan UU. No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU 

Perbanka.n No. 7 tahun 1992 ini menggantikan UU. No. 14 tahun 1967. Sejak ltu 

terjadi perubahan dalam klasifikasi bank, yaitu bank umum dan BPR. UU 

Perbankan No. 7 tahun 1992 selain menetapkan berbagai ketentuan tentang 

kehati-hatian pengelolaan bank juga ketentuan pengenaan sanksi bagi pengurus 

bank yang melakukan tindakan sengaja yang merugikan bank, seperti tidak 
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mefo_kukan pencatatan dan pelaporan yang benar, seru. pernberian kredit fiktif 

<lengan ancaman hukuman pidana. 

3. Perkembangan Perbankan Tahon 1992 - 1998 

Terkait dengan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil, pada 

tanggal 30 Oktober 1992 ditcrbitkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 

tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan 

bahwa bank yang memilih kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasi! tidak 

boleh melakukan kegiatan sebaga1 bank konvensional, demikian pula sebaliknya, 

inilah salah satu yang membedakan perkembangan perbankan syariah pada tahun 

i992 dengan UU. No. 10. tahun 1998, karena pada tahun 1998 bank konvensional 

juga bisa melakukan usahanya berdasarka_11 prinsip syariah misalnya; Bank 

Mandiri (Bank Konvensional) juga mempuayai Bank Syariah yaitu Bank Syariah 

Mandiri. 

Kegiatan operasional bank berdasarkan pnns1p bagi hasil baik dalam 

penghimpuana11 dan penanaman dana maupun dalam pemberian jasa perbankan 

lainnya serta dalam hal resiko usaha pada dasamya sama dengan bank 

konvensional. Yang membedakan adalah bahwa imbalan semua transaksi 

perbankan tidak didasarka_q pada sistem bunga melainkan atas dasar prinsip jual 

beli sebagaimana digariskan dalam syariat (hukum) Islam. 

Pada era 1992-1993, perbankan nasional menghadapi persoalan yaitu 

meningkatnya kredit macet yang menimbulkan beban kerugian pada bank dan 

berdampak pada berkurangnya minat bank untuk menyalurkan kredit. Selain 
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kredit macet, yang menjadi keenggc:nan bank menyalurkan k1edit adalah karena 

ketatnya kct~:1twan dalam paket kcbijakan Februari l 991 ( !)akfebl991) yang 

dirasa mcrnbebani perbankan. Keengganan bank dalam menyalurkar. kredit ini di 

khawatirkan akan menghambat upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan 

ekonomi, untuk itu kemudian Jikc!uarkaniah PakMei 1993 yang melongearkan 

ketentuan kehati-hatian yang sebelumnya ditetapkan dan PakFcb 1991. 

PakMei 1993 temyata memberikan hasil pertumbuhan kredit perbankan 

dalam waktu yang sangat singkat dan melewati tingkat yang d3pat memberikan 

tekanan berat pada upaya pengendalian moneter. Kredit perbanlrnn dalam jurnlah 

besar mengalir c!eras ke berbagai sektor usaha. Keadaan ekonami mulai memanas 

dan inflasi meningkat. 

Pad~ era UU. No. 7 Tahun i992 Tentang Perbankan, telah mengalami 

peruhahan dibanding dengan UU. No. 14 tahun 1967. Hal iili dapat dilihat dari 

pasal 23 (ay::it 7) dinyatakar. Bank Umum memberi jaminan bank (bank garantie) 

dengan tanggu..11g~ii yang cukup dan pada pasal 24 (ayat 1) dinyatakan bahwa 

Bank Umum tidak memberi krcdit tanpa jaminan kcpada siapapun juga. 

Sementara itu apabila kita lihat pada UU. No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan p::isal 8, dinyata1<:an ba.liwa dalam memberikan kredit, Bank Umum 

wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk 

melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pada pasal ini tidak lagi 

disebut secara tegas tentang jaminan (tidak memberikan kredit tanpa jaminan 

kepada siapapun juga), tetapi hanya berdasarkan kepada keyakinan akan 

kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya. 
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Dalam penjclJsan pasal 8 UU. No. 7 To.hun 1992 dijelaskan kredit yang diberikan 
oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank hams 
memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mcngurangi resiko 
tersebut, jar11i nan pemberian kredit dala.m arti keyakinai1 atrrs kemampuan dan 
kesanggupan dcbitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjaajikan 
mempakan faktor penting yang hams diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh 
keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank hams melakukan penilaian 
yang seksama terhadap watak, kernampuan, modal, agunan dan prospek usaha 
dari debitur. M~ngingat bahwa agunan menjadi saiah satn ur.sm jaminan 
pemberian kredit maka apabila berdasarkan unsur-nnsur lain telah dapat diperoieh 
keyakinnn a~as kemampuan debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat 
hanya bernpa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengaa kredit yang 
bersangkutai1. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada huk:um adat yaitu 
tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk dan lain-lain yang sejenis 
dapat digunakan sebaga.i agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa. 
ha.rang yang tidak berkaitan langsung Jengan objek yang dibiayai, yang lazim 
dikenal dengan "agunan tambahan". 

Dari penjelasan pasal 8 UU. No. 7 Tahw1 i 992 tentang Perb3.nkan di atas 

dapat dilihat perubahan atau perbedaan antara uu. No. 14 Tahun 1967 tentang 

Pokok-Pokok Perbankan dengan UU. No. 7 Tahun 1992 tentar..g Perbankan 

terutama dalam ha! pemberianjaminan kredit. Pada UU. No. 7 tahun 1992 tentanp: 

Perbankan telah ada sedikit pelunakan dalam syarat pemberian kredit tidak lcr~i,i 

setegas UU. No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok I'erbankan. 

Pada tahW1 1996 Bank Indonesia berusaha menghirnbau bar.k urnuf( 

menahan laju ekspansi kreditrrya, dan mulai 1997 walaupun ekspmsi kredit mubi 

dapat ditahan, namun perkembangan usaha perbankan menjadi makin ~uii1 

dik:endalik:m. Untuk.iiu, BI bercnca.11a m~tuk melikuidasi tujuh barik yang ternyDl;i 

belum mendapat restu dari pemerintah. 

Perbankan Indonesia mengalami pukulan berat akibat krisis nilai tukar 

rnata uang yang melanda negara-negara di kawasan Asia, tennasuk dan terutama 

di Indonesia sejak pertengahan 1997. 
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Kepanikan nasabah bank iantaran nilai tukar rupiah terdepresiasi drastis 

terhadap valas dalam waktu yang begitu cepat, berakibat pada pena~-ikan rupiah di 

bank-ba..'lk secara besar-bcsaran (rush). Sebagian besar dana itu dipergunakan 

untuk berspekula5i valas, akibatnya rupiah semakin terdepresiasi lagi. Penarikan 

d(IIl<l nasabah bukan hanya dilakukan ualam bentuk uang tunai tetapi juga melalui 

kliring. Oleh karena itu baflyak bank yang saldo gironya di Bank Indonesia 

menjadi negatif.. 

Dalam Sidang Kabinet Terbatas tanggal 3 September 1997, Pemerintah 

memutuskan untuk membantu bank-bank yang masih memiliki harapan hidup, 

memerintahkan merger atau penjualan beberapa bank kepada bank-ba..'lk yang 

lebih mampu dan mencabut izin bank-bank yang sudah tidak memiliki harapan 

hidup. Bank-ba..'lk yang dianggap layak berlanjut dibantu dengan Bantuan 

Likuiditas Bank Indonesia. Kemudian 16 bank dinyatakan sebagai Bank Dalam 

Likuidasi (BDL), 4 bank dinyatakan sebagai Bank Take Over (BTO), 10 bank 

sebagai Bank Beku Operasi (BBO) dan 39 bank sebagai Bank Beku Kegiatan 

Usaha tertentu (BBKU). Selain itu, dalam upaya pemulihan perbankan, 

pemerintah melakukan penguatan modal (rekapitalisasi) terhadap 10 Bank 

Pembangunan. Daerah (BPD) dan 9 bank umum. 

Bank-bank yang mengalami masalah dibagi menjadi <lua kelompok, yaitu 

kelompok bank yang perlu di rekapitalisasi dan kelompok bank yang memerlukan 

pengawasan lebih intensif, perwalian, atau pengambilalihan bank. 

Menghadapi masalah perekonomian yang semakin meluas maka 

pemerintah meminta bantuan kepada Dana Moneter lntemasional (International 
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l 

I 
' Mar.cr.1ry Fund-I.':f(J . Kesepakatan antara pcmerintah dengan IMF bertalian 

dengan !paya rnengatasi krisis dan restrukturisasi perbankan tertuang dalam 

Memorandum On E<:.onomic and Financial fJaficies yang mencakup rencana 

aspek ckonomi yang menyduruh. 13 

Kesepakatan dcngan IMF mt yang JUga merupakan t.ahapan awal 

pelaksri aaan rcfonnasi ekonomi dan perbankan. Program reformasi ini juga telah 

menda1•at dukungan teknis dan keuangan dari Bank Dunia, Bank Pembangunan 

Asia din negara-negara sahabat !ainnya. Kesepakatan dengan IMF ini 

ditand:Jtangaru p~da awal November 1997. 

Namun upayri yang semula dima..1<:sudkan untuk memulihkan kepercayaan 

k:epad:i perbankan itu ternyata oleh masyarakat ditanggapi secara negatif. 

Ma y .1 1 akat melakukan penarikan dan pengalil1a11 dana secarn besar-besaran (bank 

run; , : .!hingga sejumlah bank meogalami mismut~h dan terus menga!ami saldo 

negal i I (saldo debet) pada gironya di Bank In I ncs·ia 

I 
Untuk memcegab terjadinya pembengkakan sa!do debet tersebut, pada 

akhir i ~ epen1ber 1997 dengan persetujuan Presiden Bank Indonesia (131 lewat 

surat iv1enteri Sekretaris Negara No. R-183/M. Sesneg/12/1997 tanggal 12 

Desen; ler 1997 mcnempuh kebijakan mengga..1t! saldo debet bank-bank yang 

memrt,nyai harapan schat dengan Surat Berl1arga Pasar Uang Khusus (SBPUK). 

Hal in i dilakukan agar pada akhir tahun 1997 tidak ada lagi bank yang terµaksa 

I 
ditutur dan dinyatakan bangkrut. 

13 Unit Khusus Museum Bank Indonesia: S'eiarah Bank Indonesia : Perbankan Periode 
1997-! • )9_ UNIVERSITAS MEDAN AREA
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4. Perkembangan Perbankan Tahun 1998 - 2(Ht8 

Mcmasuki Jam1ari 1998, dampak krisis terutama yang menyangkut sektor 

perbankan, temyata semakin meluas. Saldo debet bank-bank di BI krus berlanjut. 

Untuk mencegah kehancurnn sistem perbankan akibat krisis k~percayaan tersebut 

pemerintah menempuh prograin stabiiisasi dan reformasi menyeluruh. La!lgkah 

ini diambii juga untuk menjaga sistem pembayaran nasional dari kelumpuhan 

yaHg berakibat buruk pada seluruh kegiatan perekonomian da.n untuk 

mengembalikan kepercayaan masyarakat. Pada tanggal 15 Januari 1998, program 

stabilisasi yang mencakup restrukturisasi sektor keuangan dan sektor riil itu 

ditandahtngani pemerintah denga..'1 IMF dalam Loi. 

Program penjaminan tersebut diterapkan setelah melalui pengbji~n y<1ng 

pa..1jang oleh pemerintah dan konsultasi yang intensif dengan IMF. Dengan 

mengacu kepada komitmen dan kebijakan itu, pdaksanaan pembayaran 

penpmman terhadap nasabah/kreditur sebenamya mernpakan kewajiban 

pemerilltah. Narn.un, kurena adanya kendala kondisi keuangan pemerintah pada 

waktu itu, BI menyediakan da.na talangan terlebih dahulu. Pada gilirannya, scmua 

pengeluaran nknn ditagih 0leh Bank Indonesia kcpada pcmcrintah. Kebijakan 

pemerintah tersebut direalisasika.11 dalam berbagai bentuk fasilitas BI yang 

kemudian dikenal dengan isi.ilah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Penyediaan dana BLBI kepada bank-bank yang mengalami kesulitan 

likuiditas dalam keadaan darurat tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat 

(3) dan Penjelasan Umum Angka III hurufb Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 

tentang Bank Sentral. Di dalam undang-undang tersebut ditegaskan peran BI 
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scbagai lender of the last resort. Selain sebagai pelaksanaan fung~i itu, 

penyediaan BLBI juga dilakukan untuk melaksarrakan komitmen BI untuk 

membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan makro ekonomi nasional. 

Sesuai Persetujuan Bersama antara Gubemur BI dan Menteri Keuangan 

tanggal 6 Februari 1999, nilai BLBI yang disepakati (Jdalah Rp. 144, 5 triliun dan 

pemherian BLBI kepada PT. Bank Ekspor Impor Indonesia sebesar Rp. 20 triliun. 

Atas pemberian BLBI sejurnlah Rp. 144, 5 triliun tersebut, pemerintah 

menerbitkaa tuga surat uta11g yaitu Surat Uta11g No. SU-001/MK/1998 sebesar Rp. 

80 triliun, No. SU-003/MK/l 999 sebesar Rp. 64, 5 triliun, dan No. SU-

004/MK/l 999 sebesar Rp. 53, 8 triliun. 14 

Jadi penyediaan BLBI merupakan kons~kueGsi kebijakan pemerintah 

untuk: tidak lagi menutup bank, selain penjaminan terhadap pembayaran dana dan 

pihak ketiga dan kewajiban bank lainnya. Dasamya adaiah Keppres No. 24 Tahun 

1998, Keppres No. 26 Tahun 1998, dan Keppres No. 193 Tahun 1998. Langkah 

ini diambil, selain atas persetujuan presiden, juga bcrdasarkan kesepakatan yang 

sudah ditandatangani oleh pemerintah dengan IMF. 

Dalam rangka unmk menanggulangi krisis perbankan, selain usaha-usaha 

yang tdali dijelaskan di atas, pemerintah juga membentuk Badan Penyehatan 

Perbank.an Nasionai (BPPN) berdasarkan Keppres No27 Tahur~ 1998 tanggal 26 

Januari 1998. Tugas utama BPPN adalah melaksanakan program penjaminan 

pemerintah atas kewajiban bank-bank un1un1 sekaligus melakukan upaya-upaya 

14lbid, ha!. 3 UNIVERSITAS MEDAN AREA
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penyehatan perbankan, menydesaikan a.set berma<salah dan mengupayakan 

pengembalian uang negara yang telah tersalur pada sektcr perbankan. 

Sesuai dengai., UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, program 

penyehatan yang dilakukan olC;h BPPN adalah khusus terhadap bank-bank yang 

<litetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepad~ BPPN. Diluar itu, seluruh 

otoritas perbankan masih tetap berada di Bank Indonesia. 

Sebagai langkah awal terhadap pembenahan perbankan, pemerintah 

mengambil langkah-langkah pencegahan demi mengurangi dampak: terhadap 

perbankan. Salah satu la_ngkah yang diambil dengan membekukan kegiatan usaha 

da_r1 rnenga..'llbil aiih bank-bank yang diniiai penyebab dari terjadinya kerusakan 

sistem pcrbankan yang ada. Salah satt1 camnyu adnlah <lenguu membekukan 

kegiatan usaha dan mengambil alih bank-bank yang dinilai dapat menyebabkm1 

kerusakan sistem perbankan. 

Sehubungan dengan ha! di atas pemerii1tah rnenetapkan tujuh bank 

dibekukan kegiatan operasinya (BBO) dan tujuh bank lain.11ya diambil alih (BTO) 

pada tanggal 3 April 1998. Karena kondisi beberapa bank BTO tersebut semakin 

mcmburuk, awal Agustu.3 1998, tiga bank BTO dibekukan lagi kcgiatan 

operasrnya. 

Schmjutnya proses pemulihan kesehatan perbankan ini, pada tanggal 21 

Agustus 1998, pemerintah mengumumkan paket restrukturisa"i perbankan yang 

menyeluruh kepada semua hank. Paket ini terdiri atas dua bagian utama; 

I -
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1. Adalah kebijakan untuk menyiapkan pemulihan ekonomi dengar. 

membangun kembali perbank:an yang sehat melalui program rekapitalisasi 

dan penyempurnaan ketent uan dan peraturan perbankan. 

2. Kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan bank-bank 

melalui pcrcepatan restrukr• Lrisasi bank. 

Program rekapitalisasi perbankan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, 

yaitu: 

1. Pemeriksaan kondisi keuangan (due diligence) 

2. Pengelompokan bank menurut kondisi permodalan 

3. Peni1aian terhadap rencana kerj a (business plan) bank 

4. Penilaian kelayakan dan kesesuaian (fit and proper test) 

5. Penyetoran modal oleh pemilik/investor dan pemerintah 

Dal am pelaksanaan program perbaikan perbankan pemerintah 

mengikutsertakan peninjau dari independen dari IMF, Bank Dunia, dan ADB 

(Asian Devlopment Bank). Perkembangan dari hasil program ini diumumkan 

pemerintah pada tanggal 13 Maret 1999. Hasilnya 38 bank diputuskan untuk di 

BBKU, 7 bank di BTO, dan 9 bank swasta nasional, 12 BPD, dan semua bank 

BU?viN ikut dalam program rekapitaiisasi. Kcbijakan ini juga membawa dampak 

meningkatnya BLBI untuk menutup kewajiban pemerintah kepada 

nasabah/kreditur bank yang diBBKU. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 8/3/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Karolina Sitepu – Perkembangan Perbankan Syariah di Tinjau dari Hukum Bisnis….



56 

B. Perkembangan Perbankan Sy~r!:-~h 

1. UU. No. 7 Tahun 1992 

Scorang Intelektual muslim yang bemama Abdullah Saeed yaug juga 

menjabat sebagai ketua program studi MIALS (Melbourne Institute of Arabic and 

Islamic Studie,~) di Melbourne University Australia telah melakukan studi 

terhadap faktor-faktor yang mendukung pcrkembangan bank Islam15
• Studi yang 

dilakukan terhadap sejumlah bauk Isla.."TI dinegara-uegara muslim itu berhasil 

merumuskar1 beberapa hai penting yang mendukung lahimya bank Islam. 

Menurnt Abdullah S?..eed dalarn studinya mengatakan bahwa setidak-

tidaknya terdapat tiga faktor penting yang berpec.garu.li bagi kemuncul<!n bank 

Syariah, yaitu; 

l. Pengutukan bunga bank sebagai riba 

Sejak abad ke 19, bank yang berbasis bunga yang berkembang di negara-

negara muslim dalam masyarakat dimana bank beroperasi. Mereka 

menghindarinya atas alasan nasionalisme neo-keagamaan. Menyikap kenyataan 

itu dilakukanlah beberapa terobosan diantaranya menyuarakan secara tegas 

pengharaman bunga bank dari sudut pandang morai keagamaan. Dan karena itu, 

mereka menghimbau umat islam untuk beranjak dari sistem ribawi menuju sistem 

ekonomi yang sesuai dengan kerangka ajaran islam, Qur'an dan Sunnah Nabi. 

2. Kekayaan minyak di negara-negara teluk. 

Tidak bisa dipungkiri negara-negara teluk yang mayoritas muslim sangat 

berkaitan erat dengan faktor minyak, dan tidak bisa dipungkiri bahwa pendapatan 

15Muhammad, Bank Syari 'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia, Graha 
flmu, hal. 75 . 

I .. 
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minyak di negara-negara Arab ini juga sebagai penentu dalam perkembangan 

bank Islam. Bahkan hampir semua bank Islam didirikan di Timm Tengah pada 

tahun 1970 an berkaitan erat dengan hasil kekayaan minyak. 

3. Adopsi penafsiran tradisional tentang riba 

Faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap perkembangan bank Islam adalah 

penafsiran bunga bank sebagai :riba. Pandangan tentang bunga bank sebagai riba 

telah banyak dikaji dan hasiinya menunjukkan bahwa pengharaman bunga bank 

bukan hanya menjadi tradisi dalam Islam, tetapijuga agama-agama besar lainnya. 

Dalam konteks masyarakat Islam, penafsiran bunga bank sebagai riba telah 

mernperlihatkan pengaruh yang sangat luas yang ditandai dengan keberadaan 

lembaga keuanga Islam. Artinya pengharaman bunga bank telah dijadikan sebagai 

mjukan bagi kebanyakan negara-negara yang mendirikan bank Islam. 

Disamping komitmen pelarangan bunga juga diikuti dengan komitmen dad 

para pemimpii1 negara-negara Isla..-n. Para pe!nimpin ini ha..-us menjadi pioner dan 

partisipan utama, sebagai pemegang s~ham. Fartisipasi pemerintah sebagai 

pemegang saham ini dapat dilihat dalam beberapa bank Isia..Ti, misalnya Kuwait 

Finance House (KFH) 40 persen sahamnya dikuasai oieh pemerintah Kuwait. 

Keberadaan bank Syaria.li secara hukum positif dimungkinkan pertama 

kali melalui pasal 6 huruf (m) lJU. No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 

Meskipun pasal ini tidak menyebutkan secara langsung tentang sistematika 

perbankan syariah, namun menyatakan bahwa "menyediakan pembiayaan bagi 

nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 
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dalam Peraturan PP-merintah". Sebagaimana diketahui bahwa prir1sip bagi hasil 

tersebut hanya ada pada sistem perbankan syariah. 

Seiain UU . No. 7 Tahun 1992, didalam pasal 5 ayat (3) PP. No. 70 Tahu.11 

1992 dikatakan juga tentang bank umum di sebutkan "bank umum yang 

beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil" dan di pertjelasannya disebut "Bank 

berdasarkan prinsip bagi basil". Begitu pula pasal 6 ayat (2) PP. No. 71 Tahun 

1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip bagi hasil" yang d&lam penjelasannya disebut "Bank 

Perkreditan Rakyat yang berdasarkan bagi hasil" 

Dari penjelasan pasal I ayat (l) PP. No. 72 tahun 1992 tentang I3ank 

Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan prinsip 

bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan Syari'at Islam dalam melakukan 

kegiatan usaha baL"J<.. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa mela!ui PP. No. 72 Ta.hun 1992, 

dijelaskan bahwa peluang melaku_kan usaha yang berdasarkan prinsip syari'at 

Islam khususnya perbankan mulai dibenarkan, namun masih terdapat pembatasan-

pembatasan sebagai berikut ; 

1. Larangan mdakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip hagi 

hasii (maksudnya kegiatan usaha berdasarkan perhitungan. bm1ga) bagi 

Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya 

semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. 

2. Kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan I .. 
pengawasan atas produk perbankan baik dana maupun pembiayaan agar 
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berjalan scsuai dengan prinsip Syari ' at , dimana pemb~ntukannya 

dilakukan o!eb bank berdasarkan hasil konsulta~i dengan Majclis Ulama 

Indonesia (MUl). 

Pada saat berl(lkt:nya UU. No. 7 Tahun 1992, selain PP No. 72 Tahun 1992~ 

belum pernah ada peratma11 at.au perumlal!gau yang berkaium <lengan Bank 

Syariah. Dengan demikian dapat dikatakan pada era tahun 1992, perbankan 

syaria..1. belwn begitu banyak mendapatkan dukungan, hal ini karena Bank Syariah 

masih tergolong barn sehingga belum banyak dikenal oleh masyarakat, juga 

seperti yang dikatakan sebelumnya di atas, belum banyaknya peraturan-peraturan 

yang mendukung Perbankan Syariah itu sendiri . 

Pada rancanga..1 undang-undang baik di zaman orde larna maupun orde ba..-u 

tidak dikenal kata "syariat". Kata "syariat" barn muncul ketika rancangan undang

tmdang perbankan diusulkan menjadi undang-undang di zaman akhir Orde Baru 

d(:l.n zaman awal reformasi, hal ini dilakukan karena mengingat penduduk 

Indonesia ya..11g mayoritas muslim sehingga dirasa perlu suatu perangkat hukwn 

ya11g ~rkaitan dengan persoalan hukun1 perbankan dan produk:-produknya yang 

tidak bcrtentangan dengan ajaran syariah Islam. 

Hukum perbankai1 yang menggunakan prinsip-prinsip syariah baru hadfr 

pa<la lahun 1992 di Indonesia yaitu bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat 

st>jak berdirinya tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 adalah satu-satunya bank 

dalam dunia perbankan yang mengggunakan prinsip syariah ditambah 78 BPR 

Syariah di Indonesia. 
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Dik.atakan Perbankan Syaria...11 pada era UU. No. 7 Tahun 1992 belum 

mendapat tempat di hati masyarakat, hal ini dapat dilihat antara lain dari tidak 

seimbangnya antara jumlah dana yang terkumpui dari masya.rakat dibanciingko.n 

dengan penyalurannya ke masyarakat yang masih sangat terbatas, ini dikarenakan 
c 

belum adanya insl:rumcn investasi yang berdasarkan prinsip syari~h yang diatur 

secara pasti, baik itu di Bank Tndonesi;J, Pemerintah atau antar-bank. 

Perkembangan lain yang berkaita..'1 dengan Perbankan Syariah pada saat 

berlakunya UU Perbankan No. 7 tahun 1992 adalah berdirinya Badan Arbitrase 

Muamalat Indonesia (RAMUI). ,. 

BAMUJ ini sendiri secara resmi didirikan tanggal 21 Oktober 1993 di 

prakarsai o!eh Majelis Ulama Indonesia dengan tujua..1 menyelesaikan terjadinya 

sengketa Syariah dalam hubunga...'1 perdagangan, industri, keuang~ jasa dan lain-

lain di kalangan umat Islam di Indonesia. 

Dengan demikian BAMUI dapat menjadi salah satu pilihari <lalam 

menyelesaikan sengketa bagi para pihak, terutama sengketa yang terjadi dalam 

pelaksanaan transaksi atau perjanjian. 

Meskipun pada era berlakunya UU. No. 7 Tahun 1992 perkembangan 

perbankan syariah masih sangat terbatas, namun pada era ini menjadi salal1 satu 

tonggak sejarah yang sangat penting khususnya dalam kehidupan umat muslim 

yang merupakan kelompok mayoritas di Indonesia, hal iPi senada dengan makalah 

dari Prof. DR. Mariam Darns, S. H yang berjudul "Peranan BAMUI Dalam 

Pembangunan Hukum Nasional", beliau menyatakan sebagai berikut: ! , 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 8/3/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Karolina Sitepu – Perkembangan Perbankan Syariah di Tinjau dari Hukum Bisnis….



61 

"Undang-Undang Perbarikan No. 7 Tahun 1992 membawa era baru dalam 
sejarah perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Undang-Undang tersebut 
memperkenalkan "sistem bagi hasil" yang tidak dikenal dalam Undang
Undang tentang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967. Dengan adanya sistem 
bagi hasil itu maka perbankan dapat melepaskan diri dari usaha-usaha yang 
mempergunakan sistem "bunga" . 

. . . Jika selama ini peranan Hukum Islam di Indonesia terbatas hanya pada 
bidang hukll n kelmHgn, i lap·i sejak tahun 1992, pern.nan Hnkum Islam sudah 
memasuki dunia hukurn ekonomi (bisnis)' 16 

Pada rancaI1gan undang-undang baik di zaman orde lama maupun orde 

baru tidak dikenal kata "syariat". Kata "syariat" baru muncul ketika rancangan 

undang-undang perbankan diusu!kan menjadi undang-undang di zaman akhir 

\)rde Barn dan za.Jla!l awal reformasi, hal ini Jilakukan karena mengingat 

peududuk Indonesia yang mayoritas muslim sehi.t""'lgg<t dirasa perlu suatu perangkat 

hukum yang berkaitan dt::ngan persoalan hukum perbankan dan produk-produknya 

yang tidak bertentangan dengan ajara_n syaria_h Islam. 

Huk.-um perbankan yang rnenggunakan prinsip-prinsip syariah barn hadir 

pada tahun 1992 di Indonesia yaitu bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat 

sejak berdirinya tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 adalah satu-satunya bank 

dalam dunia perbankan yang rnengggunakan prinsip syariah ditambah 78 BPR 

Syariah di Indonesia. 

2. UU. No. 10 Tahon 1998 

Krisis moneter yang terjadi tahun 1997 membuat bank-bank konvensional 

di likuidasi kecuali perbankan yang menggunakan prinsip syariah, hal ini 

16 Prof, DR. Mariam Darus, S. H, Makalah "Peranan BAMUI Dalam Pembangunan 
Hukum Nasional" UNIVERSITAS MEDAN AREA
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discbabkan karena bank syariah tidak di bebani oleh nasabah untulc membayar 

bunga simpanannya, melainkan bank syariah har.ya mcn::bayar bagi hasil yai~~ 

j um I a:rnya sesuai dengan ti ngkat keuntungan yang diperoleh dalam sistem 

pengelolaan perbankan syariah. Sedangkan bank-bank konvensional, agar bisa 

selarnai dari krisis moneter pada waktu itu karena mendapat bantuan pemerintah 

bcrupa Bantu3.!1 Likuidasi Bnnk Indonesia (BLB!) 3cbanyak 700~an triliun rupiah 

yang sampai hari ini masih bermasalah, andai tidak ada BLBI ini semua bank 

konvensional ak:an gulung tikar karena likuidasi. 

Pada masa ¥.risis moneter berlangsung diakhir tahun 1990, hampir seluruh 

bank melakulcan kebijakan uang ketat. Kucuran kredit dihentikun sebagai akibat 

dari kondisi perekonomian yang tidak kondusif, yaitu suku bunga yang tinggi dan 

ini sangClt memberatkan nasabah untuk membayar bunganya. Hal i..-ll berbeda 

dengan perbankan yang menggunakan pnns1p syariah yang mlllah 

mengekstensifkan kucuran pembiayaannya, kepa<la pengusaha kecil maupun 

menengah. Hal iri dapat dilihat dari penyalura11 pembiayaan sebesar Rp. 392 

milyar oleh Bank Muamalat. Sampai akhir tahun 1999 ketika krisis masih 

hcrlrmesune, R<1nk Muamalal: licrani mcningkatkan pembiayaa1mya mencapai Rv. 

527 milyar, dengan iingakat kemacetan 0%. Dengan melihat perkembangan banlc 

syariah dalam hal ini bank muamalat, Dewan perwakilan Rakyat mengeluarkan 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. llndang-Undang tersebut 

mengatur dcngan rinci landasan hukmn, serta jenis-jenis usaha yang dapat 

dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang ini 

,, 

!. 
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membcrik:m arahan bagi bank-bank konvensional untuk melakukan. konversi 

secara total ke sistem syariah. 

Hal ini disambut baik olch kalangan perbankan konvensional. Beberapa 

bank yang di konversi dan membuka cabang syariah antara lain Bank Syariah 

Mandiri, Bank IFI Syariah, Bank BTN Syariah, BRI Syariah, Bank BNI Syariah, 

Bank Ni~ga Syariah, Bank Bikopin Syariah dan lain-lain. Kini teiah berkemba_Tlg 

19 Bank Syariah, 25 asuransi Syariah, Pasar Modal Syariali. Oleh karena itu kalau 

pada masa sebelum kehadira..'l lcmbaga-lembaga keuangan syariah, umat Islam 

secara darurat berhubungan dengan lembaga keuangan yang menggunakan sistem 

bunga, tetapi sekarang telah hadir lembaga keuangan syariah, sehingga umat 

Islam dapat bertransaksi di lembaga keuangan syariah dengan rasa nyaman dan 

tenang. 

Menurut UU. No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU. No. 7 tahun 1992 

tentang Perbankan, disebutkan bahwa bank Syariah adalah bank umum yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatanya 

men1berikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. dalam menjalankan aktivitasnya, 

Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut; 

1. Prinsip Keadilan 

Dengan sistem operasional yang berdasarkan profit and loss-sharing 

system, bank Isbm memiliki kekuatan tersendiri yang berbeda dari sistem 

konvensional. Perbedaan ini nampak jelas karena dalam sistem bagi hasil 

terkandung dimensi keadilan dan pemeraiaan. Sistem bagi hasil (profi and loss 

sharing) merupakan strategi diferensiasi yang menjadi kekuatan tersendiri bagi 
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lembaga yang bersangkutan untt:k memenan.gkan persaingan yang kompetitif. 

Berbcda den.gan bank konvensional yang memakai sistem bunga, memandang dan 

memberlakukan bahwa kekayaan yang dimiliki peminjam menjadi ja.wnan atas 

pinjamannya. Apabila terjadi kerugian pada proyek yang didanai, maka kekayaan 

peminjam modai akan disita menjadi hak milik pemodal (bank) St:mentara dalam 

bank Islam kelayakan usaha atau proyek yang akan didanai itu meilljadi 

jaminannya, sehingga keuntung~ri dan kerugian ditanggung bersama. 

2. Prinsip K.esederajatan 

Bank syariah rnenempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah penggu..11a 

dana, maurun hank pada kedudukan yang sama cian sederajat. Hal ini dapat dilihr.t 

dari hak, kewaj iban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah 

penyimpan dana, nasabah perrgguna dana, maupun bank. Dengan sistem hagi hasil 

yang diterapkannya, bank syariah mensyaratkan adanya kemitraan nasabah 1rJUs 

sharing the profit and the risk secara bersama-sama. 

Fada tahun 1998 keberadaan Perbank.an Syariah mu1ai iebih dia· ' i 

keberadaannya diba.-1ding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat ter:ihat 

dari dikeluarkannya UU. No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

Pada Und&ng-Undang. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 

membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang 

melaksanakan kegia~ri usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha herdasarkan prinsip syariah. .. 
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Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 pasal 1 UU. Na. 10 Tahun 1998 
memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian 
berdasarkan ajara.11 hukum Islam antara Bank dan pihak lain Llnt:.ik penyimpanan 
dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan 
sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 
(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), 
atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa mumi tanpa pilihan 
(ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang 
disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). 

Dalam UU. No. 10 Tahun 1998 ini dijehi.skan pada angka 3 jo. angka 13 

pasal 1 bahwa diberikannya istilah Bank Syariah atau Bank berdasarkan prinsip 

syariah. Pad.a tanggal 12 Mei 1999, Direksi Bank Indonesia mengeluarkan tiga 

buah Surat Keputusan sebagai pengaturan lebih lanjut Bank Syariah sebagaimana 

ldah dikukuhkan melalui Undang~Undang No. 10 Tahun 1998, yaitu ; 

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEPiDIR tentang Bank 

Umum, mengenai perubahan kegiatan usaha dan pembukaan kantor cabang 

Syarial1. 

2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank 

Umum oerdasaarkan prinsip Syariah. 

3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/Y...EP/DIR tentang 3ank 

Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syari<Jh. 

Dengan adanya Undang-Undang No. 10 tah.un 1998, perbankan syariah di 

Indonesia mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, 

menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank 

umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang melaksanakan 

operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah. Jika pada tahun 1992-1998 

hanya ada satu bank syariah, maka pada Maret 2007 (berdasarkan data Statistik 
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Perbankan Syari3h yang dipublikasikarr oleh B2nk Indonesia) jum!ah bank syariah 

telah mencapai 24 l1nit yang terdiri atas 3 Bank Umum Syariah dan 21 Unit Usaha 

Syai-iah_ Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah 

mencapai 105 unit pada periode yang sama. 

Sejalan dcngan bertambahnya jaringan kanior bank, industri perbankan 

syariah mampu mcningkatkan pangsa total aset perbankan syariah dalam iudusiri 

perbankan nasional dari 1,26% pada akhir tahun 2004 mt:njadi 1,42% pada akhir 

2005 scbelumnya. Akan tetapi, terdapat penun.man pada rasio keuntungan 

terhadap aset yang dihlola, dari 1,41% (2004) menjadi 1,35% (2005) yang 

disebabkan oleh kebijakan bank dalam meningkatkan kehati-natian g•ma 

meugantisipa:,;i pt:nir1gka!a11 risiku µt:mbiayaan sejalan dengan kurang 

kondusifaya iklim usaha. Selanjutnya untuk mengantisipasi permintaan 

pembiayaan yang masih cukup tinggi di ten8ah kondisi ekonomi yang kurang 

kondusif, dalam rangka mempertahank<ln kondisi pennodalan ya!lg sehat, maka 

perbankan syariah berupaya meningkatkan jumlah rnodalnya. Dalan1 tahun 2005, 

tercatat modal bank umum syariah mengal~.mi peningkatan Rp 0,22 triliun 

sehingga rasio kecukupan modal bank umum syariah pada akhir 2005 sebesar 

12,9% aiau masih tergolong sehat. 

Berdasarkan Laporan Pcrkcmbangan Perbankan Syariah - Bank Indonesia, 

tahun 2005 merupakan tahm1 yang penuh tantangan bagi industri perbankan 

syariah nasional, khnsusnya berkaitai1 dengan kondisi makro ekonomi yang 

ditandai oleh tingkat suku hunga dan inflasi yang relatif tinr;e;i. Nflmnn, brena 

optimisme yang tinggi dari para pemangku kepentingan (stakeholders) perbankan 
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syariah, maka pertumbuhan volume usaha perbankan syariah mampu mencapai 

angka 36,4%. Dan pelaksanaan fungsi intermediasi bank syariah masih baik 

dengan posisi financing to deposit ratio (FDR) sebesar 97,8% dengan tingkat 

pembiayaan bermasalah (NPF-Gross) di bawah 3%. Secara kualitatif, pada tahun 

2005 juga teiah terjadi kecenderungan peni11gkatm pembiayaan berbasis bagi 

hasil, yaitu sebesar 33% dibar1dingkan tahun 2004 (29%). 

Pada tahun 2006, secara umum kondisi industri perbankan nasional masih 

relatif baik. Industri perbankan secara urnum rnemiliki kualitas aset dan tingkat 

keuntungan yang cukup baik. Pcncapaian LDR lebih mendorong perbankan untuk 

meningkatkan ekspansi penyaluran dana, meskipun dengan tetap rnemperhatibn 

prinsip kehati-hatian, terutama ditunjang dengan pent:rapan manajemen risiko 

bank yang lebih baik. Hal-hal yang memberi pengaruh negatifterhadap perbankan 

nasional secara umum adalah kondisi ekstemal seperti ketidakpastian harga 

minyak dunia yang dapat memberikan dampak cukup signifikan terhadap kondisi 

perekonomian nasional. Harga minyak yang tinggi secara langsung memberikan 

tekanan fiskal yang cukup berat dan secara tidak langsung berpengaruh pada 

keseimbangan neraca pembayaran negara-negara secara intema.;;ional yang 

kemudian menyebabkan tekanan pada stabilitas rilai tukar dan pada akhirnya 

berpengaruh pada penentuan BI rate sebagai upaya stabilisasi nilai tukar. 

Perkembangan asset perbankan syariah pada kurun waktu tahun 2000-

2007 mempunyai kecenderungan yang terus meningkat hingga Maret 2007. 

Pangsa perbankan syariah terhadap total bank untuk asset mencapai 1,56 %, 

penghimpunan dana sebesar 1, 3 % dan pembiayaan mencapai 2,66 %. 
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Tabel 1. Perkembangan dan Pertumbuhan Asset Perbankan Syariah Di 

I r.donesia Tahun 2000 - 2007 

·-
Tahun J umJab Asset (juta Rupiah) Pertumbuhar. ('Yu) 

. 
- Juni - - -- Desember ~· Juni - · Desember ., 

- ·---2000 - 1. 790. lh8 - -

2001 2.263.610 2. 718. 770 - 51 , 87 

!2002 3.312.207 4.045.235 46,32 48, 79 

I 

i 2003 5. 373. 910 

' 

7.858.918 62,25 94, 281 

-
I 2004 11. 023. 317 15.325.997 105, 13 95, 01 

2005 1 ?. 743. 050 I 20.879.849 60,96 36,24 

' 
2006 22. 700.820 25. 488. 34-9* 27,94 22,07 

I 

2007 28.447.352** Na 25,31 Na 

Sumber: Ba."lk Indonesia, Statistik Perbankan Syariah dalam www. bi. go. id. 

Keterangan: * November 2006 

* * Maret 2007 

Tabel 2 menunjukkan perkembangan dana pihak ketiga (DPK) perbankan 

syariah pada taboo 2000 - 2007. Jumlah nominal DPK dari waktu ke waktu 

menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Misal, DPK pada Juni 

2001 sebesar Rp 1, 4 triliun dan Maret 2007 sudah mencapai Rp 21, 9 triliun. Hal 

ini merupakan indikasi yang cukup baik bagi perbankan syariah Wltuk terus 

melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada rnasyarakat akan manfaat yang 

diperoleh dari jasa perbankan. 
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Tabel 2. Perkembanp!n dan Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2000 - 2007 

Tahon Juptlah DrK (juta rupia.h) ,, P ertu mboban· (0/o) 
.. ~ffi. ' . . - - --- - __ .,..;:.__ 

.-::. -~.funi Desember Jani Dcse~ber -
2000 1. 028. 923 - -

2001 1. 435. 948 1. 806.366 - 75,56 

-
2002 2.245.957 2.917. 726 56,41 61,52 

2003 3. 781. 359 5. 742.909 68,36 96,83 

I 2004 8.315.850 11. 862. 117 119, 92 106,55 
1. 

2005 13.357.524 15.582.329 60,63 31,36 

2006 16.432. 728 19. 347. 154* 23,02 24, 16 

2007 21. 882. 933** Na 33, 17 Na 

Perkembangan pendanaan/pembiayaan perbankan syariah yang berasal 

dari dana pihak ketiga pada tai~un 2000 - 2007 dapat diiihat pada Tabel 3. Pada 

sisi pembiayaan dari Desember 2000 hingga Maret 2007 dapat dilihat bahwa 

pembiayaan didominasi oleh pembiayaan berprinsip jual beli yaitu pembiayaan 

yang cendciung digunakan oleh nasabah peminjam untuk tujua.n konsumtif, 

walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga yang dimanfaatkan untuk tujuan 

usaha produktif. 
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Tabel .' Nilai dan Pertumhuhan Pe mbiay ii ~rn Perbankan Syariah 
dengan Prins~p Bagi Hasil dan Jual Be!i Tahun 2000 - 2007 

- -
Tahon I Jl:>g. i ll11sil (jut:l rupiah) Pertumbulian (%) Jual Beli (juta rupiah) Pertumb:ihan (%) 

r Ju!li Desember Juni Desember Joni I Desember Juni Desember I 

2000 - 410. 343 - - - 850. 304 - -
2001 480. 512 456.216 - 11. 18 I. 255. 390 I 588. 721 - 86.84 

2002 470.670 558. 872 - 2. 05 22. 50 2. 088. 417 2. 544. 993 66.36 60. 19 

2003 673 . 590 I. lOO. 241 43. 11 %. 87 3.240. 292 4. 251. 775 55. 16 67.06 

2004 2. 403. 3. 231. 939 256. i93. 75 5. 725. 419 7. 953. 261 76.69 87.06 

690 85 

2005 4 . 532. 5. 022. 148 

I 
88. 56 55. 39 9. 457.487 9. 768. 994 65. 18 22. 83 

186 

112. 071 . I I -
2006 5. 659. 7. 293.885 24. 88 I 45. 23 

I 

13.203. 974 ?..7. 64 35. 16 

970 692 

~-

1-
2()07 6 500. Na- Na 13. 112. i'!a 

709 340 

3. UU. No. 21Tahon2008 

Pengesa.1-ian Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah telah memberikan dukungan yang semakin kuat pada aspek hukum. 

Undang-Undang tersebut baik langsu..'1g maupun tidak l:mgsung telah menjadi 

pedoman dalam pengemba..>igan perbankan syariah nasional pada masa yang akau 

datang dan diharapkan pula undang-undang ini menjadi milestone pengembangan 

industri perbankan syariah di tanah air. 

Kebija..1<.an yang mendukung terpeliharanya kepatuhan pada prinsip syariah 

dalam opern.sinya perbankan, semakin mendapat dukungan dengan disahkannya 

UU . No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang tersebut 
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mengc.rnanahkan terbentuknya Komite Perbankan Syariah (KPS) ya..'lg bertugas 

membantu BI dalam mengimplementasikan fatwa MUI mcnjadi ketentuan yang 

l. akan di<:uangka..11 kc dalam Pecatur.:in Bank Indonesia . 
• 

Selain itu dalam rangka melengkapi panduan penerapan akad keuangan 

syariah di dalam operasionai perbankan, ta1mn 2008 telah diiakukan penyusunan 

Kajian Akad lnstrurnen Moneter Berbasis Syariah yang diharapkan mampu 

menjadi pedoman dala..'11 perumusan kebijakan moneter berdasarkan prinsip 

syariah dimana perbankan secara dominan ikut terlibat sebagai pelaku pasar. 

Dalam kerangka pengembangan efisiensi operasi dan daya saing 

perbankan syariah, kebijakan Rank Indonesia difokuskan pada upaya untuk lebih 

t memberikan ruang gcrak kepada perbankan didalam menyediakan produk dan 

jasa keuangan perbankan syariah dan sekaligus meningkatkan akses masyarakat 

pada produk dan jasa perbankan syariah. 

Inisiatif strategis lainnya adalah melakukan kajian manajemen resiko yang 

meliputi struktur, instrumen, institusi, mekasnisme dan akad. Kajian ini 

merupakan langkah awal didalam menciptakan sistem keuangan syariah yang 

efisien untuk mendorong penciptaan instrumen keuangan syariah secara luas oleh 

pemerfatah dan swasta dalan1 skala nasional maupun global. Berkaitan dengan hal 

ini Bank Indonesia telah mengeluarkan PBl No. 10/36/PBU2008 tmggal 10 

Desember 2008 tentang Operasi Moneter Syariah yang secara garis besar 

memperkenankan bank syariah memperjual-belikan surat berharga diantaranya 

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). PBI ini merupakan respon terhadap 
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pengesahan Undang -Unda..Tlg No. 19 tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang 

SBSN 17
. 

Disamping itu dalam rar1gka meningkatkau daya samg industri, 

pengembangan perbankan syariah mulai tahun 2008 dilakukan promosi dan 

program-program cdukasi publik yang mengedepankan aspek-aspek kemanfaata 

dan keunikan perbankan syariah, baik produknya maupun implikasi bagi 

perekonomian dan sosial kemasyarakatan. 

Visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah dengan prioritas 

yang jeias untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun 

waktu 10 tahun ke depan, yaitu antara lain dengan pencapaian pangsa pas:u

perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah 

dalam aktivitas keuanga..1 nasional, regional dan intemasior.al, dalam kondisi 

mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainaya. 

Dabm jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkar. pada 

pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, 

perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan 

tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional. 

Pada akhirnya, sistem perhankan syariah yang in gin di wujudkan adafah 

perbankan syariah yang modem, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh 

masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang 

menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah ya:o.g 

dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang 
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dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatibn kondisi scsio

kultural di dala.m mana bangsa ini menuliskan perjalanru.1 sejarahnya. Hanya 

dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah ak:an 

senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian 

dari solusi atas berbagai permasalahan negeri. Grand Strategy Pengembangan 

Pasar Perbankan Syariah sebagai langkah konkrit upaya pengembangan 

perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah 

Grand Strategi Pcngembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi 

komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: 

Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemub. di ASEAN, 

pembentukan citra baru perbankan syariah nac;;ional yang bersifat inklusif dan 

universal, pemetaan pasar secara lebih ak:urat, pengembanga.1 produk yang lebih 

beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang mernposisikan 

perbankan syariah lebih dari sekedar bank. 

Selanjutnya berbagai program kvnkrit telah dan akan dilakukan sebagai 

tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan 

syariah, antarn lain adalah sebagai berikut: 

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I 

tahun 2008 membangun pemahaman perbankan sya.iiah sebagai Beyond Banking, 

dengan pencapaian target asset sebesar Rp. 50 triliun dan pertumbuhan industri 

sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai 

perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset 

sebesar Rp. 87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase Ill tahun 2010 
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menjadikan perba11"Kan syariah Indonesia s~bagai perbankan syariah tcrkemuka di 

ASEAN, deng::i.n pencapaian target asset sebcsar Rp. 124 triiiun dan p~rtumbuhan 

industri sebesar 81 %. 

Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek 

positioning, differentimion, clan branding. Positioning baru bank syariah sebagai 

perbankan yang saling menguntungkan kcdua belah pihak, aspek diferensiasi 

dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, 

transpar<ms, kompetcn dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang 

selalu up-date dan U'>er friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang 

memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah "bank syariah iebih dari sekedar 

bank atau beyond banking". 

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap p0tensi pasar 

perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa hank syariah 

sebagai layanan universal atau batik bagi semua lapisan masyarakat dan semua 

segmcn sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah. 

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk 

yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling 

menguntungkan) dan dukunganjaringan kantor yang luas dan penggunaan standar 

nama produk yang mudah dipa.i.iami. 

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang 

kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan 

)' ., dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank 
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syariah kepada nasabah secara benar dan je!as, dengan tetap memenuhi pnns1p 

syariah; dan 

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien 

melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media 

cetak, elektronik; online/web-site ), yang bertuj uan umuk memb~rikan pemahaman 

tentang kemhl" .. .faalan produk serta jac;a perbankan syariah yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Undang undang No. 21 tahun 2008 yang disahka.'1 pada tanggal 16 Juli 

2008 mcmiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk: dicermati. 

Ketentuan umum dimaksud (Pasal 1) adalah merupakan sesuatu yang haru dan 

akan memberikan implikasi tertentu, meliputi: 

1. Istilah Bank Pcrkredium Rak-yat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan 

antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 

2. Definisi Prinsip Syariah. Dalam definisi dimaksud memiliki dua pesan 

penting yaitu (1) prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan (2) 

penetapan pih::ik/lernbaga yang berwenang mengeluarka.'l fatwa yang 

menjadi dasar prinsip syariah. 

3, Penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti 

halnya al(untan publik, konsultan dan penilai. 

4. Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi 

yang ada dalam UU sebelurnnya tentang perbankan (UU No. I 0 tahun 

1998). 
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Da lam definisi terbaru, pembiayaan dapat beru pa transaksi bagi hasil, traasaksi 

scwa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjmn meminjam dan transaksi sewa 

menyewa jasa (multijasa). 

Asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adaJah pnns1p syariah, 

demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan berasaskan 

prinsip syariah adalah kegiata.11 usaha yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, 

objek hara..'11 dan menimbulkan kezaliman. Sedangkan yangdimaksud dengan 

berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yangmengandung nilai 

keadilan, kebersat-nlli!n, pemerataan dan kemanfaata.'1. Tujuan dari perbankan 

syaria..li adalah menunjang pelaksanaan pembangunannasional (Pasal 2 da..r1 Pasal 

3). 

Fungsi dari pcrbankan syariah, selain melakukru1 fungsi penghimpunru1 

dan penyaluran dana masya rakat, juga melakukan fungsi sosial yaitu ; 

( 1) dalam bentuk lembaga baitul maal y<lng menerima dana zakat, infak, 

sedekah, hibahdan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat, 

dan 

(2)dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang 

menerima wakafuanp; chm menyalurkannya ke penp;eiol~ (n~zhir) yimp; 

ditunjuk (Pasal 4). Ikhtisar Undang -Undang No. 21 Tahun 2008 Tentaqg 

Perbankan Syariah. 

Pihak - pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau 

UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau 

Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Indonesia. Dalam rangka memperoleh izin 
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usaha dimaksud Bank Syariah harus memenuhi persyc.ratm sekurang-kurc.ngnya 

tentaug susunan organisasi dan kepengurusan; permoda.lan; kepemilikan;keahlian 

di bidang Perbankan Syariah; dan kelayakan usaha. Sedangkan Bank Umum 

Konvensional yang akan melakukan kegiatan u:::aha berdasarkan Prinsip Syariah 

wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dt::ngc.n izin Bank Indonesia (Pasal 5). 

Bank Syariah yang teiah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya UU No. 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, wajib mencantumk:an dengan jelas 

kata "syariah" setelah kata "bank" atau nama bank . Sedangkan UUS yang telah 

mendapatkan izin usaha setelah berlakunya UTJ No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah ini, wajib mencantumkan dengan jelas frase"Unit Usaha 

Syari.ah" setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan (Pasal 5). Selain 

mendirikan Bank Syariah ata~ UUS baru, pihak-pihak yang ingin melakukan 

kegiatan usaha perba__nkan syariah dapat melakukan pengubaha.."1 (konversi) bunk 

konvensional menjadi Bank syar!ah. Pengubahan dari Bank Syariah menjadi hank 

konvensional mempakan hal yang dilarang dalam UU ini (Pasal 5). Disa.rnping 

itu, pendirian Bank Umum Syariah baru dapat dilakukan dengan cara pemisahan 

(spin off) UUS dari induknya yang dilakukan secara sukarela (Pasal 16) atau 

dilakuka.1 dalam rangka memenuhi kewajiban (Pasal 68). Bank Syariah atau lJUS 

dapat membuka kai-i.tor cabang dan /atau ka.1tor di bawah kantor cabang. 

Pembukaa:n kantor cabang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari 

Bank Indonesia. Sedangkan pembukaan kantor di bawah kantor cabang cukup 
I 

dilaporkan kepada Bank Indonesia dan dapat segera beroperasi setelah meudapat f: 

surat penegasan dari Bank Indonesia (Pasal 6). 
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Pembukaan Kantor C1l1ang, kantor perwakilan dan jenis-jenis kanlor 

lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan UUS hanya dapat dilakukan 

d;;ngan izin Bank Indonesia . Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS) tidak diizinkan membuka kantor cabang, b.ntor perwakilan dan jenis 

kantor hinnya di luar negeri (Pasal 6). Bentuk badan hukum Bank Syariah barns 

berupa perscroan terbatas (Pasal 7) dimana anggaran dasamya selain memenuhi 

persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, juga 

memuai hal-hal mengenai lk:htisar Undang - Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syariah. Pengangkatan anggota direksi dan komisaris se1ta 

penyelenggaran Rapat Umurn Pernegang Saham (RUPS) yang mencakup 

penetapan iuga.." manajemen, remuneras1 komisaris dan direksi, laporan 

pcrtanggungjawaban tahl.a1ail, penunjukkan dan biaya ja.sa akw1tru1 publik, 

penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dafa.m Peraturan Bank 

Indonesia (Pasal 8). Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki 

oleh warga negara Indonesia (WNI) clan/Mau h::icl(ln h11kum Indonesi<i , WNI 

dan/atau badan hukum Indonesia denga...TJ warga negara asing (WNA) dan/atau 

badan hukum asing secara kemitra.an, atau Pemerintah daerah. Sedangkan BPRS 

hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum 

Indonesia yang seluruh pemiliknya WNi, pemerintah daerah, atau gabungan dua 

pihak atau lebih dari WNI, badan hukum Indonesia dan pemerintah daerah (Pasal 

9). Bank Syariah hanya dapat menerbitkan saham atas nama. Bank Umum Syariah 

dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak 

bcrtentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan perundang-undangan di 

.. 
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bidang pasar moda 1 (Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ). Setiap upaya 

penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Rank Syariah wajib mendapat izin 

terlebih dahulu dari Bank lndm1csia. Hasil penggabungan dan peleburan antara 

Bank Syariah dengan bank lainnya diwajibkan untuk menjadi Bank Syariah (Pasal 

17) 

Bank Syariah yang terdiri dari BUS dan BPRS (Pasai 18) serta UUS, pada 

dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional yaitu 

melakuka.n penghimpunan dan penyaiuran dana masyarakat disampLng 

penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha 

bank ::;yariah dan UUS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, disarnping 

harus selalu sesuai de ngan prinsip hukum Islam juga adaiah karena dalam prinsip 

syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk 

yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional (Pasal 19). Dalam 

kaitan dcngan hal tersebut di atas, maka setiap pihak dilarang untuk melaJ....--ulrnn 

kegiatan penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah tanpa izin Bank 

Indonesia (Pasal 22). Sedangkan di sisi lain, kegiatan penyaluran dana 

berdasarkau prinsip syariah harus dilakukan secara berhati-hati melalui penilaian 

secara seksama, agar ba'lk syariah dan UUS memiliki keyakinan atas kemauan 

dan kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya scsuai akad serta. 

keyakinan atas kesesuaian dengan prinsip syariah (Pasal 23 ). Ikhtisar Undang -

Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 

Secara umum bank syariah dan UUS dilarang untuk melakukan kegiatan 

usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan jual beli 
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saham secara langsung di lantai burs:; scrta kegiatan perasuran '.;ian kecuali sebagai 

agen pemasaran produk asuransi syariah (Pasal 24 dan Pasal 25). Bagi BPRS , 

selain larangan di atas, juga dilarang untuk membuka produk simpanan giro dai1 

ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta kegiatan valuta asing kecuaii 

penukaran vc:luta asing (Pasal 25). 

Seluruh kegiatan usai1ia bank syariah dan UUS pada dasarnya w~jib sesuai 

dengan prinsip syariah yang difai.wakan oleh Majelis Ulama Indonesia. 

Penuangan prinsip syariah yang telah difatwakan dimak:sud ke dalam Peraturan 

Bank Indonesia, dilakukan oleh Bank Indonesia yang dibantu oleh Komite 

Perbankan Syariah (KPS). KPS scndiri dibentuk oleh Bank Indonesia yang terdiri 

dari unsur BaP~I\. Indonesia, Departemcn Aga..'1la dan unsur masyarakat lainnya 

yang memiliki keahlian di bidang syariah (Pasal 26) 

Secara umum para calon Pemcgang Saham Pengenciali (PSP), Dewan 

Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direksi dan Tenaga Kerja Asing 

(TKA) wajib memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia. 

Termasuk di dalam pemenuhan persyaratan dimaksud adalah dinyatakan 

lulusdalam uji kemampuan dan kepatutan, kecuali bagi calcn DPS dan TKA 

yangakan menjabat sebagai konsult<!n. Uji kemampuan dan kepatutan 

dilakukanuntuk menilai integritas, kompetensi dan aspek keuang<m (Pasal 27). 

Pemegang saham pengendali yang di.nyatakan tidak lulus dalam uji kemampuan 

dan kepatutan, diwajibkan untuk menurunkan kepemilikan saharnnya merJadi 

paling banyak 10% (sepuluh persen). 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 8/3/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Karolina Sitepu – Perkembangan Perbankan Syariah di Tinjau dari Hukum Bisnis….



81 

Apabila penurunan dimaksud tidak dipenuhi mak:a hak suara PSP tidak 

diperhitungkan dalaill RUPS, tidak diperhitungkan dalam penghitungan kuorun1, 

hanya dapat mcmperoleh10% dari dividen (90% dividen akan dibd.yarkan setelah 

penurunan kepemilikan dilakukan) serta diumumkan kepada publik di 2 media 

massa yang mempunyai peredaran luas (Pasal 27). BUS wajib memiliki l (satu) 

orang direktur kepatuhan yang bertugas untuk memastikan kepatuhan BUS 

terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang

undangan lainnyn. . Bagi anggota dewa11 komisaris dan direksi yang sedang 

menjabat dan dinyatakan tidak luh1s uji kemampuan dan kepatutan, maka 

diwajibkan unluk melepaskanjabatannya (Pasal 29 dan Pasal 30). Ikhtisar Unda..11g 

-Undang No. 21 Tahun 2008 Tent2ng Perhankan Syariah Bank Syariah dan UUS 

wajib membentuk DPS yang bertugas untuk 

rnemberikan nasihat dan sanin kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar 

sesuai dengan Prinsip Syariah. DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi 

Majelis Ulama Indonesia (Pasal 32). 

Secara umum dalam melaksanakan kcgiatan usahanya, Bank Syariah dan 

UUS wajib memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate 

governance), prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko. Selain itu, Bank 

Syaria.1i dan UUS diwajibkan pula untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah 

dan perlindungan nasabah termasuk kewajiban untuk menjelaskan kepadaNasabah 

mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi 

nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah (Pasal 34, Pasal 35, Pasal38 dan 

Pasal 39). Tata kelola yang baik (good corporate governance) mencakup prinsip 
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transparansi, ~i~t.1 t•tabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran 

dalarn menjalankan kegiatan operasianal bank. Dalam pelaksanaarmya Bank 

Syariah dan UL;S diwajibkan untuk menyusun prosedur internal yang mengacu 

pada prinsip -prinsip tersebut di atas (Pasal 34). 

Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, Bank Syariah dan UUS diwajibkan 

untuk menempuh ( ~am-cam yang tidak merugikan kepentingan nasabah deposan, 

yaitu antara lain wajib mentaati ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian 

Pembiayaan (BMPP). Besamya BMPP adalah 30% dari modal Bank Syariah bagi 

nasabah penerirna fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas, tcm1asuk 

kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah atau UUS. 

Sedangkan bagi pihak -pihak antara lain pemegang saharn yang memiiiki I 0% 

atau lebih, anggctz dewan komisaris dan keluarga, anggota dewan direksi dan 

keluarga, pejahat bank, pernsahaan yang didalamnya ter<lapat kepentingan pihak 

tersebut di atas, besamya BMPP adalah 20% (Pasal 36 dan Pasal 3 7). 

Terkait risiko pembiayaan dimana nasabah penerima fosilitas tidak dapat 

memenuhi kewajibannya, maka Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian 

atau seluruh agunan, baik melalui maupu11 di luar pelelangan yang wajib 

diselesaikan (dij11a!) oleh Bank dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Selain dapat 

dibeli cleh bank, agunan juga dapai dikuasakan oleh pemilik agunan kepada bank 

untuk dijual (Pasal 40). 

Dal<1m rangka menjaga kepercayaan masyarakat kepada Bank maka Bank 

Ja.11 Pihak lerafiliasi waj ib merahasiakan keterangan mengenai nasahah 

penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya (Pasal 41 ). 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 8/3/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Karolina Sitepu – Perkembangan Perbankan Syariah di Tinjau dari Hukum Bisnis….



83 

Pengecualian atas rahasia bank berlak:u <la.lam ha!; 

1. kepentingan penyidikan pidana perpaj::tkan (Pasal 42) 

2. kepentingan peradilan dalan1 perkara pidana (Pasal 43) 

3. kepentingan perkara perdata antara bank dan nasabah (Pasal 45) 

4. kepentingan tukar menukar informasi antarbank (Pasal 46) 

5. adanya pem1intaan, persetujuan, utau kuasa tertulis dari nasabah 

penyimpan atau nasabah investor (Pasal 4 7). 

6. Adanya ahli waris yang sal1 untuk memperoleh keterangan mengenai 

simpanan nasabah (Pasal 48). 

Pembinaan dun Pengawa.snn terhndup Bank Syariah dan UUS dilakukan 

oleh Bank Indonesia (Pasal 50). Pembinaan dan Pengawasan dilakukan dengan 

antara lain mewajibkan Bank Syariah dan UUS untuk memelihara tingkat 

kesehatan bank yang meliputi kecuk:upan modal, kualitas aset, likuiditas, 

rentabillitas, solvabilitas, kualitas manaJemen serta aspek lainnya yang 

berhubungan dengan usaha Bank Sya..riah dan UT.JS. Kualitas manajemen 

mencak:up kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah 

dan prinsip manajemen Islami (Pasal 51). 

Du.lam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, mak:a : 

1. Bank syariah wajib menyampaikan segala ketcnu1gan dan p~njeiasan 

mengenai usahanya kepada Bank Indonesia. termasuk memberikan 

kesempatan bagi pemtriksaa.n atas buku-buku, berkas-berkas dan 

dokumen yang dimiliki oleh bank (Pasal 52). 
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2. Bank Indonesia berwenang untuk memeriksa clan mengamhil 

data/dokumen dan keterangan dari setiap tempat yang terkait dengan Bunk 

dan dari setiap pihak yang memiliki penga.ruh terhadap bank (Pasai 52). 

3. Bank Indonesia berwenang memerintahkan Bank memblok:ir rekcning 

tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan (Pasal 52). 

4. Bank Indonesia <lapat menugaskan kantor akuntan publik atal! pihak 

lainnya untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan 

(Pasal 53) 

Apabila Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan 

kelangsungan usahanya, Rank Indonesia berwenang melak.llkan tindakan 

pengawasan, antara lain (Pasal 54): 

1. MembMasi kewenangan RTJPS/k.omisaris/direksi dan pemegang saham; 

2. Meminta pemeg:mg saham menan1bah modal; 

3. Meminta pemegang saham mengganti anggota dewan, komisaris dan/at.au 

direksi Bank Syariah; 

4. Meminta Bank Syariah rnenghapusbuk:ukan penyaluran, dana yang macet dan 

memperhitungkan kerugia."1 Bank Syariah dengan modalnya; 

5. Meminta Bank Syariah meiakukan penggabungan atau peleburan dengan 

Bank S yariah lain; 

6. Meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih 

seluruh kewajibannya; 

7. Meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian 

kegiatan 

.. 

' . 
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Bank Syaria.1-i kepada pihak lain; dan/atau meminta Bank Syariah menjual 

::;ebagian atau seluruh har~a dantatau kewajiban Gank Syariah kepada pihak l;:iin 

Selanjutnya, apabila tindakan penyehatan tersebut di atas tidak dapat membailtu 

penyehatan bank maka Bank Indonesia menyerahkan penangannya kepada 

Lembaga Penjamin Simpancm (LPS) untuk diselamatkan atau tidak. Apaoila LPS 

rncnyatakan tidak diselamatkan, maka Bl atas permintaar1 LPS mencabut izin 

usaha Bank dan menyerahkannya kepada LPS untuk penanganan lebih lanjut 

(Pasal 54). 

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan 

dulam lingkungan Peradilan Agama atau di luar Peradila..'1 Agama apabila dalam 

aka<l telah diperjanjikan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengai.1 Prinsip 

Syariah (Pasal 55). 

Sanksi admin..istratif dapat dikenakan oleh Bank Indonesia kepada Bank 

Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, 

direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang 

memiliki UUS dalam hal: 

1. Menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan 

usaha atau tugasnya (Pasal 56). 

2. Tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasian bank (Pasal 57). 

3. Tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan keterangan untuk 

kepentingan penyidikan pidana perpajakan dan untuk kepentingan peradilan 

dalam perkara pidana (Pasal 57). 

I 
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Sanksi administratif yang ditetapk(ln meliputi: 

1. denda uang; 

2. teguran tertulis; 

3. penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS; 

4. pelarangan turut se11a dalam kegiatan kliring; 

5. pembekuari kegiatan usaha tertentu, baik kantor cabang tertentu maupun 

Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan; 

6. pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional 

yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat 

pengganti sementara sampai RUPS mengangkai. pcagganti tetap dengan 

persetujuan Bank Indonesia; 

7. Pencantun1a.ri anggota pengurus, pegawru, dan pemegang saham Bank 

Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memi!iki UUS dalam daftar 

orang tercela di bidang perbankan; dan/atau 

8. pencabutan izin usaha (Pas<tl 58). 

Tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana dalam UU ini meliputi: 

1. Setiap ora.1g yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah/UUS atau 

penghimpunan dana berdasarkan prinsip syarial1 tanpa izin BI, diancam 

dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun sere.a 

denda paling sedikit RplO mi.liar dan paiing banyak Rp200 mi.liar (Pasal 59). 

2. Setiap orang yang memberikan keterangan mengenai keuangan nasabah 

kepada pejabat/polisi/jaksa/hakim atau penyidik la in tanpa izin tertulis dari 

BI, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 
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tahw1 serta denda paling scJikit RplO miliar dan paling banyak Rp200 miliar 

(Pasal 60). 

3. Pengurus bank, pegawai Rani<. Syariah/UUS atau pihak terafiliasi lainnya yang 

memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan diancam dengan pidana 
I 

penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda paling 
' I 

sedikit Rp 4 miliar dan paling banyak Rp8 miliar (Paso.I 60). 

4. Pengurus bank atau pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan sengaja tidak 

memberikan kcterangan yang wajib dipenuhi untuk penyidikan dan Ikhtisar 

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah kepentingan 

peradilan perkara pidan.a diancarn dengan pidana penjara paling singkat 2 

tahun dan paling iama 7 tahun scrta dcnda paling sedikit Rp4 miliar dan paling 

banyak Rp15 miliar (Pasa161 ). 

5. Pengurus bank atau pegawai Bank SyariahfTJlJS yang dengan sengaja tidak 

memberikan ketera.'lgan yang wajib dipenuhi untuk penyidikan dar1 

kepentingan peradilan perkara pidana diancam dengan pidana penjara paling 

singkat 2 iahun dan paling lama 7 tahun serta denda paling sedikit Rp4 miliar 

dan paling banyak Rp15 miliar (Pasal 61). 

6. Pengurus bank atau pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan sengB:ia tidak: 

menyampaikan lapora.'1 keuangan tahunan dan lapo1an berkaia lainnya 

dan/atau tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah ya.'lg 

wajib dipenuhi kepada BI d!ancam dengan pidana penjara paling singkat 2 

tahun dan paling lama I 0 tahun serta denda paling sedikit Rp5 miliar dan 

paling ban yak Rp I 00 miliar (Pasal 62). 
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7. Pengun.!s bank atau pegawa1 Bank Syariah/UUS yang lalai tidak 

menyampu.ikan laporan keuangan tahunan dan laporan berkala lainnya 

dan/atau tidak memberikan ke~erangan a.tau i:idak melaksanakan perintah yang 

\.Vajib dipenuhi kepada BI diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 

ta}iun da!1 paling lama 2 tahur. serta denda paling sedikit R pl miliar dan paling 

banyak Rp 2 miliar (Pasal 62). 

8. Pengurus bank atau pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan sengaJa 

membuat atau menyebabkan pencatatan palsu, menghilangkan atau tidak 

memasuldrnn atau menyebabkan tidak ailakukannya pencatatan, mengubah, 

mengaburkan, menyembunyika.11, menghapus atau mcnghilangkan suatu 

pencatatan dalam pembukuan atau laporan, dokwnen, atau laporan kegiatan 

usaha diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 

15 tahun serta denda paling sedikit RplO miliar dan paling banyak Rp200 

miliar (Pasal 63). 

9. Pengurus bank atau pegawai Dank Syariah/UUS yang dengan ~engaJa 

meminta atau menedma, mengizinkan atau menyetujui menerima suatu 

imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang bcrharga untuk 

keuntungan pribadi/keluarga, dalam rangka mendapatkan bagi orang lain uang 

muka, bank garansi, fasilitas penyaluran dana, membeli surat wesel, surat 

promes, eek, memberi persetujuan bagi orang lain untuk menarik dana yang 

melebihi batas penyalurannya diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 

tahun dan paling lama 8 tahun serta denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling 

ban yak Rp 100 miliar (Pasal 63 ). 

• 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 8/3/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Karolina Sitepu – Perkembangan Perbankan Syariah di Tinjau dari Hukum Bisnis….



89 

10. Pihak. terafiliasi yang dengan sengaja tidak rnelaksanakan langkah-langkah 

yang diperlukan untuk mentaati ketentuan <la.lam UU ini diancam dengan 

pidana penj ara paling singkat 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda 

paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak RplOO miliar (Pasal 64). 

11. Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh pengurus a.tau pegawai 

Bank Syariah/UUS untuk melakukan a.tau tidak melakukan tindakan yang 

mengakibatkan Bank Syariah/UUS tidak melaksanak:an langkah-langkah yang 

diperlukan untuk mentaati UU ini diancam dengan pidana penjara paling 

singkat 7 tahun dan palmg lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp 10 

miliar dan paling banyak Rp200 miliar (Pasal 65). 

12. Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan seneaJa 

melak.ukan perbuatan yang bertentangan dengan UU ini, menghalangi 

pemeriksaan yang dilakukan komisaris a.tau kantor akuntan public yang 

ditugasi dewan komisaris, menyalurkan dana a.tau fasilitas penjaminan dengan 

melanggar ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian bagi Bank 

Syariah/UUS atau menyebabkan keuangan bank Syariah!UUS tidak sehat, 

I 
I 

dan/atau tidak melakukan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan Bank 

Syariah/UUS terhadap ketentuan BMPK, diancam dengan pidana penjara I paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rpl 

miliar dan paling banyak Rp2 miliar (Pasal 66). 

13 . Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah/UUS yang dengan sengaJa 

melakukan penyalahgunaan dana nasabah, Bank Syariah/UUS, diancam 
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dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun serta 

denda paling sedikit Rp.2 miliar dan paling banyak Rp 4 miliar (Pasal 66). 

Bank Syariah/UTJS yang telah memiliki izin usaha pada saat UV lill 

berlaku dinyatakan telah memperoleh izin usaha dan wajib menyesuaikan dengan 

ketentuan dalam UU ini paling lama I tahun sejak UU ini mulai berlaku (Pasal 

67). Bagi UUS yang nilai asetnya telah mencapai 50% dari total aset bank 

induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU ini maka wajib melakukan 

pemisahan UUS menjadi Bank Umum Syariah (Pasal 68). Segala ketentuan 

mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana te!ah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 beserta 

peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

dengan UU ini (Pasal 69) 

4. Perbankan Syariah di Luar Negeri 

Mcski Eropa bcrusaha berontak dari hukwn perbauk.an Islam, akhimya 

mereka lebih memilih menggunakan hukum Islam tersebut. Sistem perbankan 

Islam dapat menjadi model baru bagi perbankan global jika mereka mengambil 

tanta.11gan dari tingkat pembukaan untuk mengembangkan potensi pcrkembangan 

industri, kata para ahli Perbankan Islam Konferensi Tingkat Tinggi Finansial 

diadakan serempak <li Dubai, London, dan Kuala Lumpur. 18 

Analis finansial Barat secara meningkat menunjuk pada kegagalan dari 

kapitalisme lama dan model perbankan komunis. Perbankan barat telah merekam 

18 www. Perbankan Syariah di Luar Negeri UNIVERSITAS MEDAN AREA
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dalam sistem pcrbankan Islam, merancang peralatan yang rnemperbolehkan 1, 3 

miliar Muslim untuk berinvesta<;i sambil masih tunduk dengan kepercayaan 

sistem mereka. 

Pusat kota Paris dan London bersaing untuk menjadi pusat finansial Islam 

untuk pasar Barat terutama sejak aset-aset potensial yang menuruti hukum Islam 

diperkirakan antara $700 juta dan $1 triliun. 19 

Dibanding negara-negara Eropa lainnya, Inggris paling <lulu 

merealisasikan sistem keuangan syariah. A walnya adalah kelimpahan dana dari 

negara-negara Timur Tengah saat harga minyak bumi meroket pada sekitar 2000-

an. Jadilah, Inggtis bersiap diri untuk mengolah dana ini. 

Dalam catatan, jumlah penduduk London pada 2005 berada di angka 7, 4 

juta jiwa. Total penduduk Inggris sebanyak 60 juta orang. Dari jumlah itu, 1, 8 

juta jiwa beragama Islam. Pemerintah berikut industri perbankar.. Inggris melihat 

kenyataan ini sebagai pasar yang potensial. 

Inggris negara ya.'lg memiliki bank terbanyak bagi umat muslim di antara 

negara Barat lain11ya. Saat ini terdapat lima bank murni syariah di lnggris, 

sementara 17 bank lainnya seperti Barclays, RBS, dan Lloyds Banking Group 

telah memiliki unit usaha sya.riah. 

Aset perbankan syariah Inggris yang mencapai 18 miliar dolar AS (12 

miliar pounds) melebihi asset barik syariah seperti di Pakistan, Bangladesh, Turki, 

dan Mesir. Hal tersebut pun di dukung oleh 55 universitas dan lembaga 

19 www. Kompasonline UNIVERSITAS MEDAN AREA
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pendidikan hinnya di Inggris yang memiliki pendidikan keuangan syariah. 

Jumlah tersebut lebih banyak dibanding negara-negara lainnya. 

Berdasarkan laporan International Financial Services London (IFSL), 

perkembangan Inggris sebagai pusat keuangan Islam dalam beberapa tahun 

terakhir sangat didukung oleh pemerintah. Duku...11gan pernerintah diantaranya 

adalah keleluasaan pajak. bagi kredit rumah dan membuat perdaga_ngan sukuk 

menjadi lebih muda.'1. Direktur Ekonomi IFSL, Duncan McKenzie, mengatakan 

dukungan kebijakan pemerintah Inggris akan keuangan Islam menempatkan 

pelayanan syariah seperti layanan konvensional. 

Perkemba..'l.gan keuangan syariah di Inggris menunjukkan negara lnggris 

satu-satunya negara Barat yang memegang teguh fitur kcuangan Islam, 

sebagaimana dilansir dari telegraph. co. uk. Inggris menduduki peringkat delapan 

dalam a.set perbankan syariah di seluruh dunia. Ekonomi syariah tak berasal da.ri 

lnggris, tapi keuangan syariah telah menemukan tempatnya di Inggris. Tak ada 

sektor yang kebal terhadap krisis keuangan global, namun keuangan syariah telah 

menunjukkan daya tahru1 luar biasa. Keuangan syariah dapat bertahan dari krisis 

kredit dan resesi lebih baik dari bank lainnya karena adanya larangan investasi di 

asset yang berisiko 

Dibanding perbankan konvensional, di tengah krisis perekonomian, 

perbankan syariah tak terkena dampaknya. Bank Syariah lnggris (IBB) misalnya 

malah mencatatkan pertumbuhan pelanggan lima persen. Sementara, pembiayaan 

pelanggan menanjak 13 persen. 
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Masyarakat mafhum, kris!s perekonomian global di Amerika Serikat 

dipicu oleh rontoknya Lehman Brothers, bank investasi terbesar keempat di 

negara itu dan ambrolnya raksasa Wa!l Street. Setelah itu, terjadilah efek domino. 

Sementara, banyak pemerintahan di Eropa merealisasikan kebijakan 

finansial untuk menjaga agar roda perekonomian tetap berjalan. Pcmerintah 

lnggris menggelontorkaTl 3 7 miliar euro untuk menyelamatkan Lloyds TSB, 

HBOS, and Royal Bank of Scotland dari krisis likuiditas. 

IDB kini memiliki delapan cabang di seantcro lnggris seperti Leicester, 

London, maupun Birmingham, sesuai sistem perbankan syariah memang 

mendasari pembiayaan berbasis jaminan investasi aset nyata. Ini yang membuat 

perbankan syariah terhindar dari krisis tersebut. 

Pcrbankan syariah selalu menekankan, misalnya, pada pelayanan kerja 

sama pembiayaan dan kemitraan. Keunggulan inilah yang membuat perbankan 

syariah tetap menarik untuk semua orang. 

Hingga 2013, investasi berbasis syariah di dunia bakal mencapai 1 triliun 

dollar AS. Di sarnping itu, kelimpahan rninyak membuat di Timur Tengah 

terdapat dana High Net Worth Individual (HNWI) yang melampaui 1,4 triliun 

dollar AS. Juga., ada invcstasi Sovereign Wealth Fund (SWF) di atas 2 triliun 

dolar AS. 

Selanjutnya, dari total angka itu, 15 persennya dialokasikan untuk 

transaksi menggunakan sistem keuangan Islam (Islamic transactions). Selanjutnya 

15 persen dari jumlah dana itu bemilai 500 miliar dollar AS. 
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Pemerintah Inggris, rajin bcrpromosi untulc menempatkan London scbagai 

pusat keuangan internasional pula. Dari situlah, produk-produk berbasis syariah, 

terlebih bagi warga Muslim Eropa, didorong ke garis depan. 

Pemerintah Inggris berani menghilangkan pajak ganda dalam akad 

murabahah atau akad jual beli yang mengutamakan kesepakatan antara tempat 

harga dan keuntungan antara penjual dan pembeli. Kehijakan ini membuat 

produk-produk syariah memiliki nilai kompetitif. 

Pemerintah Inggris pun mereformasi peraturan demi mendukung 

perkembangan sul.llk ( obligasi syariah) yang kini tumbuh pesat. Jauh hari 

sebelu..m transaksi terjadi, pemerintah 1nggris membuat aturan yang bersahabat 

bagi transaksi keuangan syariah. Langkah lainnya, melalui Financial Services 

Auihority (FSA) atau lembaga pembuat regulasi dan pengawas sistem perbankan 

dan keuangan di Inggris sebagai regulator, memberi kemudahan sekaligus 

melak:ukan efisiensi bagi sistem keuangan Islam. 

Sampai sekarang di Inggris, terdapat tiga bank yang beroperasi penuh 

sebagai bank syariah dan satll pernsahaan takaful. Selain itu, semua perusahaan 

hukum bisa menangani perkara dalam praktik keuangan Islam. Dengan segala 

potensi ditinjau dmi sisi finansial, sosial, ekonomi serta regulasi, ada sebuah 

peluang besar bagi pertumbuhan yang tinggi. 

Pertumbuhan yang pada ujungnya memberi manfaat bagi konsumen, 

sekaligus mendorong Inggris pada umurnnya dan London pada khusu.snya, 

berposisi sebagai pusat keuangan Islam yang andal . 
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BAB II! 

PERBANKANSYARIAH 

A. Islam Sebagai Suatu Sistem Hid up (Way of Life) 

Sebdum membicarakan perbankan syariah, dirasa perlu untuk membahas 

terlebih dahulu apa dan bagaimana sebenamya syariah itu di dalam Islam dan 

bagaimana kaitan perbankan syariah itu di dalam Islam. Untuk itu akan dibahas 

lebih dahulu tentang Islam sebagai suatu sistem hidup (Way of Life) yang nantinya 

akan terlihat dengan jelas kedudukan dari perbankan syarian !tu. 

Sebagian besar orang menganggap bahwa Islam har.yalah agama yang 

semata-mata hanya berkaitan dengan masalah ritual. Padahal hlam adalah suatu 

agama yang merupakan suatu sistem yang komprehensif yang mcncakup seluruh 

aspek kehidupan, termasuk masalah pembanguan ekonomi serta industri 

perbankan sebagai salah satu mot0r penggerak roda perekonomian. 20 

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi 

dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar 

dipcrgunak<'!n sebaik-baiknya bagi kesejahtcraan bcrsama. 

Untuk mencapai tujuan suci ini Allah memberikar. petunjuk rnelalui para 

rasulNya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu ya.rig dibutuhkan manusia 

baik aqidah, akhlaq maupun syariah. Aqidah dan akhlaq tidak akan mengalami 

perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Sedangkan syariah 

senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, yang 

20 M. Syafi'i Antonio, Bank Suatu Pengena/an Umum, Dar Al Ittiba'h. 37 
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berbeda-beda. Oleh karena itu sy~iah Islam sebagai suat~ syariah yang dibawa 

oleh rasui terakhir mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja 

menyeluruh atau komprehensif, tetapijuga uiliversal. 21 

Komprehensif berarti syariah Islam merangk:um seluruh aspek kehidupan, 

baik ritual (ibadah) maupun susial (muamaiah). lbadah diperlukan uotuk menjaga 

ketaatan dan kehannonisan hubungan manusia dengan khfiliqnya. lbadah juga 

merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai 

khalifahnya di muka bumi ini. Muamalah diturunkan untuk menjadi aturan main 

manusia dalam kehidupan sosial. Kelengkapan sistem muamalah yang 

disampaikan Ra.sulullah terangkum dalam skema di bawah ini. Universal, 

bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai 

hari nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. 

Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah mewujudkan 

kemakmura..-i dan kesejahteraan dalan1 hidup dan kellldupan serta tugas 

pengabdian a.tau ibadah dalam arti luas. Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah 

memberi manusia dua anugerah nikmat utama yaitu manhaj al hayat (sistem 

kehidupan) dan wasilah al hayat (sarana kehidupan). 22 

Manha} al haj adalah seluruh aturan kehidupa.r1 manusia yang bersumber 

kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, yang mengajarkan sesuatu yang hams 

dilakukan, dan yang tidak boleh dilakukan. Aturan ini dikenal dengan hukum 

yang lima yaitu wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh. Aturan-aturan tersebut 

dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik 

21 Ibid 
22 Syaikh Muhmud Syalthut, Al-Islam, Aqidah wal Syariah, Cet I, 1959 h. 68 UNIVERSITAS MEDAN AREA
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yang menyangkut keselamatan agama, keselan1ata!l diri (jiwa dan raga), 

ke::;elamatan akal, keselamatan harta benda, serta keselarnatan keturunan. 

Sumber : Al Madkhal Al Fiqh Al'Am (Bank Syariah Wacana Ulama dan. 
Cendekiawan) 

Konsekuensi dari pandangan di atas adalah bahwa ajaran Islam itu tidak 

hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan 
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penciptanya, namun mencakup pula masalah hubungan an.tar sesan1a manusia, 

bahkan juga hubu.."lgan antara manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan 

alam dan lingkungan. Jadi, Islam adalah suatu cam hidup, way of life yang 

membimbing seluruh aspek kehidupan manusia. 

Agama Islam memiliki tiga aspek utama, yakni aspek aqidah, aspek 

syariah, aspek akhlak seperti yang terlihat pada tabe! di atas. Akidah disebut juga 

iman, sedangkan syariah adalah Islam, dan akhlak disebut juga ihsan. 

1. Aspek Aqidah 

Aqidah berasal dari bahasa Arab 'aqad, berarti ikatan. Menurut ahli 

bahasa, defenisi aqidah adalah sesuatu yang dengaru1ya diikatkan hati dan 

perasaan halus manusia atau yang dijadikan agama oleh manusia dan dijadikannya 

pegangaIL 23 Akidah ini seperti suatu ikatan perjanjian yang kokoh yang tertanam 

jauh di dalam lubuk hati manusia. Aqidah merupakan pokok-pokok dari 

keimanan, oleh karena itu aspek aqidah selalu berhubugan dengan masalah

masalah keirnanan dar:.. dasar-dasar agama. Karena itu kata aqidah dan 1man 

digunakan secara bergantian. Akidah memberikan visi dan makna bagi 

keberadaan kehidupan manusia di bumi. Aqidah inilah yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan-pertanywn mengenai .ha.lcekat kehidupai.1, dari mana asal

muasalnya, apa maknanya, apa yang harus dilakukan manusia dalam hidupnya, 

kemana hidup ini harus diarahkan, serta kemana semuanya ini akan 

menuju/berakhir. 

23 Hamka, Studi Islam, (Jakarta:Penerbit Pustaka Panjimas, 1985), ha!, 73_ UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Karena aqidah adalah pokok-pokok keimanan, maka aqidah sifatnya kekal 

dan tidak mengalami pe111bahan, baik karena perubahan zaman maupun karena 

pergantian tempat. 

Dengan demikian pokok-pokok keimanan yang diajarkan mulai dari Nabi 

Adam a.s sampai Nabi Muhammad Saw sama persis, tidak ada perbedaan 

sedikitpun diantara mereka semuanya. Semuanya mengajarkan bahwa alam 

semesta ini adalah miiik dan ciptaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena 

itu hanya kepada Allah sajala..l-1 manusia hendaknya menyembah dan memohon 

pertolongan dan manusia akan mempertanggu..'lgjawabkan perbuatannya kelak di 

akhirat. Semua hal-hal ini tidak berubah dari <lulu, sekarang dan sampai 

kapanpun. 

2. Aspek Syaria..'1 

Sya.riah adalah bahasa Arab yang secara harfiahnya berarti jalan yang 

ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Secara terminologi, defenisi syariah 

adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah, atau telah 

digariskan pokok-pokoknya dan dibebanka.-1 kepada kaum muslimin supaya 

mematuhinya, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung 

dengan Alla.Ji dan dengan ma.rmsia. 24 Jadi syariah itu berisi peraturan dan hukum

hukum yang menentukan garis hidup yang harus dilalui oleh seorang muslim. 

Dengan kata lain, syariah itu peraturan dan hukum yang berisi perintah dan 

larangan yang dibebankan oleh Allah Swt kepada manusia. 

24Syaikh Muhmud Syalthut, Op. cit. h. 73 UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 8/3/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Karolina Sitepu – Perkembangan Perbankan Syariah di Tinjau dari Hukum Bisnis….



100 

Menurut ajaran Islam, syariah itu berasal dari Allah. Sebab itu maka 

sumber syariah, sumber hukum dan sumber undang-undang datang dari Allah 

scndiri, yang disai-npaikan kepada manusia dengan perantaraan rasul dan 

termaktub dalam kitab-kitab suci25
. Syariah berbeda dengan aqidah, jika aqidah 

bersifat tetap selamanya, syariah mengalami perubahan menurut perkembangan 

kemajuan peradaban manusia. Karena itu syariah pada zaman Nabi Adam. a. s, 

berbeda dengan syariah pada masa Nabi Muhammad Saw. Perubahan syariah 

disebabkan karena setiap umat mengalami keadaan, situasi dan kondisi yang 

berbeda setiap zaman, baik cara berfikimya serta perkembangan kerohaniannya, 

sehingga perkembangan syariah ini mengikuti evolusi peradaban manusia. Pada 

a.ldiimya perkembangan syariah tuntas dengan diutusnya Nabi Muhammad Saw 

yang membawa syariat Islam. dengan demikian berarti tidak ada lagi 

perkembangan syariat sesudah nabi Muhammad Saw. karena Islam sudah 

rampung, tuntas dan sempuma. 

Namun setelah Nabi Muhammad Saw wafat, banyak bermunculan 

persoalan-persoalan baru yang terus berkembang, dan persoalan-persoalan ini 

tidak ada pada masa Nabi Muhammad Saw. Persoalan-persoalan baru ini muncul 

karena perkembangan masyarakat yang dinamis dari waktu ke waktu, dan dari 

tempat ke tempat. Perkembar..gan masyarakat ini dapat dilihat pada kebudayaan, 

teknologL peradaban, kondisi sosial kemasyarakatan, ekonomi dan lain-lain, 

semua mengalami perubahan. Dengan adanya persoalan-persoalan tersebut, dan 

25Hamka, op. cit. , hal. 3 
UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 8/3/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Karolina Sitepu – Perkembangan Perbankan Syariah di Tinjau dari Hukum Bisnis….



101 

terjadinya perubaha.n-perubahan, menuntut juga terjadinya perubahan··perubahan 

dalam syariat. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa syariah terdiri atas dua 

bagian, yakni bagian ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan 

Ailah, dan bagia11 muarnalah yang mengatur hubungarr antara sesama manusia. 

Bagian ibadah terangkum dalam hukum Islam yang lima, sedangkan bagian 

muamalah mencakup semua aspek hidup mwusia dalam interaksinya dengan 

manusia lain, mulai dari masalah pemik:ahan, perdagangan, ekonomi sampai 

sosial politik. 

Pada bagian ibadah, urnumnya tidak terjadi perubalia..'1 apa pun, karena 

kondisi hubungan kejiwaan antara seorang hamba dengan Allah tidak berbeda 

dengan zaman nabi dengan zaman pada masa sekarang ini. Shalat, puasa, zakat, 

haji tetap dilakukan tanpa perlu menyesuaikannya dcrrga.."I perkembangan 

zamapJtempat. 

Sedangkan masalah muamafal1 jauh berbeda pada masa Nabi Muha...'lUllad 

Saw dengan saat sekarang ini, misalnya pada masa Nabi Muhammad Saw belum 

ada perbankan, lalu bagaimana Islam mengatur masalah perbankan ini? 

Disinilah letat,.nya fleksibilitas syariah Islmn. Pada umumnya syariat lsiam 

dalam bidang muarn.aiah hru1ya memberikan petunjuk-petunjuk dan prinsip

prinsip yang sifatnya umum dan mendasar. Hal-hal yang rinci, detail, dan teknis 

tidak diatur, tetapi diserahkan kepada manusia melalui proses kreativitas. 

Para ulama merumuskan suatu kaidah dasar dalam syariah, yang disebut 

dengan dua hukum asal, yakni hukum asal ibadat dan hukum asal muamalat. 
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Hukum asal ibadat menyatakan bahwa scgala sesuatunya dihmmg dikerjaka.'1, 

kecuali yang ada petunjuknya dalam Qur'an atau Sunnah. Karena itu, masalah

masalah ibadat sudah diatur dengan rinci tata caranya, sehingga tidak dibolehkan 

lagi melakukan penambal1an dan/atau perubahan. 

Namun, hukum asal muamalat menyaiakan bahwa segala sesuatunya 

dibolehkan, kecuali ada larangan dalam Qur'an atau Sunnah. Jadi, sesungguhnya 

terdapat lapangan yang luas sekali dalam bida.I1g muamalah. Yang terpenting 

dalam bidang muamalah adalah mengetahui hal-hal apa yang dilarang Islam 

(haram), dan menghindarinya. Se!ain menghindari hal-hal yang haram, manusia 

boleh melakukan apa Sa.Ja, menambah, menciptakan, mengernbangkan 

(kreativit:as) dalarn bidang mllfilllalah. Kieativitas inilah ya.11g akan terus menerus 

mengak:omodasi perubaha.'1-peruba.lian dalan1 berbagai bidang yang terjadi di 

masyarakat. 

Dari jabaran di atas dLlcetahui bahwa Islam adalah suatu pandangan/cara 

hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada 

satupunaspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek 

ekonomi. Dan pada zaman modem sekarang ini kegiatan perekonomian tidak akan 

sempurna tanpa adanya !embaga perbankan. Dengan kata lain, perekonomiru.1 

sangat erat kaitannya dengan perbankan. Dengan d~mikian jelaslah kaitannya 

antara Islam dertgan perbankan. 

B. Asas-Asas Perbankan Syariah 

Dalam hukum perikatan (hukum bisnis) suatu perjanjian terdapat asas-asas 

demikian juga dalam hukum Islam, terutama pada perbankan syariah yang tidak 
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bisa lcpas dari perJanJian dalam produk-produknya. Apabila asns ini tidak 

terpenuhi, make. akan mengakibatkan bawl atau tidak sahnya perikalan/perjanjian 

yang dibuat. Asas-asas ini antara lain : 

1. Al-Hurriyah (Kebebasan) 

Asas in.i merupak.an pnns1p dasa.r dalam huk:um Islam d~m merupakan 

prinsip dasar juga dari hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad 

mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (freedom of making ~ontract), 

baik dari segi yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun menentukan 

persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila 

terjadi sengketa. Asas kebebasan ini dib~narkan seiama tidak bertentangan dengan 

ketentuan syariah islam, Deng:m kata lain syariah isiam mcmbcrikan kebebasan 

untuk melakukan akad sesuai dengan yang diinginka.'1 dan yang membatasi 

kebebasan ini adalah ajaran agama. Tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak 

terjadi pengmriayaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang 

dibuatnya. 

2. Al-Musawah (Kesetaraan) 

Asas ini memberikan landasan bahwa pihak-pihak yang melakukan 

peija.r1jian mempunyai kedudukan yang sarna antara satu dan lainnya. Sehingga 

pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas 

persamaan atau kesetarnan. 

3. Al-A'dalah (Keadilan) 

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan. Pelaksanaan asas ini dalam akad 

dimana para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam 
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pengungkapan kehendak da keadaEn, mernenuhi perjanjian yang telah mereka 

buat, dan rnernenubi semua kewajibarL'l.ya. 

4. Al-Ridha (Kerelaan) 

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilgkukan harus atas 

dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang 

berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Transaksi 

yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebua.'1 bentuk usaha yang 

saling rela antara pelakunyajika didalamnya ada telama..'l, pak:saan, penipuan. Jadi 

asas ini mengharnskan tidak adanya paksl'tfill dalam pros~s lrausaksi dari pihak 

manapun. 

5. Ash-shidiq (Kejujuran daa.1. Kebenaran) 

Kejujuran adalah nilai etika yang mendasar dalam Isla.'ll. Islam dengan 

tegas melarang kebohongan dan penipua!! d~lam bentuk apa pun. Nilai kebenaran 

ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk 

tidak melakukan pt:nipuan dan pemalsuan. Apabila a.sas ini tidak: diterapkan oleh 

para pihak, maka dapat merusak legalitas akad yang dibuat. 

6. Al-Kitabah (Tertulis) 

Prinsip lain yang tidak kalah penting <lalam meiak:ukan ak:ad adalah A!-
i ·, 

kitaba....11 (penulisan perja..J.jian, terutama dalam bentuk kredit), sehingga dapat 

dijadikan sebagai bukti apabila suatu saat terjadi persengketaan atau 

pemiasalahan. 
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C. Akad-Aksd Perbankan Syariab 

Perangkat hukum perjanjian dalatn syaria.li Islam adalah terpenuhinya 

rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak hams ada 

(inheren) dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah 

unsur yang hams ada untuk. sesuatl! hal, peristiwa dan iindakan, te.wp! tidak 

merupak:an esensi dari akad tersebut. 

Rukun. akad yang utama adalah ijab dan qabul. Adapun syaratnya ada yang 

menyangkut rukun akad, ada yang menyangkut objeknya dan ada pula yang 

menyangkut subjeknya. 

ljab dan qabul mempakan salah satu unsur penting daiam suatu pcrjanjian, 

Namun ada unsur-unsur lain yang juga penting dan termasuk dalam rukun akad. 

Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut ; 

1. Shighat al-aqad (pemyataan untuk mengikatkan diri) 

2. Al-Ma 'qud alaihlmahal al- 'aqd ( objek akad) 

3. Al-Muta 'aqidain/al- 'aqidain (pihak-pihak yang berakad) 

4. Maudhu 'al- 'aqd (tujuan akad)26 

Dari unsur-unsur yang di atas, dapat dilihat adanya persamaan dcngan syarnt-

syarat sahnya perjanjian dalam hukum bisnis (1320 KUHPerdata). Berikut alrn.lil 

dijabarkan temang unsur-unsur yang ad~ di <!.tas. 

1. Shighat al-aqad (Pemyataan Uiltuk mengikatkan diri) 

Shighat al-aqad adalah cara bagaimana pemyataan pengikatan diri itu 

dilakukan. Shighat al-aqad biasanya diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab 

26 Hukum Perjanjian Syariah (Kompilasi Hukum Perikatan dalam rangka memperingati 
memasuki masa purbakti usia 70 tahun Prof. Dr. Mariam Dams BZ, SH), Prof. Dr. Fathurrahman 
Djamil, M.A., PT. Citra Aditya Bakti, h. 247 UNIVERSITAS MEDAN AREA
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adalah pcrr.yataan pihak pertarna mengem1j isi perikatan yang diinginkan., 

sedangkan qabul adalah pemyataan pihak kedua untuk menerimanya. Agar ijab 

dan qah~1l mempunyai akibat hukum ada heberapa ketentuan yang harus dipeauhi 

antara lain; 

a. Tujuau yang terkandung dalam pemyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami 

jenis akad yang dikehendald 

b. Antara ijab da.11 qahul terdapat kesesuaian 

c. Pemyataan ijah dan qahul ini rnengacu kepada suatu kehen<lalc rnasing-masing 

pihak secara pasti dan tidak ragu-ragu. 

Adapun shighut al'aqad dapat dilakukan secara lisan, tulisa atau isyaral yang 

mernberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat pula 

dengan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul. 

2. Mahal al-'Aqd (Ohjek Akad) 

Sesuai dengan bentuknya objek akad bermacam-macam. Dalarn jual beli, 

objeknya a<lalah ha.rang yang diperjualbelikan dan harganya. Dalam akad gadai, 

ohjeknya adalah ha.rang gadai dan utang yang diperolehnya. Dalam akad sewa

menyewa, objeknya adalah rnanfaat yMg disewa, seperti rurnah dan tanah. Dalam 

perjanjian bagi hasil, objeknya adalah hasil yang akan diperoleh. 

Agar suatu akad dapat dipandang sah, ohjeknya rnernerlukan syarat 

sebagai berikut : 

a. Telah ada pada wa.1<tu akad diadakan 

Objek akad harus telah ada pada waktu akad diadakan. Ba.rang yang belurn 

ada tidak dapat menjadi objek akad , sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin 
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bergantung pada sesuatu yang belum ada. Meskipun ada pengecualian seperti 

akad salam (pesan barang dengan pembayaran harga sebagi"n atau seluruhnya 

lenili dahulu), ijarah/leasing, mudharabah dimana objek akad cukup diperkirakan 

akan ada pada masa yang akan datang. 

b. Dibenarkan oleh syara/nash 

Para ulama sepa.1<:at bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad 

tidak dapat menjadi objek akad. Daiam akad jual beli misalnya, barang yang 

diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pibak-pihak yang 

mengadakan akad jual beli. Minuman keras bukan bencia bemilai bagi umat 

m11slim, karenanya tidak memenuhi syarat menjadi akad j:ial beli antara pihak

pihak yang keduanya atau salah satunya beragama Islam. 

c. Dapat ditentukan dan diketahui 

Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahni o!eh kedua belah pihak 

yang melakukan akad. Ketidakjelasaa objek akad mudah menimbulkan sengketa 

di kemudian hari sehingga tidak m~menuhi syarat menjadi objek akad. 

d. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi 

Objek akad harus dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hat ini 

tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. 

3. Al-a'qidain (Pihak-pihak yang beraka.d) 

Ijab dan qabul tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya pihak-pihak 

yang melakukan aqad. Oleh karenanya pihak-pihak yang melakukan perjanjian 

merupakan faktor utama pembentukan suatu perjanjian. Namun, tidak semua 

orang dipandang cakap mengadakan akad, ada juga yang dipandang tidak cakap 
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mengadakan akad. Pihak yaag tidak cal<ap ini mc:n~dukan perwalian. Agar 

perwalian dapat dilak:ukan dengan sebaik-baiknya, make wali harus memenuhi 

syarat se bagai berikut : 

a. Mernpunyai kecak:apan untuk rnenjalankan tugas secara sernpurna 

b. Persamaan pandangan (agarna) antara wali dan yang mewak:ili 

c. Memiliki keteguhan dalam menjalankan agarna 

d. Dapat dipercaya 

e. Menjaga kepentingan orang yang berada dalarn perwaliannya. 

4. Maudhu'u] 'Aqd (Tujuan Akad) 

Tujuan aknd merupakan salah satu bagian pcnting dari syarat akad. Tujuan 

akad memperoleh tempat penting untuk menentukai1 apakah suatu akad dipandang 

sah atau tidak. Tujuan ini berkaitan dengan motivasi atau niat seseorang 

meiakukan akad. Agar tujuan akad ini diar.ggap sah, maka hams rnemenuhi syarat 

yaitu; 

1. Tujuan hendaknya ada pada saat akad diadakan, bukan rncrupakan 

kewajiban yang seharusnya rnenjadi kewajibannya 

2. Tujuan akad harus berlangsung sejak akad dimulai hingga berak:hirnya 

pelaksanaan akad 

3. Tujuan akad harus dapat dibenarkan 

Macam-macam Akad 

Akad dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan yang menjadi tujaun 

pembagiannya, ditinjau dari segi sifat dan hukurnnya, dari segi wataknya atau 

hubungan tujuannya dari akibat-akibat hukumnya. Akad yang sah dapat dibagi 
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menjadi 2, yaitu akad yang dapat dilaksanakan tanpa bcrgantung pada hal-hal lain 

dan akad yang bergantung pada hal lain. Dari segi sifat dan hukumn.ya, akad 

<libagi menjadi 2 yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. 

Akad dilihat dari segi keabsahannya; 

1. Akad shahih 

Yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya. Hu.1<:um dari akad shahih 

ini adalah berlal."Unya seluruh akibat hukum yang ditimbulkannya akad itu dan 

mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. 

2. Akad tidak shahih 

Yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, 

schingga sclurnh akibat hukum akad itu tidak bcrlaku dan tidak mengikat pihak-

pihak yang berakad. 

Bcrakhirnya akad 

Berakhimya akad dapat terjadi karena; 

1. Bera.1<-himya masa berlaku akad 

2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad 

3. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia 

Berdasarkan beberapa asas dan perangkat yang harus dipenuhi da!am suatu 

perjanjian menurut hukum Islam. Hal-hal ya.J.g hams diperhatikan dan tidak boleh 

diabaikan dalam membuat perjanjian adalah sebagai berikut; 

1. Dari 3egi subjek akad atau para pihak yang membuat perjanjian 

a. Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum, artinya orang J 
" 

dewasa dan bukan mereka yang secara hukum berada dibawah 
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pengapuan atau perwalian. Seseorang yang belum dewasa atau berada 

di bawa.'1 pengampuan atau perwalian, di dalam melakukan perjanjicn 

wajib diwakili oleh wali atau pengampunya. 

b. Identitas para pihak dan kedudukannya masing-ma-;ing dalam 

perjanjian harus jdas, apakah bertindak untuk dirinya sendiri atau 

mewakili sebuah badan hukum. 

c. Tempat clan saat perjanjian dibuat, untuk kebaikan, seyogyanya hams 

disebutkan denganjelas dalam akad. 

2. Dari Segi Tujuan dan Objek Akad 

a. Disebutkan secara jelas tujuan <lari dibuatnya akad tersebut, misalnya jual

beli, sewa-menyewa, bagi hasil, dan seterusnya ya11g telah dijelaskan oleh 

ajaran Isiam 

b. Sekalipun diberikan kebebasan dalam menentukan objek akad, namun 

jangan sampai menentukan suatu objek yang dilarang cleh ketentuan 

hukum Islam. 

3. Adan ya Kesepakatan, dalam hal yang berkaitan dengan ; 

a. Waktu perjanjian; baik bermula atau berak:himya perjanjian, jangka waktu 

angsuran dan berakhimya, harus diketahui dan disepakati sejak awal akad 

oieh bank dan nasabah. Tidak. boleh berubah di ter~_gah atau uj ung 

perjalanan pelaksanaan kesepakatan, kecuali bila hal itu disepakati oleh 

kcdua belah pihak. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 8/3/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Karolina Sitepu – Perkembangan Perbankan Syariah di Tinjau dari Hukum Bisnis….



111 

b. Jumlah dana;dana yang dihutuhkan, nisbah atau margin yang disepakati, 

biaya-biaya yang diperlukan, dan hal-hal yang memerlukan biaya-biaya 

lainnya. 

c. Mekanisme kerja;disepakati sejauh mana kebolehan melakukan 

operasional, pengawasan dan penilaian terhadap suatu usaha (khususnya 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah). 

d. Jaminan; bagaimana kedudukan jaminan, seberapa besar jumlah dan 

kegunaan jaminan tersebut serta hal-hal lain berkaitan dengan kesepakatan 

yag dihuat. 

e. Penyelesaian;Bila te1jadi perselisihan alau a<lanya ketidaksesuaian aniara 2 

belah pihak, bagaimana cara penyelesaian yang disepakati, tahapan-

tahapan apa yang harus dilalui. 

f. Objek yang diperjanjikan dan cara-cara pelaksanaanya 

4. Adanya Persamaan/Kesetaraan/Kesederajatan/Keadilan 

a. Dalam hal menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara bank dan 

nasabah 

I 
:!i; 

b. Dalam penyelesaian ketika mengalami kegagalan usaha danjaminan. 

Prinsip perbankan konvensional yang bersifai perhitungan aman dan 

untung da!am tiap mclepaskan uangnya, dan tidak ikut terkena nasib untung-

ruginya nasabah, cenderung menjadikan posisi hukum bank terhadap nasabahnya 

lebih kuat dan berada di atas. 

Sedangkan dalam akad-akad di lingkungan Bank Syariah, !, 

kesederajatan/kesetaraan dan keadilan di antara bank dan nasabah wajib 
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senantiasa dipegang i.eguh, dan harus selalu tercermin baik dalam pasal-pasal yang 

memuat segi-segi hukum materialnya, maupun segi-segi hukum fom1alnya 

(khususnya yang berkaitan dengan hal pcmbuktian). Diantaranya adalah sebagai 

berikut; 

l. Dalam hal ter:iadi kemacctan/penunggakan angsuran dalam akaJ j ual beli, 

atau tidak adanya bagi hasil clan angsurannya dalam a.lead bagi hasil, maka 

pihak bank tidak serta merta dapat memberlakukan denda bahkan tidak 

ada dcnda, atau mengubah akad secara sepihak dengan melakukan 

perpanjangan. Pihak bank harus mengklar:ifikasi terlebih dahulu penyebab 

yang mengakibatkan terjadinya penunggakan atau kemacetan tersebut 

secara objektif, clan bila sudah diketahui pcnyebabnya, apak.ah karena 

suatu keadaan memaksa terhadap kegiatan usahanya atau karena kelalaian, 

kebohongan/ketid3.kjujuran dan atau kenakalan nasabah. Mengetahui 

tentang keadaan nasabah ini sangat penting 1_mtuk menghindari 

ketidakadilan/ketidaksederajatan yang dilakukan pihak bank tcrhadap 

nasabahnya. Dengan demikian untuk penyelesaian selanjutnya disepakati 

bersama cara penyelesaiannya oleh kedua belah pihak. 

2. Begitu juga dalam hal penjualan barang jaminan, apabila terjadi kegagalan 

daiam pengernbalian pembiayaan, dinyatakan dala.rn akad, melalui lcian.g 

atau harga standar/wajar yang sesuai dengan harga pasar. Apabila dari 

jaminan yang di aguI'.kan tersebut, nilainya lebih tinggi atau lebih besar 

dari sisa angsuran yang hams diselesaikan, maka sisanya wajib 

dikembalikan kepada nasabah. 
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5. Pilihan Hukum 

Harns ditegaskan dengan jelas pilihaD hukum dalam akad tersebut, 

misalnya uniuk perj<.mjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak sepakat 

untuk memberlakukan syariah Islam. 

Konsep syariah ini mengajarkan bagaimana berusaha menopang suatu 

usaha secara bersama-sama baik dalam pem bagian keuntungan maupun dulam 

mena..'1.gani masalah kerugian. Konsep syariah juga tercermin pada transpai-ansi 

dalam membuat kontrak, penghargaan terhadap waktu, amanah. Bila ketiga syarat 

tersebut dipenuhi, model transaksi yang terjadi bisa mencapai apa yang disebut 

kontrak yang menghasilkan kualitas terbaik. 

Seperti yang te!ah diketahui bahwa pada perbankan syariah terdapat istilah 

akad. Bila ditinjau dari hukum bisnis, istilah akad ini berkaitan dengan perjanjian, 

perikatan (al- 'aqdu). Menurut para ahli hukum Islam, kata akad didefenisika.tJ 

sebagai berikut ; 

Hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan 

adanya pengaruh (akjbat) hukum pad.a objek perikatan. 27 

Istilah akad mengakibatkan ad.anya ikatan antara para pihak yang 

melakukan perikata.1. Oleh karena itu istilah akad dapat dipersamak:an dengan 

isti!ah perikatan atau verbitenis. Pengertian akad yang disamakan dengan 

perjanjian berarti bahwa perjanjian harus merupak:an perjanjian kedua beh~h pihak 

untuk mengikatkan diri tentang perbuata.1 yang ak:an dilakukan dalam suatu hal 

tertentu. Akad ini akan akan terwujud dalam ; 

27 Ibid, h. 250. 

1· 
' I 

i. • 

.. 
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1. !jab dan qabul. ljab adalah pemyataan pihak: per..ama mengenai 1s1 

perikatan yang diinginkan. sedangkan qabul adalah pemyataan pihak: 

kedua untuk mcnerimanya. Ijab dan qabul ini diadaka untuk menunjukkai1 

adanya sukarela timbal balik terhadap perikalan yang diiakukan oleh dua 

pihak yang bersangkutan. 

2. Sesuai dengan kehendak syariat artinya seluruh perikata.'l yang 

diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih dianggap sah apabiia 

sesuai dcngan ketentuan hukum Islam. 

3. Adanya akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan 

pemilikan atau pengalihan kemanfaatan (ijarah). 

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa ak:ad adalah suatu perikatan 

yang mengikat kedua belah pih.ak untuk melaksanakan kewajiban mereka 

masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. 

Dalam Perbankan syariah Akad terbagi 2 yaitu ; 

1. Akad Tabarru' 

Akad Tabarru adalah segala macam perjanjian yang pada hak:ekatnya tidak 

mencari keuntungan komersii28
. Akad tabarru ' dilak:ukan dengan tujuan 

tolong mt::nolong untuk mencari kebajikan. Pada dasamya akad tabarru' 

ini adalah memberikan sesuatu atau meminjamkan :;esuatu. Bila a.L;:adnya 

adalah meminjamkan sesuatu, ma.lea objek pinjamannya dapat henipa uang 

ataujasa. 

28Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, Ir. Adiwarman Karim, SE. , MBA, MAEP, h, 
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Akad tabarru ' mempunyai 3 bentuk umum ; 

1. Meminjamkan Uang 

2. Meminjamkan fasa 

3. Memberikan Sesuatu 

Ad. 1. Merninjamkan uang 

Akad meminjamkan uang ini terbagi lagi, bila memirJamkan uang tanpa 

mensyaratkan sesuatu, kecuali mengembalikan pinjaman tersebut pada waktunya 

hal ini disebut dengan qard. Tetapi apabila dalam pinjaman uang tersebut 

mensyaratkan suatu jaminan dalam jumlah tcrtentu, maka pinjaman ini disebut 

dengan rahn. Apabila pit~jaman uang yang dilakukan di atas tujuannya untuk 

mengambil aiih piutang dari pihak lain, maka hal ini disebut dengan hiwalah. 

Ad. 2. Meminjamkan Jasa 

Akad meminjamkan jasa ini juga terbagi menjadi 3 jenis. Apabila yang 

dipinjamkan adalah kealtlian/ketrampilan atau sejenisnya dan dilakukan untuk dan 

atas nama orang lain, maka hal ini disebut wakalah. Apabila akad wakalah ini 

dilakukan dengan bersyarat, sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu mak n 

disebut akad ka.falah. Selanjutnya bila jasa yang ditawarkan tersebut adalah jasa 

pemeliharaan maka disebut wadi 'ah. 

Ad. 3. Memberikan Sesuatu 

Akad memberikan sesuatu ini bila penggunaannya untuk kepentingart 

umum dan agama, maka akadnya discbut waqf. Objek waqf ini tidak boleh 

diperjual belikan. Selain waqf a<la juga hadiah dan hibah yang artinya pemberian 1 .. 
sesuatu secara sukarela kepada orang lain. 
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2. Akc_d Tijarah 

Selain akad Tabarru' di atas, berikut akan dibahas ter..tang akad Tijarah 

yaitu kebalikr.n dari akad tabarru'. Pada akad tijarah bertujuan untuk mencari 

keuntungan dan bersifat komersil. Akad Tijarah ini sendiri terbagi menjadi 2 

bagian besar berdasarkan iingk:at kepastian dari hasil yang akan diperoiehnya, 

yaitu; 

1. Akad yang bisa diprediksi dengan pasti hasii yang akan diperoleh 

2. Alcad yang tidak bisa diprediksi dengan pasti basil yang akan diperoleh 

Ad. 1. Alcad yang bisa diprediksi dengan pasti hasil yang akan diperoleh. 

Akad m1 terjadi karena telah disepakati oleh kedua belah pihak yang 

bertransaksi di awai akad. Pada akad ini kedua belah pihak saling 

mempertukarkan asetnya, tidak bercampur membentuk usa.ha barn. Jadi masing-

masing pihak tetap berdiri sendiri sehingga tidak ada pertanggungan resiko 

bersama. Objek yang ditukarkan harus ditetapkan di awal akad dengan pasti baik 

jumlah, harga, mutu dan waktu penyerahannya. Yang termasuk akad ini adalah ; 

a. Akad jual-h?.li 

Alcad jual beli ini sendiri dapat dibagi lagi menjadi; 

I. Al-Bai'Naqdan 

~ . 
Al-bai' naqdan adaiah akad jual beli yang diiakukan secara tu..'1.ai, artinya 

barang dan uang diserahkan pada saat yang bersamaan, yaitu di awal 

trm1saksi (tunai). 
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2. Al-Bai' Muajja1 

Al-bai 'muajjal adalah a.1<:ad jual beli namun tidak dilakukan secara tunai, tapi 

dengan cara cicilan. Pada akad i!li barang diserahkan pada awal periode dan 

uang diserahkan pada periode selanjutnya. 

3. Salam 

Pada akad jual beli ini, barang yang ingin dibeli belutn ada, namun uang 

harus diserahkan sekaligus di muka. 

4. Istishna' 

Pada akad Istishna' ini sebenamya sama dengan aka<l salam, hanya pada 

Istishna pembayarannya dapat dilakukan dengan cara mencicil. 

b. Akad Sewa-Menyewa 

Akad sewa-menyewa ini terbagi menjadi; 

1. Ijarah 

Ijarah adalah akad untuk memw.faatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun 

jasa atas tenaga kerja. Apabila digunakan untuk mendapatkan manfaat 

barang disebut sewa-menyewa. Se<langkan apabila digunakan untuk: 

rnendapatkan manfaat tenaga kerja disebut upah-mengupah. 

2. Ju'ala.h 

Ju'alah adalah akad ijarah yang pembayarannya didasarkan atas kinerja 

objek yang disewa/diupah. Pada ijarah tidak terjadi perpindahan 

kepemilikan objek ijarah. Objek ijarah tetap menjadi milik yang 

menyewakan. !, 
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3. Ijarah Muntahia Bittamlik 

Pada akad ini peminjam dimungkinkan untuk memiliki objek ijarahnya 

djak.Jiir periode peminjaman, hal ini bertolak bdakang dengan akad 

ju'alah. 

Ad. 2. Akad yang tidak bisa dipreciiksi dengan pasti hasil yang akan dipercleh 

Pada akad ini, pihak-pihak yang bertransaksi sa!ing menca.rnpurkan 

assetnya menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama 

untuk mendapatkan keuntungan, dengan kata lain keuntungan dan kerugian 

ditanggung bersama. Karena hal inilah akad ini tidak memberikau k.epasliau 

pendapatan baik dari segi jumlah. manpun waktunya. Yang tcrmasuk dalam akad 

ini adalah kontrak-kontrak investa5i. 

Contoh-contoh dari akad tersebut di atas adalah; 

1. Musyarakah. 

Akad musyarakah ini disebut juga syirkah. Syirkah mempu.1.yai 5 variasi 

yaitu; 

a. Mufawadhah; pada syirkah ini pihak-pihak menggabungkan modal dalam 

jumlah yang sama. Dengan demildan apabila terjadi keuntunga.1 ataupun 

kerugiar1 maka masing-masing pihak akan mendapatkan bagian yang sama 

pula besamya. 

b. Syirkah 'inan ; pada syirkah ini para pihak menggabungkan modal dalam 

jumlah yang tidak sama. Dengan demikia.1 spabila terjadi kerugian maka 

masing-masing pihak akan menangguug kerugian sebesar modal yang 
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digabungkannya tersebut. Apabila terjadinya keuntungan maka 

kcuntungan akan dibagi scsuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 

c. Syirkah wujuh ; pada syirkah ini terjadinya percanipuran antara modal 

dengan reputasi atau nama baik seseorang. Apabila memperoleh 

keuntungan maka keuntungan aka.n dibagikan sesuai dengan kesep<J<:atan 

bersa.rna, namun pabila terjadi kerugian maka yang menanggung kemgian 

finansial hanya pihak yang menyetorkan modal finansialnya saja. 

d. Syirkah 'abdan ; pada syirkah 'abdan terjadi percampuran jasa-jasa antara 

orang yang berserikat dengan kata iain terjadinya percampur-an 

keahlian!ketrampilan dari pihak-pihak. Pada syirkah ini apabila mendapat 

kcuntunga..ri maka sama scpcrti syirkah-syirkah yang di atas, akan dibagi 

sesuai dengan kesepakatan bersama, apabila terjadi kerugian maka kedua 

pihak jugalah yang akan mena..'lggungnya. 

e. Syirkah Mudharabah ; Pada syirkah ini terjadinya penggabungan antara 

pemilik modal dengan pihak yang memiliki 1asa dan akan 

mengkontribusik.an jasanya tersebut dengan bantuan modal dari pemilik 

modal. Apabila memperoleh keuntungan , pembagiannya masih sama 

dengan syirkah-syirkah yang lain yaitu kesepak:atan kedua belah pihak, 

namun apabila terjadi kerugian maka kerugian hanya ditanggung oleh 

pemilik modal namun pemilik jasa juga akan mengalami kerugian dalam 

artian akan kehilangan waktu dan usaha yang siu.-sia tanpa memperoieh 

imbalan apapun. !. 
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2. Muzara'ah 

Muzara'ah adalah suatu akcd yang berbentuk bagi hasil yang dikhususkan 

pada pertanian dan dalam j angka waktu setahun. 

3. Mukhabarah 

Mekhabarah adala11 suatu akad yang sama seperti akct<l muzara'ah yaitu sania

sama di bidang pertanian namun pada akad mukhabarah bibit yang akan 

ditanam berasal dari yang mempunyai la..1.an pertanian. 

4. Musaqat 

Musaqat adalah suatu akad bagi hasi! pada bidang pertanian yang diterapkan 

pada tanaman pertanian tahunan. 

D. Prod!t.k-Produk Perbankan Syariah 

1. Penyaluran Dana 

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli 

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, 

dengan tingkat keuntungan bank di tentukan di dcpan. Produk-produk yang 

termasuk dala..-n pembiayaan ini adalah ; 

1. Pembiayaan Murabahah 

2. Pembiayaan Salani 

3. Pembiayaan Istishna' 

Ad. I. Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan murabahali adalah transaksi jual-beli dimana pihak bank 

menyebutkan jumlah keuntungan yang disepakati. Pada pembiayaan mt, 
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bank bertindak sebagai p~njual, sementara nasabah sebagai pembeli. Pihak 

dan nasabah terlebih dahulu harus menyepakati harga jual dan jangka waktu 

pembayarannya yang tidak dapat berubah selama akad masih berlangsung. 

Dalam pembiayaan murabahah ini biasanya dilakukan dengan cara mencicil, 

Larnng yang dibeii segc::rn diserahkan setelah akad dan pembayarannya 

dilakukan dengan cara mencicil. 

Ad. 2. Pembiayaan Salam 

Pembiayaan Salam juga suatu transaksi jual beli tetapi barang yang 

<liperjualbelikan belum ada. Walaupun barang di perjual belikan belurn ada, 

namun pembayarannya tetap dilakukan secara tunai. Dalam pembiayaan 

Salam tcrjadi kebalikan dengan pembiayaan murabahah. Pada pembiayaan 

sc:.lam, nasabah selaku penjual dan pihak bank sebagai pembeli. Pa<la 

transaksi ini juga hams ditentukan dengan jelas kuantiras, kualitas, harga 

dan waktu penycrahan barang. Barang yang telah dibeli pihak bank biasanya 

akan dijual kembali kepada nasabah baik dengan cara cicilan atau secara 

tunai. Pembiayaan salam biasanya diterapkan pada bidang pertanian, setelah 

pihak bank membeli hasii pertanian dari nasabah maka pihak bank akan 

menjual kembali hasil pertanian tersebut misalnya ke bulog. 

Ad. 3. Pembiayaan Istishna' 

Pembiayaan Istishna ini hampir menyerupai pembiayaan salam hanya saja 

pembayaran yang dilakukar1 oleh bank selaku pembeli dapat dicicil. 

Perbedaan lainnya dengan pemhiayaan salam adalah kalau pada pembiayaan 

salam biasanya pembelian pada komoditi pertanian, sedangkan pembiayaan 

.. 

J 
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istishna biasanya diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruk si. 

Sedangkan ketentuan lainnya seperti kualitas, j3.ngka waktu dan jumlah 

masih sama seperti pada pembiayaan salam. 

a. Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah) 

Pcmbiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah) dituj ukan untuk mendapatkan 

jasa. Pada dasarnya pembiayaan dengan prinsip sewa sama dengan 

pembiayaan jual beii, perbedaannya hanya terdapat pada objeknya. Pada 

pembiayaan jual beli objeknya a£ialah bara...-1g, sedangkan pembiayaan 

dengan prinsip sewa objekn.ya adalah jasa. Pada pembiayaan ini nasabah 

sebagai penyewa dan bank pihak yang menyewakan 

b. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Syirkah) 

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan lliituk usaha kerja saiu.a 

yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pada 

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, keuntungan ditentukan oleh 

perbandingan bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Produk 

perbankan syariah yang tennasuk pada pembiayaan ini adalah ; 

I. Pembiayaan Musyarakah 

Ad. 1. Pembiayaan musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak 

yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang mereka miliki secara 

bersama-sama dengan cara memadukan seluruh bentuk sumber daya baik 

yang berwujud maupun tidak berwujud, ketrampilan, peralatan, 

kepercayaan, hak paten dm1 barang-barang lainnya yang dapat dinilai 

dengan uang. Pada pembiayaan musyarakah ini, semua modal disatukan 
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untuk dijadikan modal dai1 dikelola bersama-sama. Keuntungan yang 

nantinya akan diperoleh dalam pembiayaan musyarakah ini akan dibagi 

sesuai dengan kesepakatan kedua belah pi ha!( dan kerugian akan di bagi 

sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan. 

2. Pembiayaan Mudharabah 

Ad. 2. Pembiayaan mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama antara dua 

atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahib a!-maal) mempercayakan 

sejun1lah modal kepada pemilik usaha (mudharib) dengan suatu perjanjian 

pembagian keuntungan. Pada pembiayaan mudharabah ini, seluruh modal 

berasal dari shahib o1-maal sedang mudlwrib hanya sebagai pengelola atas 

modal yang diberikan shahib al-maal. Faktor-faktor yan.g harus ada 

(rukun) dalam akad mudharabah adalah; 

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) 

2. Objek (modal) 

3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-kabul) 

4. Nisbah keuntungan 

Pembiayaan Al-Musaqah 

c. Pembiayaan dengan a.1<ad peiengkap 

Untuk mempemmdah pelaksanaan pembiayaan, diperlukan akad 

pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi 

ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, namun akad pelengkup 

di bolehkan meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan demi terlaksananya I .. 

c 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 8/3/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Karolina Sitepu – Perkembangan Perbankan Syariah di Tinjau dari Hukum Bisnis….



124 

akad ini. Besamya biaya yang ditimbulkan hanya sekedar menutupi biaya yang 

benar-benar timbul. A.kad-akad pelengkap ini antara lain: 

1. Hiwalah (Pengalihan Hutang-Piutang) 

Tujuan dari akad hiwalah ini adalah untuk membantu nasabah 

rnendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan kembali pekerjaannya yang 

tertunda karena kekurangan modal. Dalam hal ini pihak bank yang mengambil 

alih piutang nasabah. Untuk mengantisipasi kerugian yang akan dialami pihak 

bank, bank hams melakukan penelitian dahulu terhadap kedua belah pihak yang 

berhutang piuta.ng ini, agar pihak bank benar-benar yakin akan kemampuan pihak 

yang berhutang untuk mengembalikan hutangnya dan pihak bank benar-benar 

mengetahui tentang kebenaran transaksi ar1tara pihak yang memindahkan piutang 

dengan yang berhutang. 

2. Rahn ( Gadai) 

Tujuan dari akad rahn ini adalah untuk memberikan jaminan pembayaran 

kembali kepada bank. Barang yang digadaikan memenuhi kriteria : 

a. Milik nasabah sendiri 

b. Jelas ukuran, sifat dan nilainya yang ditentukan berdasarkan nilai pasar. 

c. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. 

Nasabah dapat menggunakan barang yang digadaikan atas seizin bank 

dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan, apabila 

barang yang digadaikan rusak maka nasabah harus bertanggung jawab. 

Apabila nasabah wan prestasi maka pihak bank dapat menjual barang yang 

digadaikan atas perintah hakirn. Nasabah rnempunyai hak untuk rnenjual barang 
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tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil pcnjualannya mdebihi kewajihannya 

terhadap bank, nasabah dapat memilikinya. Tetapi apabila penjualan b3rang yang 

digadaikan tersebut tidak mencukupi untuk rnembayar kewajibannya maka 

nasabah tetap harus menutupi kekurangannya. 

3. Qard 

Qard adalah akad pemmJaman uang. Dalam perbankan syariah contoh 

qard ini dapat terlihat dalam; 

1. Pinjaman ta!angan haji, calon haji diberikan pmJaman taiangan untulc 

memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji, dan calon haji harus 

melunasi kekurangannya sebelun1 keberangkatar.nya. 

2. Pinjaman tunai dari produk syariah, dimana nasabah diberi keleluasan untuk 

rnenarik uang tunai ( kartu debet) dan nasabah akan mengembalikanya sesuai 

dengan waktu yang ditentukan. 

3. Sebagai pinjaman bpada pengusaha kecil. Pinjaman ini diberikan oleh piha.k: 

bank sebagai altematif lain selain pembiayaan jual beli, ijarah atau bagi hasil, 

karena akan sangat memberatkan nasabah dalam mengembalikan 

kewajiban.'lya. Dengan pemberian pinjaman kepada pengusaha kecil ini, pihak 

bank merasa nasabah (pengusaha kecil) ini masih ma.rnpu untulc 

mengembalikan kewajibannya ke bank. 

4. Wakalah (Perwakilan) 

W akalah adalah kuasa yang diberikan nasabah kepada pihak bank untuk 

mewakili nasabah dalam melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti 

pembukuan UC, dan transfer uang. Kelalaian dalam menjalankan kuasa 

' . 
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menjadi tanggung jawab bank kec•_ta!i karena force majeure, menjadi 

tmggung jawab nasabah. Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus 

jelas sesuai dengan kehendak nasabah bank. Atas pelaksanaau tugasnya 

tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. 

Pemberian kuas~ bcrakh!r setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama 

antara nasabah den!:'..an bank. 

5. Kafalah (Garansi Bank) 

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan meD:tamm pembayaran suatu 

kewajiban pembayaran. l Jntuk mendapatkan fasilitas ini, nasabah harus 

menempatkan s~j11mlah dana berupa rahn selain rahn hank d~pat pula 

mer.erima dana tersebut dengan prinsip wadi 'ah. Untuk jasa-jusa rahn dar1 

wadi 'uh tersebut bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan. 

2. Penghimpunan Dana 

Penghimpur1an dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan 

deposito. Prinsip yang dipergunakan pada Bank Syariah dalam penghimpWJan 

dana masyarakat adalah prinsip wadi 'ah dan mudharabah. 

a. Prinsip Wadi'ah 

Secara umwn wadiali im sama artinya dengan penitipan, nasabah 

menitipkan uangnya di bank, dan pihak bank bertanggWJg jawab atas uang 

nasabah. Prinsip wadi 'ah ini terbagi wadi 'ah yad dhamanah dan wadi 'ah amanah. 

Pada wadi 'ah amanah, prinsipnya barang yang dititipkan tidak boleh 

dimanfaatkan oleh yang dititipi. Wadi'ah yad dhamanah, wadiah ini lebih 
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diterapkan pada produk rekening giro. Pada wadiah ini pihak yang ,iititipi dalam 

hal ini Bank, bertanggung jawab atas keu~uhan harta titipan sehingg;;i hank boleh 

memanfaatkan harta titipan tersebut. Pada produk giro ini jug~ ha~11pir sama 

dengan qard yang telah dibahas sebelumnya, dimana nasabah bertindak sebagai 

yang meminjarnkan uang, dan bank bcrtindak sebagai yang dipinjarui. 

Prinsip wadi 'ah iru mempunyai beberapa ketentuan sebagai berikut ; 

1. Keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik dan 

ditanggung oleh bank, pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak pula 

menanggung kerugian. Pihak ba.-tlc hanya memberikan bonus kepada p1;;milik 

dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyara_kat tB.pi tidak boleh 

diperjanjikan dimuka. 

2. Bank hams membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin 

penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama 

tidak bertentaDgan dengan prinsip syariah. Bagi pemilik rekening giro bank 

cfapat memberikan buku eek, bilyet giro dan kartu debet. 

3. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya 

administrasi untuk menutupi biaya-biaya yang terjadi. 

4. Ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah. 

b. Prinsip Mudharabah 

Pada prinsip mudharabah m1 peny1mpan dana atau deposan bertindak 

sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan pihak bank sebagai mudharib 

(pengelola). Dana yang ada tersebut dipergunakan untuk melakukan murabahah 

.. 
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atau ijarah. Hasil usaha im akan dihagi hasilkan berdasarbm nisbah yang 

disepakati. 

Prinsip mudharabah ini mempunyai rukun-rukun sebagai bcrikut: 

1. Adan.ya pemilik modal (shahibul maal), adanya pengelola (mudharib) 

2. Adanya usaha yang akan dibagi hasilklln 

3. Adanya nisbah 

4. Adan.ya !jab kabul 

Prinsip mudharabah ini diterapkan pada produk tabungan berjangka dan 

deposito berjangka. 

Berdasarkan kewenangan yang di berikan oleh penyimpari dana, prinsip 

mudharabah terbagi dua yaitu ; 

a. Mudharabah Mu:laqah 

b. Mudharabah A4uqayyadah 

Ad. a. Mudharabah lvlutlaqah 

Pada prinsip mudharabah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank 

dalam menggunakan dana yang dihimpurr. Nasabah tidak memberikan persyaratan 

apa pun kepada bank, ke bisnis apapun dana yang dismpannya itu hendak 

disalurkan, atau menctapkan penggunaan akad-akad iertentu, ataupun 

mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Dengan kata lain 

pihak bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ke bisnis apa saja 

yang diperkirakan dapat menguntungkan para pihak. 

Ketentuan umum dalam produk ini adalah ; 
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l. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata 

cara pemberitahuan keuntunga..Tl dan atau pembagiai.-i keuntungan secara resiko 

yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai 

kesepakatan, maka hal tersebut harus dicanturnkan dalam akad. 

2. Untuk tabungan mudharabah bank dapat memberikan buku tabungan sebagai 

bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau aiat penarikan lainnya kepada 

penabung. Untuk deposito mudharabah bank wajib memberikan sertifikat dan 

tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan. 

3. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan 

petJanJian yang disepak:ati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo 

negatif 

4. Deposito mudhernbah hanya dapat dicairkan sesuaikan dengan jangka wak:tu 

yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan 

diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada ak:ad sudah 

dicantumk~n perpenjangan otomatis maka ti<lak perlu dibuat akad baru. 

" 5. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito 

tetap berlaku sepanjang tudak: bertentangan dengan prinsip syariah. 

Ad. b. Mudharabah Muqayyadah 

Mudharabah Muqayyadah ini ada dua jenis ; 

I. Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet 

2. Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet 

, .. 
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Ad. 1. Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet 

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus, dimana pemilik dana 

dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya 

disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan 

akad tertentu, atau disyaratkan digunakan tertentu. 

Karakteristik jenis mudharabah adalah sebagai berikut ; 

a. Pemiiik modal wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh 

ba..'lk: dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana 

simpanan khusus. 

b. Bank wajib memberitalmkan kepada pemiiik dana mengenai Pisbah dan ta.ta 

cara pemberitahuan keuntungan at.au pembagian keuntungan secara resiko 

yang dapat ditimbulkan daripenyimpanan dar1a. Apabila tercapai kesepaka{an, 

maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. 

c. Sebagai ta..'lda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank 

wajib memisahkan dana ini dari rek~ning lainnya. 

d. Untuk deposiio mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tm.da 

penyimpanan (bilyet) deposito kepada pemilik modal. 

Ad. 2. Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet 

Jeois mudharabah ini mcrupak.an penyaiuran dana mudharabah langsung 

kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang 

mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat 

menetapkan syarat-sayarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari 

bisnis (pelaksana usaha). 
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Ka1·akteristik jenis mudarahah ini adalah sebagai bcrikut ; 

a. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank 

wajib rnemisahkan dana dari rckening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada 

pos tersendiri dalam rekening administratif. 

b. Dana simpanan khusus hams disalurkan secara langsung kepada pihak yang 

diamanatkan oleh pemilik dana. 

c. Batik menerima komisi atas jasa. mempertemukan kedua belah pihak. 

Sedangkan antara pemi!ik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi basil. 

3. Pemberian Jasa Perbankan 

Salah satu fongsi dari bank syariah adalah meujadi perantara atau menjadi 

" 
penghubung antara pihak yang herkeiebihan modal da.'1 pihak yang kekurangan 

~ 
I; 

modal. Selain dari fungsi bank syariah tersebut, bank syarial:i dapat juga 

I~ 
melakukan pdayanan jasa seperti y~ng pemah disinggung scbelumnya. Pihak 

bank akan mcndapatkan imbalan atas jasa yang diberikan. 

Jasa bank syariah tersebut antara lain; 

1. Sharf(Jual Beli Valuta Asing) 

Pada prinsipnya sharf adalah jua! beJi vaiuta asing. J ual heli mata uang 

yang tidak sejenis ini, penyerahai.1Ilya harus dilakukan pada waktu yang 

bersamaan, Dal am hal ini bank akan mengambil keuntungan dari j ual beli valuta 

asing ini. 
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2. !jGr:d1 (Sewa) 

.knis kegiatan ijarah ini antara lain penyewaan ko1ak s1mpanan (sa/(' 

deposif hox) . Dalam hal m1 bank akan mendapat imbalan a1.as jasa penyewaar1 

tersebu1 
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A. Kesimpalan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam tesis ini adalah: 

1. Sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia telah. didirikan 

bank-bank yang awalnya untuk meperlancar perdagangan rempah-rempah 

ke luar negeri. Kemudian berkembang menjadi bank, perkreditan. Setcla.11 

Pemerintah Hindia Belanda hengk.ang darinlndonesia maka bank-bank 

yang ada di nasior;alisasikan menjadi bank-ba..rik milik Indonesia dan 

diperkuat lagi dengan Undang-und<::.ng mulai TJU. No. 10 Tahun 1968 

kemudian bembah menjadi UU. No. 7 Tahun 1992 kemudian mengalami 

perubahan lagi dengan diterbitkannya UU. No. 10 Tahun 1998. Dalan1 

setiap pergantiannya dalam pasal UU tersebut ada terdapat perubahan dari 

pasal-pasal UU sebelumnya, salah satu misalnya dala..111 pemberian kredit 

yang meminta adanya jaminan dari debit.ir. 

2. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992. 

Pcrbankan syariah mulai ada di dala l.JU. No. 7 tahun 1992, walaupun 

tidak terlalu dirinci secarajelas, hanya tertulis "prinsip bagi hasil". Namun 

sekitar tahun 1998 pada saat terjadi krisis moneter secara besar-besaran 

baik di dunia, khususnya di lndoensia banyak bank-bank konvensional 

yang tutup namun tidak demikian dengan perbankan syariah, dengan 

prinsip-prinsip perbankannya yang berbeda dengan prinsip bank 

konvensional menjadikan perbankan syariah tidak terkena imbas dari 

144 
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krisis monetcr tersebut. Hal inilah yang membuat banyak pihak mulai 

melirik dan tertarik dengan perbankan syariah tersebut. 

3. Selain berdasarkan pada pnns1p-prms1p hukum syariah, dalam 

perkembangannya perbankan syariah juga tidak terlepas dari prms1p

prindip hukum bisnis, hai ini dapat terlihat dari istilah akad pada 

perbankan syariah. Istilah akad mengakibatkan adanya ikatan antara para 

pihak yang melakukan perikatan. Oleh karena itu istilah akad dapat 

dipersamakan dengan istilah perikatan atau ve;bitenis . Pengertian akad 

yang disamakan dengan perjanjian berarti bahwa perjanjian hams 

merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri teni.ang 

perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal tertentu. Bila dilihat dari 

unsur-unsur perbankan syariah yaitu ; Shighat al-aqad (pemyataan untuk 

mengikatkan diri), Al-Ma 'qud alairJmahal al- 'aqd (objek akad), Al

Muta 'aqidain/al- 'aqidain (pihak-pihak yang berakad), Maudhu 'al- 'aqd 

(tujuan akad). Dari unsur-unsur yang di atas, dapat dilihat adanya 

persamaan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam hukum bisnis 

(1320 KUHPerdata). Perbankan syariah juga mempunyai asas-asas. Asas

asas yang te:rdapat dalam perbankan syariah ini juga tidak terlepas dari 

asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian (hukum bisnis) antara lair:. 

salah satu contohnya bila dalam perbankan syariah terdapat asas al

hurriyah (asas kebebasan) maka dalam hukum bisnis terdapat asas 

kebebasan mengadakan perjanjian (partij otonomi). Seperti di ketahui 

produk-produk perbankan syariah itu adalah pembiayaan, pendanaan dan 
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Jas~ namun di dalam perkernbangannya perbankan syariah juga telah 

memperbanyak prosuk-produknya antara lain dengan adanya investasi, 

obligasi dan vaias sa..'Ila seperti bank-bank konvensional yang ada. Hal ini 

berarti perbankan syariah dalam perkembangannya meskipun 

meuggunakan rrinsip atau hukum syariah narnun tidak tcrlepas dari 

hukurn bisnis. 

B. Saran 

1. Menurut hasil wawancara yang saya lakukan secara acak kepada beberapa 

orang, bahwa mereka kurang meugetahui tentang sistem perbankan syariah 

secara detail. Mereka hanya tahu tenuu1g "prinsip bagi hasil" namun apa dan 

bagaimana sistem bagi hasil itu sendiri kurnng di pahami. Ini a1tinya 

perbankan syariah masih perlu untuk mengadaan sosialisasi ke masyarakat 

khusunya kalangan menengah kc bawah tentang perbankan syariah secara 

lebih mendalam. 

2. Perbank.ai1 syariah masih kurang mobile dibandingkan dcngan bank 

konvensional, mengingat masyarakat sekarang lebih menyukai melakukan 

transaksi perbankan secara praktis. 

3. Diharapkan kedepa..'1.I1ya perbankan syariah tidak hanya memperbanyak 

caba..'lgnya di perkotaan tetapi juga di pedesaan, hal ini selain juga 

membantu peningkatan t::iraf hidup masyarakat pertanian dengan 

memberikan bantuan modal juga lebih mendekatkan masyarakat dengan 

perbankan syariah. 
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C. lntcrnd 

www.kompas.com "Aset Perbankan Syariah di Perkirakan Mcningkat" 
www.kompas.com" Syariah Evaluasi Pembiayaan" 
w-.vw. rcpublikaonline"Perbankan Syariah 2009 di Prediksi Tumbuh 25%" 
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